Nomor SOP 067/001/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Dasar Hukum
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Perikanan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 tahun 2009 tentang Skala Usaha Pembudidayaan Ikan;

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat penangkapan Ikan;
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan lkan dan alat Bantu
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau — Pulau
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;

2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;

3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.

Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
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Nomor SOP 067/001/DPMPTSP-LP2N /XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan
P " P Nama SOP
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan (OSS-RBA)
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1 SOP Surat Masuk
2 SOP Surat Keluar

1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya

3 Komputer/Printer/Scanner
4

Jaringan Internet

'I-'Eringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi,
ketidakpuasan pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang
penanaman modal di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha &
dapat mengganggu kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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PELAKSANA MUTU BAKU

No.| KEGIATAN Pemohon/ OPD KEet.
Pel 0SS RBA TEKNIS DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output
1 |a Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) ; Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan 1 NIB (perizinan berusaha| 1 Setiap hari kerja sesuai dengan jam
( Mulsi ) 1 Data administrasi umum; Senin-Kamis 08.00-15.00 vang tidak memerlukan pelayanan  kantor secara tatap
b Mengisi data pelaku usaha dan data usahanya ke dalam sistem 0SS 2 Data administrasi teknis; WITA persyaratan dasar); muka;
RBA. 3 Data pendukung lainnya. 2 Sertifikat  standar yang| 2 Setiap hari secara online melalui
R USRI ——————— e b e N R Juma't 08.00-11.00 WITA belum terverifikasi; 085.g0.id;
¢ Memasukkan permohonan perizinan berusaha ke dalam sistem OSS 3 Perizinan berusaha yang Sesuai dengan UU 11 tahun 2020

belum terverifikasi; tentang Cipta Kerja;
4 Sertifikat  standar terbit| 3 Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5

RBA sesuai dengan KBLI yang berlaku;

d Memilih kewenangan penerbitan sertifikat standar/perizinan berusaha dengan pernyataan mandiri. tahun 2021 tentang
sesuai dengan KBLI yang dipilih; Penyelenggaraan Perizinan
L—-L 4 Berusaha Berbasis Resiko dan

e Melakukan upload persyaratan sebagaimana pada sistem OSS RBA; {_p Lampirannya;
5 Jenis Perizinan sesuai dengan

Pergub 31 tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Pergub 8 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

I Mengisi kembali pemenuhan persyaratan apabila permohonan
tersebut dikembalikan oleh OPD teknis melalui sistem OSS RBA.

Sistem OSS RBA akan menyimpan data permohonan pemohon. Sistem
0SS RBA akan :

Menyeleksi kriteria usaha;

Menyeleksi besaran modal;

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum,

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai kebutuhan dan
keperluan pemohon

B LN -

Data Pelaku Usaha;

Data Bidang/Badan Usaha;
Pernyataan Mandiri;
Sertifikat ~ Standar  yang
belum terverifikasi;
Perizinan  Berusaha yang

Menyeleksi kebutuhan izin lingkungan; N |
Menyeleksi tingkat resiko; g —
Menyeleksi kewenangan sesuai dengan KBLI yang dipilih oleh
pemohon;

g Meneruskan permohonan ke OPD Teknis untuk diverifikasi
pemenuhan persyaratannya,

a

b

¢ Menyeleksi kebutuhan PKKPR D/L;
d

e belum terverifikasi.
f

3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA dengan cara : Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan dan| 1 Persetujuan Pemenuhan| 1 Dapat dilakukan verifikasi
a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang diupload terduj atas : ) NSPK masing OPD Teknis Persyaratan; lapangan apabila diperlukan
oleh pemohon kah telah i atau belum; e S o
b Melaﬁka:.no vill?ijti'lkasi © - &;]’:’:‘ R 2 iy 2 Data administrasi teknis; 2 Surat Keterangan /| 2 Dapat dilakukan konfirmasi atau
Aberiohyrs pang poope P 'I__j 3 Data pendukung lainnya. Rekomendasi /Berita Acara| kejelasan dan kelengkapan data
¢ Melakukan pengecekan dan persetujuan terhadap data persyaratan / Surat Yersetujuan ]Bngsung. kepada [:)cmohou .yang
st Eiupload apelide pemernnben peraysratan tidak scauni; Pemenuhan Persyaratan dapat dilakukan secara online [
¥ . ’ yang diupload pada Sistem offline
0SS RBA.
d Melakukan penolakan/persetujuan/pengembalian permohonan ) ]
apabila data upload pemenuhan persyaratan tidak sesuai; Tldak/
Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem OSS \
e RBA apabila permohonan perizinan berusaha tersebut disetujui. Ya
4 |DPMPTSP melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA terhadap data Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan 1 Surat keterangan| 1 Dapat mengikuti kegiatan verifikasi
pelaku usaha, data usaha dan permohonan yang masuk melalui OSS terdiri atas : persetujuan pemenuhan / pemantauan lapangan
a Melakukan persetujuan permchonan sesuai dengan KBLI nya 1 Data administrasi umum; persyaratan yang diupload|  Mengkonfirmasi kembali
berdasarkan surat persetujuan pemenuhan persyaratan yang diupload > 2 Data administrasi teknis; pada sistem 0SS RBA|2 kewenangan penerbitan sertifikat
oleh OPD teknis pada sistem OSS RBA; 3 Data pendukung lainnya; (apabila diperlukan); standar/ perizinan berusaha sesuai
b Memberikan catatan; 4 Surat  Rekomendasi Teknis dengan bidang usaha dan KBLI
atau Pertimbangan Teknis dan 2 Persetujuan pemenuhan yang dipilih oleh pemohon baik
et s e e . S B B S B B o o T S . | [ERRPESD S| NSRS S —— S S — S— i - i i Persyaratan; kepada pemohon atau kepada OPD
¢ Melakukan penolakan/ persetujuan/pengembalian permohonan 7 E;:e:?lgan 3:’:,:: OP;C?EEE?; o Tcﬁ?lis P e
; H ; £
apabila data upload pemenuhan persyaratan tidak sesuai; . yang diupload pada sistem OSS 3 Persetujuan Perizinan| 3 Membuat dokumen surat
d Melakukan penerbitan/verifikasi terhadap sertifikat standar/ perizinan RBA. Berusaha. keterangan Persetujuan
berusaha; ik Permohonan persyaratan dan/atau
e Melakukan upl(_)ad ) dokumen surat keterangan pemenuhan ) Penerbitan Perizinan Berusaha
persyaratan apabila diperlukan. apabila diperlukan
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PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Pemohon/ OPD Ket.
0ss Kel
Pelanggan RBA TEKNIS DPMPTSP elengkapan Waktu Output
5 |[Setelah semua persyaratan telah dipenuhi dan disetujui maka sistem 10 s/d 30 menit 1 Nomor Induk Berusaha
secara otomatis akan : (NIB);
a Menerbitkan NIB; .
b Menerbitkan Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi sesuai dengan 2 Scmﬁ,kat Sfandar yang telah
KBLI dan tingkat resikonya; || I terverifikasi;
¢ Menerbitkan Perizinan Berusaha; ..
d Menerbitkan Perizinan Penunjang lainnya. 3' Perizinan Beru_saha yang
telah terverifikasi.
6 |Pemohon : 10 menit 1 Nomor Induk Berusaha
Y (NIB);
a Mencetak Sertifikat Standar/ Izin melalui sistem 0SS RBA melalui | I
akun pemohon; 2 Sertifikat Standar yang telah
terverifikasi;
o . s o . 3 Perizinan Berusaha vyang
b ggﬂb memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan pada sistem 0SS ( Selesai ) telah terverifikasi:
4 Perizinan berusaha

penunjang lainnya.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/002/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi m

Tanggal Efektif 06"Ra

RMPTSP Prov. Kaltim

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

I
7 A
Nama SOP PWS(&MM Pertanian, Perkebunan
Dan (OSS-RBA)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

— =
STV XNOoUh W~

N N = = P =2+~~~ -
= O U W~ U b WK

22
23

24

25

26

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 Tentang Badan Benih Nasional,

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Standar Produk Pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2021 tentang Praktik Hortikultura Yang Baik;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan berusaha Berbasia Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;

2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;

3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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Nomor SOP 067/002/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Natia SOP Perizinan Berusaha Sektor Pertanian, Perkebunan
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Dan Peternakan (OSS-RBA)
Dasar Hukum
27 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
28 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
29 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Pelayanan Satu
Pintu;
30 Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait;
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner
4 Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan| - Disimpan sebagai data manual dan elektronik
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal di
Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu kesempatan
perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur
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PELAKSANA MUTU BAKU
No:) HBOIATAN omohon/ | ossmea | 9P | pemerse Kelengkapan Waktu Output -
1 |a Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) ; Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan 1 NIB (perizinan berusaha| 1 Setiap hari kerja sesuai dengan jam
Mulai 1 Data administrasi umum,; Senin-Kamis 08.00-15.00 yang tidak memerlukan pelayanan  kantor secara tatap
b Mengisi data pelaku usaha dan data usahanya ke dalam sistem 0SS ( ) 2 Data administrasi teknis; WITA persyaratan dasar); muka;
RBA. 3 Data pendukung lainnya. 2 Sertifikat  standar yang| 2 Setiap hari secara online melalui
e e e e e o o e e o e e e e e e e e e et e e e e e e e b e ] Juma’t 08.00-11.00 WITA belum terverifikasi; 085.£0.id;
¢ Memasukkan permohonan perizinan berusaha ke dalam sistem 0SS 3 Perizinan berusaha yang Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
RBA sesuai dengan KBLI yang berlaku; belum terverifikasi; tentang Cipta Kerja;
4 Sertifikat standar terbit| 3 Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
d Memilih kewenangan penerbitan sertifikat standar/perizinan berusaha dengan pernyataan mandiri. tahun 2021 fentang
sesuai dengan KBLI yang dipilih; Penyelenggaraan Perizinan
’-—-]’ 4 Berusaha Berbasis Resiko dan
e Melakukan upload persyaratan sebagaimana pada sistem OSS RBA; {4\ Lampirannya;
5 Jenis Perizinan sesuai dengan
f Mengisi kembali pemenuhan persyaratan apabila permohonan Pergub 31 tahun 2022 tentang
tersebut dikembalikan oleh OPD teknis melalui sistem OSS RBA. Perubahan Atas Pergub 8 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
2 |Sistem OSS RBA akan menyimpan data permohonan pemohon. Sistem Dokumen yang akan diupload Sesuai kebutuhan dan 1 Data Pelaku Usaha;
0SS RBA akan : terdiri atas : keperluan pemohon 2 Data Bidang/Badan Usaha;
a Menyeleksi kriteria usaha; 1 Data ﬂdm?nisﬂ‘ﬂs_ﬁ umum; 3 Pernyataan Mandiri;
b Menyeleksi besaran modal, 2 Data administrasi tf:kms; 4 Sertifikat ?tﬂndfa]‘ yang
¢ Menyeleksi kebutuhan PKKPR D/L; wilata pendukunyimnye: . DelemiEatian,
d Menyeleksi kebutuhan izin lingkungan,; S| I Coznan, PerMsany yang
¢ Mcn;,cleksi tingkat resiko; et 1 belum terverifikasi.
f Menyeleksi kewenangan sesuai dengan KBLI yang dipilih oleh
pemohon;
g Meneruskan permohonan ke OPD Teknis untuk diverifikasi
pemenuhan persyaratannya.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA dengan cara : Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan dan| 1 Persetujuan Pemenuhan| 1 Dapat dilakukan verifikasi
a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang diupload it s y HEER uting OFD Teknis hetsyaratin; i, B diperes
oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum; 1 Dalg ﬂdm!m.mrasf i ’ ]
b Melnkuken verifikasi lapangen terhadap permobonan apabila J_—I 2 Data administrasi tf?kms; 2 Surat Ke_terang_an /2 Da'pat dilakukan konfirmasi atau
diperiitary i 3 Data pendukung lainnya. Rekomendasi /Berita Af:ara kejelasan dan kelengkapan data
c Melakukan pengecekan dan persetujuan terhadap data persyaratan / et S CTSetiian !angsung cepaty; petnohon yang
) A i X 5 e Pemenuhan Persyaratan dapat dilakukan secara online /
yang diupload apabila pemenuhan persyaratan tidak sesuai; yang diuplosd pada Sistem offline
0O8S RBA.
d Melakukan  penolakan/persctujuan/pengembalian  permohonan| | | I U
apabila data upload pemenuhan persyaratan tidak sesuai; 'ndab/
Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem OSS \
e RBA apabila permohonan perizinan berusaha tersebut disetujui. Ya
4 |DPMPTSP melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA terhadap data Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan 1 Surat keterangan| 1 Dapat mengikuti kegiatan verifikasi
pelaku usaha, data usaha dan permohonan yang masuk melalui OSS terdiri atas : persetujuan pemenuhan / pemantauan lapangan
a Melakukan persetujuan permohonan sesuai dengan KBLI nya 1 Data administrasi umum; persyaratan yang diupload Mengkonfirmasi kembali
berdasarkan surat persetujuan pemenuhan persyaratan yvang diupload 2 Data administrasi teknis; pada sistem OSS RBA| 2 kewenangan penerbitan sertifikat
oleh OPD teknis pada sistem OSS RBA; 3 Data pendukung lainnya; (apabila diperlukan); standar/ perizinan berusaha sesuai
b Memberikan catatan; 4 Surat Rekomendasi Teknis dengan bidang usaha dan KBLI
atau Pertimbangan Teknis dan 2 Persetujuan pemenuhan yang dipilih oleh pemohon baik
——————————————————,—-——————_—-————————--————————|-—--———-)-——-——-—— Berita Acara verifikasi Persyaratan; kepada pemohon atau kepada OPD
c Melalf(ukan penolakan/ persctujuan/pengel:nbaimn ‘ permohonan Lapangan dinas OPD Teknis Teknis
apabila data uplom.i pemcn.uhan‘persyaralan uqak sesuai; N yang diupload pada sistem OSS 3 Persetujuan Perizinan| 3 Membuat dolaiien STt
d Melakukan penerbitan/verifikasi terhadap sertifikat standar/ perizinan RBA. Berusaha. keterangan Persetujuan

berusaha;
Melakukan upload dokumen
persyaratan apabila diperlukan.

surat

o

keterangan  pemenuhan

Permohonan persyaratan dan/atau
Penerbitan  Perizinan  Berusaha
apabila diperlukan

PPMPTS P
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PELAKSANA MUTU BAKU
No.| KEGIATAN Pemohon/ OPD Ket.
Pe 0SS RBA TERNIS DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output
5 |Setelah semua persyaratan telah dipenuhi dan disetujui maka sistem 10 s/d 30 menit Nomor Induk Berusaha
secara otomatis akan : (NIB);
a Menerbitkan NIB; 3
b Menerbitkan Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi sesuai dengan Seruﬁ‘kal S_t:andar yang telah
KBLI dan tingkat resikonya; Il I terverifikasi;
¢ Menerbitkan Perizinan Berusaha; Perizi Berusah:
M bitkan Perizi P i lai ) ‘erizinan erusaha yang
d Menerbitkan Perizinan Penunjang lainnya telah terverifikasi.
6 |Pemohon : 10 menit Nomor Induk Berusaha

a Mencetak Sertifikat Standar/ Izin melalui sistem OSS RBA melalui
akun pemohon;

b Wajib memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan pada sistem OSS
RBA.

-

. o ]

(NIB);

Sertifikat Standar yang telah
terverifikasi;

Perizinan Berusaha yang
telah terverifikasi;
Perizinan berusaha
penunjang lainnya.

PPMPTS P @
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/003/DPMPTSP-LP2N /XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 Novm
Tanggal Revisi Fa 0N\
Tanggal Efektif 06 Pedpmber 2022 "\

Disahkan oleh <3} pate PARP Prov. Kaltim

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Izin Us :M.H‘ ‘TW
melalui E~PTSP

Nama SOP enih Tanaman Perkebunan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

15

16

17

18

19
20
21

22

23
24

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan benih Nasional;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan
Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di
Bidang Pertanian;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko
Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan
di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan
Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;

2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;

3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.

PO 16
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Nomor SOP 067/003/DPMPTSP-LP2N /XI1/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan
s - . Nama SOP =
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan melalui E-PTSP
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya

3 Komputer/Printer/Scanner

4 Jaringan Internet

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan| - Disimpan sebagai data manual dan elektronik
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

PPMPTSP@ 17
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ Ket.
Pelan OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
1 |Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan Nomor Resi Pendaftaran Setiap hari kerja sesuai dengan jam
P . . Mulai e s . . .
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP J 1 Data administrasi umum; 24 Jam x 5 hari kerja pelayanan kantor secara tatap muka;
2 Data administrasi teknis; (Senin - Jumat) Setiap hari secara online melalui (E-

a Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis
perizinannya;
¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam

aplikasi E-PTSP;

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

3 Data pendukung lainnya.

PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Petugas FO akan melakukan pengecekan :

a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E-
PTSP;

b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:

c Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;

d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonal;
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai kebutuhan
dan keperluan
pemohon

OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan
cara :

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila

¢ diperlukan;

— Melakukan penolakan/persctujuan/pengembalian_ _ _ _ _ _

d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Ya

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai dengan

kebutuhan dan NSPK

masing OPD Teknis

1 Persetujuan Pemenuhan

Persyaratan;

Surat Keterangan/

Rekomendasi/Berita Acara/

Surat Persetujuan

Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem

E-PTSP.

Dapat dilakukan verifikasi lapangan
apabila diperlukan
Dapat  dilakukan  konfirmasi atau

kejelasan dan kelengkapan data langsung,
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline

Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan  persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP

PPMPTS P @
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ Ket.
Bl OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
4 [Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang | Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : Izin validator serta pejabat
a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai 1 Data administrasi umum; penandatangan berada ditempat
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis 2 Data administrasi teknis;
pada sistem E-PTSP; 3 Data pendukung lainnya;
b 4 Surat Rekomendasi Teknis
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah atau Pertimbangan Teknis
¢ dibuat oleh Petugas BO; dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi yang diupload.
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;
d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik. | | ]
5 |Petugas BO akan : 10 s/d 30 menit Surat Izin / Non lzin yang
a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem; J_l t'lslih dlﬁnia:";gan; Sgcm
b Meneruskan proses perizinan kepada FO. 1 I elektronik oleh Repala Dinas
6 |Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non Izin yang
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elektronik  oleh Kepala
telah terbit; Dinas;
b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum 2 Indeks Kepuasan
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.
7 [Pemohon : 10 menit Surat Izin / Non Izin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

—_—— e e

‘ Selesai '

telah ditandatangani secara
elektronik  oleh Kepala
Dinas.

DPMPTS P @
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/004/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 Nove

mber-2022
Tanggal Revisi K LA, !\
- \ \

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

pembangunan perkebunan provinsi untuk izin
usaha untuk izin wusaha perkebunan untuk
budidaya (IUP-B) yang diterbitkan Bupati/Walikota

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

— e e e e e
AR RCBY NG BN~

—
o

19
20
21
22

23
24

25
26

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan benih Nasional,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko
Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan
di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan
Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;

2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;

3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan,;

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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PELAKSANA

MUTU BAKU

KEGIATAN

OFD TEKNIS

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

a Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis
perizinannya;

¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam
aplikasi E-PTSP;

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka;
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Petugas FO akan melakukan pengecekan :

a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E-
PTSP;

[ ————————————————————— ..

b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapa
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas

teknis:
¢ Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan

proses permohonan kepada Kepala Seksi;

d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonan|
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum,;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai kebutuhan
dan keperluan

pemohon

OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan
cara :

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila

¢ diperlukan;

— Melakukan penolakan/persetujuan/pengembalian_ __ __ _ |

d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

—_—— ol

<> Tidak

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai dengan
kebutuhan dan NSPK
masing OPD Teknis

1 Persetujuan Pemenuhan

Persyaratan;

Surat Keterangan/

Rekomendasi/Berita Acara/

Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan

yang diupload pada Sistem

E-PTSP.

Dapat dilakukan verifikasi lapangan
apabila diperlukan

Dapat  dilakukan  konfirmasi atau
kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline

Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP

DPMPTS P @ 22
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ Kat.
Pelan OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang I Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : Izin validator serta pejabat

a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai
dengan persetujuan teknis vang diupload oleh dinas teknis
pada sistem E-PTSP;

b
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah

¢ dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya;

4 Surat Rekomendasi Teknis
atau Pertimbangan Teknis
dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

penandatangan berada ditempat

5 [Petugas BO akan : 10 s/d 30 menit Surat Izin / Non Izin yvang
a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem; I t';lih d‘t_i“‘ia;a;ga;‘; Sg‘_:ara
b Meneruskan proses perizinan kepada FO. | I elexironicolen. Repaia.-Diras
6 |Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non Izin yang
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elektronik oleh Kepala
telah terbit; Dinas;

b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum 2 Indeks Kepuasan
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yang diisi

oleh pemohon.
7 |Pemohon : 10 menit Surat Izin / Non lzin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

telah ditandatangani secara
elektronik  oleh Kepala
Dinas.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/005/DPMPTSP-LP2N/X1/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi AN

Tanggal Efektif

06 e

er 2 ,

Disahkan oleh

Kepala n\_@ SP Prov. Kaltim

to, 8.8TP., M.Si

}, NIP. 19§9£8101998021001
. . RekoXy W aian dengan rencana makro
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu G pemban tkebunan provinsi untuk izin
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) yang
diterbitkan Bupati/Walikota
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Hukum/ yang sesuai;
3 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; 2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 3 ;rgr?ﬁ?ﬂi?g:r?i ;;rlllziuéan A WG s el e
5 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; L
6 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman; REEAITICUY, : F . :
7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 4 Mampu meng()peras‘k?n k_on:lputer (memaham1 dan menguasai pengoperasian
8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
9 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
11 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
12 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
13 Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan benih Nasional;
14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan
16 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di
17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko
Terintegrasi Secara Elektronik;
19 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
20 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
21 Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
22 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
23 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
24 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan
di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;
25 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
26 Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan

Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/005/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP
diterbitkan Bupati/Walikota

Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro
pembangunan perkebunan provinsi untuk izin
usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) yang

Keterkaitan

Peralatan/ perlen%kapan
1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner
4 Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal di
Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu kesempatan
perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik

PPMPTS P @
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KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

OPD TEKNIS E-PTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

a Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;
sesuai dengan

b Pemohon melengkapi jenis

perizinannya;

persyaratan

¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam

aplikasi E-PTSP;

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka;
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Petugas FO akan melakukan pengecekan :

a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E-
PTSP;

b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:

¢ Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;

d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonan
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai kebutuhan
dan keperluan
pemohon

dilakukan verifikasi lapangan

3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan 1 Persetujuan Pemenuhan Dapat
cara : terdiri atas : kebutuhan dan NSPK Persyaratan; apabila diperlukan
Dapat  dilakukan  konfirmasi  atau

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila

¢ diperlukan;

d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E.
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

masing OPD Teknis

2 Surat Keterangan/

Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
vang diupload pada Sistem
E-PTSP.

kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline

Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP  akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan  persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP

DPMPTS P @
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ Ket.
Pela OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang l Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : [zin validator serta pejabat

a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis
pada sistem E-PTSP;

b
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah

¢ dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya;

4 Surat Rekomendasi Teknis
atau Pertimbangan Teknis
dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

penandatangan berada ditempat

Petugas BO akan :

a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem;
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.

10 s/d 30 menit

Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala Dinas

6 [Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non Izin yang
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elektronik oleh Kepala
telah terbit; Dinas;

b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum 2 Indeks Kepuasan
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yang diisi

oleh pemohon.
7 |Pemohon : 10 menit Surat Izin / Non lzin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

‘ Selesai }

telah ditandatangani secara
elektronik  oleh  Kepala
Dinas.

DPMPTS P @

27

PROV.KALTIM




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/006/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Rel i Sifaian dengan rencana makro
pemb: ; kebunan provinsi untuk izin
usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) yang

diterbitkan Bupati/Walikota

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

[y —
BES0 ®NOUPWN -

e
N oUW

(=
0o

19
20
21
22
23
24

25
26

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan benih Nasional,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko
Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan
di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan
Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;

2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;

3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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Nomor SOP 067 /006 /DPMPTSP-LP2N /XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

. . Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu H S pembangunan perkebunan provinsi untuk izin

Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) yang
diterbitkan Bupati/Walikota

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya

3 Komputer/Printer/Scanner

4 Jaringan Internet

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan| - Disimpan sebagai data manual dan elektronik
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal di
Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu kesempatan
perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ Ket.
Pela OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
1 |Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan 5 Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan Nomor Resi Pendaftaran Setiap hari kerja sesuai dengan jam
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP Mulai J 1 Data administrasi umum; 24 Jam x 5 hari kerja pelayanan kantor secara tatap muka;
2 Data administrasi teknis; (Senin - Jumat) Setiap hari secara online melalui (E-
. ROT, Pt o T veeiml e e g [ R 3 Data pendukung lainnya. CIRELIMeO
akan dimohonkan; ERLLEL ‘Oengar A
tentang Cipta Kerja;
b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis ‘:e;: 2 ];i)gz;n:m ;ffu;' de?gan i
g i ahun entang Penyelenggaraan
perizinannya; |__.}:|f Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam dan, Lam;lm:anny 4 .
aplikasi E-PTSP; Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
d 31 tahun 2022 tentang Perubahan
d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi .;tas :’ergub 8 Tapi‘;n O] ']fenta(rilg
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran. se!:ye;nfgaraan ayanan. JerpaeH
atu Pintu.
2 |Petugas FO akan melakukan pengecekan : Dokumen yang akan diupload| Sesuai kebutuhan

a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E-
PTSP;

b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:

¢ Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan

proses permohonan kepada Kepala Seksi;
_________________________________ .
d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonan
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.

terdiri atas :

1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

dan keperluan
pemohon

OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan
cara :

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang

diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;
b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila

¢ diperlukan;
— Melakukan penolakan/persetujuan/pengembalian__ _ __ _ _ |

d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai dengan
kebutuhan dan NSPK
masing OPD Teknis

1 Persetujuan Pemenuhan
Persyaratan;

2 Surat Keterangan/

Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem
E-PTSP.

Dapat dilakukan verifikasi lapangan
apabila diperlukan
Dapat  dilakukan  konfirmasi  atau

kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline

Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ Hats
Solan OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang | Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : Izin validator serta pejabat

a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis
pada sistem E-PTSP;

b
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah

¢ dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya;

4 Surat Rekomendasi Teknis

atau Pertimbangan Teknis
dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

penandatangan berada ditempat

5 |Petugas BO akan : 10 s/d 30 menit Surat Izin / Non lzin vang
a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem; W dlt'andatangam e
i [ elektronik oleh Kepala Dinas
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.
6 |Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit Surat lzin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elektronik oleh Kepala
telah terbit; Dinas;
b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum Indeks Kepuasan
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.
7 |Pemohon : 10 menit Surat Izin / Non lzin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala
Dinas.

DPMPT

PROV.KA

L

fr@

31




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP

067/007/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan

03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

06

m
er

Disahkan oleh

SP Prov. Kaltim

fnto, S.STP., M.Si

479$8101998021001

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Peridtgy 3 Sektor Kehutanan

Dan|

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

OO, W~

10

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian lzin Baru dan Penyempurnaan Tata
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2018 Tentang
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2019 Tentang
Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 Tentang
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-I11/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /

Hukum/ yang sesuai;

2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional

Prosedur yang berlaku;

3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan

perizinan;

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian

perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP

067/007/DPMPTSP-LP2N/X1/2022

Tanggal Pembuatan

03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

06 Desember 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Perizinan Berusaha Sektor Kehutanan Dan

Lingkungan Hidup (OSS-RBA)

Dasar Hukum

31 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021

32 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOmor SK.8878/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021

33 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878 /MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022
Tanggal 11 Maret 2022 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha,

34 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis

35 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;

36 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

37 Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

38 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;

39 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan

40 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah

41 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non

42 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar

43 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

44 Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan
Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner

4 Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik

PPMPTS P @
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PELAKSANA MUTU BAKU
No.| KEGIATAN Pomonon/ | ossrea | 90 | pemprse Kelengkapan Walktu Output et
1 |a Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) ; Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan 1 NIB (perizinan berusaha| 1 Setiap hari kerja sesuai dengan jam
( Wi ) 1 Data administrasi umum, Senin-Kamis 08.00-15.00 yang tidak memerlukan pelayanan kantor secara tatap
b Mengisi data pelaku usaha dan data usahanya ke dalam sistem OSS 2 Data administrasi teknis; WITA persyaratan dasar); muka;
RBA. 3 Data pendukung lainnya. 2 Sertifikat  standar  vyang| 2 Setiap hari secara online melalui
_____________ e e s s e i s i e M e ] Juma't 08.00-11.00 WITA belum terverifikasi; 088s.go.id;
¢ Memasukkan permohonan pcnzman berusaha ke dalam sistem OSS 3 Perizinan berusaha yang Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
RBA sesuai dengan KBLI yang berlaku; belum terverifikasi; tentang Cipta Kerja;
4 Sertifikat  standar  terbit| 3 Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
d Memilih kewenangan penerbitan sertifikat standar/perizinan berusaha dengan pernyataan mandiri. tahun 2021 tentang
sesuai dengan KBLI yang dipilih; Penyelenggaraan Perizinan
—_ 4 Berusaha Berbasis Resiko dan
e Melakukan upload persyaratan sebagaimana pada sistem OSS RBA; F)E_r- Lampirannya;
5 Jenis Perizinan sesuai dengan
f Mengisi kembali pemenuhan persyaratan apabila permohonan Pergub 31 tahun 2022 tentang
tersebut dikembalikan oleh OPD teknis melalui sistem OSS RBA. Perubahan Atas Pergub 8 Tahun
2021  tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2 |Sistem OSS RBA akan menyimpan data permohonan pemohon. Sistem Dokumen yang akan diupload Sesuai kebutuhan dan 1 Data Pelaku Usaha;
0SS RBA akan : terdiri atas : keperluan pemohon 2 Data Bidang/Badan Usaha,
a Menyeleksi kriteria usaha; 1 Data Hdm%n.isl.rﬂﬂi umum; 3 Pern‘yataan Mandiri;
b Menyeleksi besaran modal, 2 Data administrasi teknis; 4 Sertifikat Stﬂnd.ar yang|
¢ Menyeleksi kebutuhan PKKPR D/L; 3 Data pendukung lainnya. bch}m terverifikasi;
d Menyeleksi kebutuhan izin lingkungan; A|__I S Perizinan Berusaha yang
e Menyeleksi tingkat resiko; e belum terverifikasi.
f Menyeleksi kewenangan sesuai dengan KBLI yang dipilih oleh
pemohon;
g Meneruskan permohonan ke OPD Teknis untuk diverifikasi
pemenuhan persyaratannya.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA dengan cara : Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan dan | 1 Persetujuan Pemenuhan| 1 Dapat dilakukan verifikasi
a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang diupload terdiri atas : ) NSPK masing OPD Teknis Persyaratan; lapangan apabila diperlukan
oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum; 1 Data ﬂdmfn?sm‘sf hoa: . . .
b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila I 'j 2 Data administrasi tfskrus; 2 Surat Kffh:mng.an 12 Da.pat dilakukan konfirmasi atau
dipertikar: 3 |- 3 Data pendukung lainnya. Rekomendasi /Berita AF:ara kejelasan dan kelengkapan data
¢ Melakukan pengecckan dan persetujuan terhadap data persyaratan / Susat Bersetujuan langsung_ kepads peatlnn _yang
; ) . = Pemenuhan Persyaratan dapat dilakukan secara online /
yvang diupload apabila pemenuhan persyaratan tidak sesuai; yang diupload pada Sistem offline
0SS RBA.
d Melakukan penn]ﬂkan/persctujuan/]?c;g?uTb:J;;-_pagt;'l;n.;r;“ TTTTTT B S e
apabila data upload pemenuhan persyaratan tidak sesuai; ﬁday
Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem OSS \
e RBA apabila permohonan perizinan berusaha tersebut disetujui. Ya
4 |DPMPTSP melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA terhadap data Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan 1 Surat keterangan| 1 Dapat mengikuti kegiatan verifikasi
pelaku usaha, data usaha dan permohonan yang masuk melalui OSS terdiri atas : persetujuan pemenuhan / pemantauan lapangan
a Melakukan persetujuan permohonan sesuai dengan KBLI nya 1 Data administrasi umum; persyaratan yang diupload Mengkonfirmasi kembali
berdasarkan surat persetujuan pemenuhan persyaratan yang diupload 2 Data administrasi teknis; pada sistem OSS RBA| 2 kewenangan penerbitan sertifikat
oleh OPD teknis pada sistem OSS RBA; 3 Data pendukung lainnya; (apabila diperlukan); standar/ perizinan berusaha sesuai
b Memberikan catatan; 4 Surat Rekomendasi  Teknis dengan bidang usaha dan KBLI
atau Pertimbangan Teknis dan 2 Persetujuan pemenuhan yang dipilih oleh pemohon baik
g b e i by el e el e e e e e e Berita Acara verifikasi Persyaratan; ’llc‘epat_:la pemohon atau kepada OPD
; Lapangan dinas OPD Teknis eknis
apabila data uploasl pemcn-LmanApersyaratﬂn tll[.lﬂk sesuai; » yang diupload pada sistem 0SS 3 Persetujuan Perizinan| 3 Membuat dokumen surat
d Melakukan penerbitan/verifikasi terhadap sertifikat standar/ perizinan RBA. Berusaha. keterangan Persetujuan

e

berusaha;
Melakukan upload dokumen
persyaratan apabila diperlukan.

surat  keterangan pemenuhan

Permohonan persyaratan dan/atau
Penerbitan  Perizinan  Berusaha
apabila diperlukan
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PELAKSANA MUTU BAKU
No.| KEGIATAN Pemohon/ OPD Ket.
Kele
P 0SS RBA TERNIS DPMPTSP ngkapan Waktu Output
5 |Setelah semua persyaratan telah dipenuhi dan disetujui maka sistem 10 s/d 30 menit 1 Nomor Induk Berusaha
secara otomatis akan : (NIB);
a Menerbitkan NIB; [ i
b Menerbitkan Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi sesuai dengan J 2 Seruﬁ.kat S!‘ﬂ.ndar yang telah
KBLI dan tingkat resikonya; l I terverifikasi;
¢ Menerbitkan Perizinan Berusaha; T
d Menerbitkan Perizinan Penunjang lainnya. 3 Perizinan Berusaha yang
5 telah terverifikasi.
6 |Pemohon : 10 menit 1 Nomor Induk Berusaha
y 4
(NIB);
a Mencetak Sertifikat Standar/ lzin melalui sistem OSS RBA melalui | I
akun pemohon; 2 Sertifikat Standar yang telah
terverifikasi;
. . . 3 . 3 Perizinan Berusaha yang
b \;’;_Rb memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan pada sistem OSS selesai telah terverifikasi;
4 Perizinan berusaha

penunjang lainnya.

PPMPTS P
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Nomor SOP 067/008/DPMPTSP-LP2N/X1/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi i
Tanggal Efektif 0 Resemberd022\
Disahkan oleh ) PTSP Prov. Kaltim
L
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR n;
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PeN -z Sektor Kehutanan Dan

Nama SOP = (OSS-RBA)

Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Sxocoﬂcnm-hmw'—-

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2018 Tentang
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang
Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 Tentang
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-11/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698 /MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOmor SK.8878 /MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021

Hukum/ yang sesuai;
Prosedur yang berlaku;

perizinan;

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional

3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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Nomor SOP 067/008 /DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu B A Perizinan Berusaha Sektor Kehutanan Dan

Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Lingkungan Hidup (OSS-RBA)

33

34
35

36
37
38
39
40
41
42

43
44

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022
Tanggal 11 Maret 2022 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha,
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 — 2036;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non
Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan
Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 Lembar Kerja /

encana Kerja dan Anggaran ;

2 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner
4 Jaringan Internet

T’eringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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PELAKSANA MUTU BAKU
No.| KEGIATAN Tomohon/ | ossrea | , O | pemprse Kelengkapan Waktu Output et
1 |a Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) ; Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan 1 NIB (perizinan berusaha| 1 Setiap hari kerja sesuai dengan jam
( Mulai ) 1 Data administrasi umum; Senin-Kamis 08.00-15.00 yvang tidak memerlukan pelayanan  kantor secara tatap)
b Mengisi data pelaku usaha dan data usahanya ke dalam sistem OSS 2 Data administrasi teknis; WITA persyaratan dasar); muka;
RBA. 3 Data pendukung lainnya. 2 Sertifikat  standar  yang| 2 Setiap hari secara online melalui
e de b b e Juma't 08.00-11.00 WITA belum terverifikasi; 088.g0.id;
¢ Memasukkan permohonan perizinan berusaha ke dalam sistem OSS 3 Perizinan berusaha yang Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
RBA sesuai dengan KBLI yang berlaku; belum terverifikasi; tentang Cipta Kerja;
4 Sertifikat  standar  terbit| 3 Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
d Memilih kewenangan penerbitan sertifikat standar/perizinan berusaha dengan pernyataan mandiri. tahun 2021 tentang
sesuai dengan KBLI yang dipilih; Penyelenggaraan Perizinan
r— 4 Berusaha Berbasis Resiko dan
e Melakukan upload persyaratan sebagaimana pada sistem OSS RBA; _)I: Is Lampirannya;
5 Jenis Perizinan sesuai dengan
f Mengisi kembali pemenuhan persyaratan apabila permohonan Pergub 31 tahun 2022 tentang
tersebut dikembalikan oleh OPD teknis melalui sistem OSS RBA. Perubahan Atas Pergub 8 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2 [Sistem OSS RBA akan menyimpan data permohonan pemohon. Sistem Dokumen yang akan diupload Sesuai kebutuhan dan 1 Data Pelaku Usaha;
0SS RBA akan : terdiri atas : keperluan pemohon 2 Data Bidang/Badan Usaha;
a Menyeleksi kriteria usaha; 1 Data administrasi umum; 3 Pernyataan Mandiri;
b Men}eleksi besaran modal; 2 Data administrasi teknis; 4 Sertifikat Stam!ar yang
¢ Menyeleksi kebutuhan PKKPR D/L; 3 Data pendukung lainnya. bch.u.n terverifikasi;
d Menyeleksi kebutuhan izin lingkungan; -Jj 5 Perizinan Berusaha yang
e Menyeleksi tingkat resiko; j - belum terverifikasi.
f Menyeleksi kewenangan sesuai dengan KBLI yang dipilih oleh
pemohon;
g Meneruskan permohonan ke OPD Teknis untuk diverifikasi
pemenuban persyaratannya.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA dengan cara : Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan dan | 1 Persetujuan Pemenuhan| 1 Dapat dilakukan verifikasi
a Melalaikan verifikast terbadap pemenuban persyaratan yang ditpload terdiri atas s ) NSPK masing OPD Teknis Persyaratan; lapangan apabila diperlukan
oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum; § D adm?n1slra8f umu'm; = :
b Melakikin  verifikish lapangati ‘tethadap periiotionsn apabi \lj 2 Data administrasi 1frkms; 2 Surat K(?terang_an /|2 Da.pat dilakukan konfirmasi atau
dipeHikas o - 3 Data pendukung lainnya. Rekomendasi /Berita Af:ara kejelasan dan kelengkapan data
¢ Melakukan pengecekan dan persetujuan terhadap data persyaratan / St Feractujian mngsung. epacy pentohig YaE
5 - B 3 = Pemenuhan Persyaratan dapat dilakukan secara online [
yang diupload apabila pemenuhan persyaratan tidak sesuai; yang diuploail pada Sistem offline
0SS RBA.
d Melakukan penolaka.n/pcrsetujuan/pcngembali?l'n; - pc—n?crl-m-n;ﬁ“ R S
apabila data upload pemenuhan persyaratan tidak sesuai; ‘I'ldah/
Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem 0SS \
e RBA apabila permohonan perizinan berusaha tersebut disetujui. Ya
4 |DPMPTSP melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA terhadap data Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan 1 Surat keterangan| 1 Dapat mengikuti kegiatan verifikasi|
pelaku usaha, data usaha dan permohonan yang masuk melalui OSS terdiri atas : persetujuan pemenuhan / pemantauan lapangan
a Melakukan persetujuan permohonan sesuai dengan KBLI nya 1 Data administrasi umum; persyaratan yang diupload|  Mengkonfirmasi kembali
berdasarkan surat persetujuan pemenuhan persyaratan yang diupload 2 Data administrasi teknis; pada sistem 0SS RBA|2 kewenangan penerbitan sertifikat
oleh OPD teknis pada sistem OSS RBA; 3 Data pendukung lainnya; (apabila diperlukan); standar/ perizinan berusaha sesuai
b Memberikan catatan; 4 Surat Rekomendasi Teknis dengan bidang usaha dan KBLI
atau Pertimbangan Teknis dan 2 Persetujuan pemenuhan yvang dipilih oleh pemohon baik
c Melakukan — penolakan/ persctiuany pengembalian  permohonan] i R N i | T ol o i T et AtR e CED
apabila data upload pemenuhan persyaratan tidak sesuai; . yang diupload pada sistem 0SS 3 Persetujuan Perizinan| 3 Membuat dokumen surat
d Melakukan penerbitan/verifikasi terhadap sertifikat standar/perizinan RBA. Berusahe: keterangan Persetujuan
berusaha; Permohonan persyaratan dan/atau
¢ Melakukan upload dokumen surat keterangan pemenuhan e Tidak] Penerbitan  Perizinan Berusaha

persyaratan apabila diperlukan,

apabila diperlukan

DPMPTS P
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PELAKSANA MUTU BAKU
No.| KEGIATAN Pemohon/ OPD Ket.
Pol 0SS RBA TE s DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output

5 |Setelah semua persyaratan telah dipenuhi dan disetujui maka sistem 10 s/d 30 menit Nomor Induk Berusaha
secara otomatis akan : (NIB);
a Menerbitkan NIB; ;
b Menerbitkan Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi sesuai dengan 1 Sertifikat Standar yang telah

KBLI dan tingkat resikonya; || I terverifikas;
¢ Menerbitkan Perizinan Berusaha; .
d Menerbitkan Perizinan Penunjang lainnya. Perizinan ~ Berusaha yang
telah terverifikasi.
6 |Pemohon : 10 menit Nomor Induk Berusaha

a Mencetak Sertifikat Standar/ Izin melalui sistem OSS RBA melalui
akun pemohon;

b Wajib memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan pada sistem OSS
RBA.

C ]

(NIB);

Sertifikat Standar yang telah
terverifikasi;

Perizinan Berusaha yang
telah terverifikasi;
Perizinan berusaha
penunjang lainnya.

PPMPTS P @
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/009/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

(PBPHH) melalui E-PTSP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

e
PV ENOU L WN

B DD = e b et e e
— OV Pb~W

o]
o]

23
24

25

26
27

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-11/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 Tanggal
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOmor SK.8878/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022
Tanggal 11 Maret 2022 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan

Thrsn v em o oan T mvvrm m ITaadnen cdess TDhava bl a m Mnemrlhnlhmes NDavmrsmbanlemen Wasvrmmoan Ilendmnes Dy mndn TTaabne Alaen

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;

2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;

3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.

DPMPTSP @ 40

PROV.KALTIM



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/009/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efelktif 06 Desember 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala
Nama SOP Kecil (Kapasitas Produksi Di Bawah 2000 M2)F
(PBPHH) melalui E-PTSP

Dasar Hukum

28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan

29 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi
30 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan
31 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
32 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
33 Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya

3 Komputer/Printer/Scanner

4 Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik

PPMPTS  P@ 41
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PELAKSANA MUTU BAKU
N KEGIATAN Ket.
i :E:h“’ OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
1 |Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan ” Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan Nomor Resi Pendaftaran 1 Setiap hari kerja sesuai dengan jam
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP s 1 Data administrasi umum; 24 Jam x 5 hari kerja elayanan kantor secara tatap muka;
pelay
2 Data administrasi teknis; (Senin - Jumat) Setiap hari secara online melalui (E-
g i g i i e i ) R M S 3 Data pendukung lainnya. 2 PTSPKALTIMPROV.CO.ID);
T T Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
d 3 tentang Cipta Kerja;
b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis JRTH LT Seatal Tetigin BYD
periinannys: , 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
? 'jj Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam dan. Larn[fl:janny A 3
aplikasi E-PTSP; 5 Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
’ 31 tahun 2022 tentang Perubahan
d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi ,;fas :’ergub 8 Ta;u]m 2021 ,'{:enta:i’lg
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran. CHYCCRERATOAn TUiadonan Sobeet
Satu Pintu.
2 |Petugas FO akan melakukan pengecekan : Dokumen yang akan diupload| Sesuai kebutuhan
a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E- terdiri atas : dan keperluan
PTSP; 1 Data administrasi umum; pemohon
[ o e S S S B B W o ) e St e e g S e e e e e e 2 Data administrasi teknis;
b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat 2
7 ) - 3 Data pendukung lainnya.
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:
c Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;
d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonan| |
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis,
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan 1 Persetujuan Pemenuhan 1 Dapat dilakukan verifikasi lapangan
cara : terdiri atas : kebutuhan dan NSPK Persyaratan; . ;Pabﬂﬂ dig'el:ll:klil; "
P : . . . : apat ilakukan onfirmasi  atau
a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang | Data adm@{straS{ umu'm-, masing OPD Teknis kejsgsan dan kelengkapan data langsung
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum; | le 2 Data administrasi tf:kms. 2 Surat Keteraflgan/.' kepada pemohon yang dapat dilakukan
b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila e 3 Data pendukung lainnya. Rekomendam( Berita Acara/ secara online / offline
Surat Persetujuan 3 Waktu proses perizinan di DPMPTSP)

c diperlukan;

— Melakukan penolakan/persetujuan/pengembalian_ _ _ _ _ _ |

d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E

PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang

kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

<> Tidak

Ya

Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem
E-PTSP.

akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat]
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP

PRDV KALTIM 5
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PELAKSANA MUTU BAKU
A SEGELAN owapmen OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output Bt
nggan
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang | Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : [zin validator serta pejabat
a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai 1 Data administrasi umum,; penandatangan berada ditempat
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis 2 Data administrasi teknis;
pada sistem E-PTSP; 3 Data pendukung lainnya;
b 4 Surat Rekomendasi Teknis
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah Tidak atau Pertimbangan Teknis

¢ dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

Petugas BO akan :

a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem,;
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.

10 s/d 30 menit

Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala Dinas

6 |Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non Izin yang
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elektronik oleh Kepala
telah terbit; Dinas;

b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum 2 Indeks Kepuasan
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yang diisi

oleh pemohon.
7 |Pemohon : 10 menit Surat Izin / Non lzin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

‘ Selesai '

telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala
Dinas.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/010/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

P VENO U DW=

P bt ket
o ~NOoO U~ W

19
20
21

22
23
24

25

26
27

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-11/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan
Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 Tanggal
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOmor SK.8878 /MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12 /2021
Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Peta Indikatif dan Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal,

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;

1

2

Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;

Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;

Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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Nomor SOP 067/010/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Perluasan Berusaha Pengolahan Hasil

Nama SOP (PBPHH) melalui E-PTSP

Hutan

Dasar Hukum

28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan

29 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi
30 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non

31 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
32 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
33 Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
Alat Tulis dan penunjang lainnya
Komputer/Printer/Scanner

Jaringan Internet

WA =

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

OFPD TEKNIS E-PTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

a Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

b Pemohon melengkapi dengan jenis

perizinannya;

persyaratan sesuai

¢ Pemohon memasukkan kedalam

aplikasi E-PTSP;

permohonan  perizinan

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka,
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5

4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

5 Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub

31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Petugas FO akan melakukan pengecekan :

a Kelengkapan persyaratan yvang telah diupload pada sistem E-
PTSP;

b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:

c Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;

d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonan
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai kebutuhan
dan keperluan
pemohon

OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan
cara :

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila

¢ diperlukan;

d Apabila ditolak maka penolakan akan dlteruskan kembali ke E.
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum,;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai dengan
kebutuhan dan NSPK
masing OPD Teknis

1 Persetujuan Pemenuhan
Persyaratan;

2 Surat Keterangan/

Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
vang diupload pada Sistem
E-PTSP.

Dapat dilakukan verifikasi lapangan
apabila diperlukan
Dapat dilakukan  konfirmasi atau

kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline

Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan  persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis leknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP
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PELAKSANA MUTU BAKU
o BRIATEN :E:l;;z OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output Bk
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang I Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : Izin validator serta pejabat
a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai 1 Data administrasi umum; penandatangan berada ditempat
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis >]__ 2 Data administrasi teknis;
pada sistem E-PTSP; 3 Data pendukung lainnya;
b 4 Surat Rekomendasi Teknis
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah Tidak / atau Pertimbangan Teknis
¢ dibuat oleh Petugas BO; \> dan Berita Acara verifikasi
Ya Lapangan dinas OPD Teknis

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

vang diupload.

Petugas BO akan :

a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem;
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.

10 s/d 30 menit

Surat Izin / Non Izin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala Dinas

Petugas FO akan :

a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin
telah terbit;

b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit.

10 s/d 30 menit

1 Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara

elektronik oleh Kepala
Dinas;
2 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.

Pemohon :

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

10 menit

Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala
Dinas.

DPM>

PROV.KALTIM

TP

47

9




Nomor SOP 067/011/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi VA H p
Tanggal Efektif 06 Djﬁ@ﬁb@? 272\%\
Disahkan oleh - PYSP Prov. Kaltim
(0 PNPISP )
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR &
f' A LY,
Perset YN sdpffaan Kawasan Hutan Untuk
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nae iSop Pembangutias Umum Bersifat Non
e Komersial Untuk Luas Maksimal 5 Hektar melalui

Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

E-PTSP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

CoOo~NOUp WK -

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-11/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 Tanggal
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOmor SK.8878/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;

perizinan;

1 Minimal SLTA / Diploma Il jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;
2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional

Prosedur yang berlaku;
3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Komersial Untuk Luas Maksimal 5 Hektar melalui

E-PTSP

Nomor SOP 067/011/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nama SOP Pembangunan Fasilitas Umum Bersifat Non

Dasar Hukum

28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan

29 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah

30 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non

31 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
32 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
33 Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner
4 Jaringan Internet
'f'_eringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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PELAKSANA

MUTU BAKU

KEGIATAN

Pemohon/
Pelanggan

OPD TEKNIS

E-PTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

a Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yvang
akan dimohonkan;

b Pemohon melengkapi sesuai

perizinannya;

persyaratan dengan jenis

¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam

aplikasi E-PTSP;

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka;
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Petugas FO akan melakukan pengecekan :

a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E-
PTSP;

b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapa
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:

c Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan

proses permohonan kepada Kepala Seksi;

d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonan|
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai kebutuhan
dan keperluan
pemohon

3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan 1 Persetujuan Pemenuhan Dapat dilakukan verifikasi lapangan
cara : terdiri atas : kebutuhan dan NSPK Persyaratan; apabila diperlukan
Dapat  dilakukan konfirmasi  atau

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permochonan apabila

¢ diperlukan;

d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

masing OPD Teknis

2 Surat Keterangan/

Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem
E-PTSP.

kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon vang dapat dilakukan
secara online / offline

Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan  persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ et
Pelasi OFD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang | Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat lzin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : Izin validator serta pejabat

a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis
pada sistem E-PTSP;

b
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah

¢ dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya;

4 Surat Rekomendasi Teknis
atau Pertimbangan Teknis
dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

penandatangan berada ditempat

5 |Petugas BO akan : 10 s/d 30 menit Surat Izin / Non lzin yang
. . telah ditandatangani secara
a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem; R ;
-~ | elektronik oleh Kepala Dinas
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.
6 |Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elektronik  oleh  Kepala
telah terbit; Dinas;
b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum 2 Indeks Kepuasan
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.
7 |Pemohon : 10 menit Surat Izin / Non lzin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

' Selesai '

telah ditandatangani secara
elektronik  oleh Kepala
Dinas.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/012/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi P AT

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

NIP. 197984
7

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

OO WN~=

19
20
21

22
23
24

25

26
27

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah,;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-11/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan
Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 Tanggal
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628 /MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOmor SK.8878 /MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021
Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Peta Indikatif dan Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;

1

2

3

Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;

Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;

Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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Nomor SOP 067/012/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu B Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Pertambangan Rakyat (PPKH-UPR) melalui E-PTSP

Dasar Hukum

28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan

29 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah

30 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non

31 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar

32 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
33 Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;

2 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner
4 Jaringan Internet

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan| - Disimpan sebagai data manual dan elektronik
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur
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KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon/
Pelanggan

OPD TEKNIS

E-PTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

a Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis
perizinannya;
¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam

aplikasi E-PTSP;

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka;
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Petugas FO akan melakukan pengecekan :

a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E-
PTSP;

b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:

¢ Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;

d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonan
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai kebutuhan
dan keperluan
pemohon

3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan 1 Persetujuan Pemenuhan Dapat  dilakukan verifikasi lapangan
cara : terdiri atas : kebutuhan dan NSPK Persyaratan; apabila diperlukan )
Dapat  dilakukan  konfirmasi atau

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila

¢ diperlukan;

— Melakukan penplakan/persetujuan/pengembalian_ _ _ _ _ _ |

d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E.
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

masing OPD Teknis

2 Surat Keterangan/

Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem
E-PTSP.

kejelasan dan kelengkapan data langsung|
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline

Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat]
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan  persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ Ket.
Pola: OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang I Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : [zin validator serta pejabat

a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis
pada sistem E-PTSP;

b
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah

¢ dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya,

4 Surat Rekomendasi Teknis
atau Pertimbangan Teknis

dan Berita Acara verifikasi

Lapangan dinas OPD Teknis

yang diupload.

penandatangan berada ditempat

Petugas BO akan :

a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem;
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.

10 s/d 30 menit

Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala Dinas

Petugas FO akan :

a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin
telah terbit;

b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit.

10 s/d 30 menit

Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara

elektronik  oleh Kepala
Dinas;
Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) vang diisi
oleh pemohon.

Pemohon :

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin vang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

10 menit

Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala
Dinas.
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Nomor SOP 067/013/DPMPTSP-LP2N/X1/2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi m AH m

Tanggal Efektif 0 )él,nbemx
&

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

< 5
Pers ahan Penggunaan Mesin Utama
Namg B0 produk%: UP) melalui E-PTSP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

kot
PSS CRNOUIAWN

e e e e el
0~ b~ W

19
20
21

22
23
24

25

26
27

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-1I/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan
Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 Tanggal
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOmor SK.8878/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021
Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Peta Indikatif dan Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3 /2022
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;

1 Minimal SLTA / Diploma Il jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;

2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;

3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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Nomor SOP 067/013/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Utama

Nama SOP

Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Produksi (P2MUP) melalui E-PTSP
Dasar Hukum
28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
29 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah
30 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non
31 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
32 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
33 Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan
Keterkaitan Peralatan/ perlen%kapan
1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner
4 Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan| - Disimpan sebagai data manual dan elektronik

pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur
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KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon/
Pelanggan

OPD TEKNIS

E-PTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

a Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis
perizinannya;
¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam

aplikasi E-PTSP;

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka,
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

2 |Petugas FO akan melakukan pengecekan : Dokumen yang akan diupload| Sesuai kebutuhan
a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E- terdiri atas : dan keperluan
PTSP; 1 Data administrasi umum; pemohon
e s e e e 3 e ] e e e e e e e e e 2 Data administrasi teknis;
b Apabila ci:rasa belum sesuai makan petugas FO‘ dapat. 5 Dt pendiiking lattive.
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:
¢ Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi,
d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap pe!'mOTl(-)-n-a-l: T
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan 1 Persetujuan Pemenuhan Dapat dilakukan verifikasi lapangan
cara : terdiri atas : kebutuhan dan NSPK Persyaratan; apabila diperlukan
Dapat  dilakukan  konfirmasi atau

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila

¢ diperlukan;

d Apahlla ditolak maka penolakan akan d1teruskan kembali ke E
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Ya

1 Data administrasi umum,;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

masing OPD Teknis

2 Surat Keterangan/

Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem
E-PTSP.

kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline

Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat]
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP

PRUV KALTIM
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PELAKSANA MUTU BAKU
KEG Ket.
Ho IATAN Pemokion/ OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
Pelanggan
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang | Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : Izin validator serta pejabat

a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis
pada sistem E-PTSP;

b
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yvang telah

¢ dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya;

4 Surat Rekomendasi Teknis
atau Pertimbangan Teknis
dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

penandatangan berada ditempat

5 |Petugas BO akan : 10 s/d 30 menit Surat Izin / Non Izin yang
Melakuk K ; . telah ditandatangani secara
a Melakukan proses penc_ef:a an izin secara sistem,; — clcldironiis aldh Kuesali bEA
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.
6 [Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non Izin yang
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elektronik oleh Kepala
telah terbit; Dinas;
b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum 2 Indeks Kepuasz.anl
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.
7 |Pemohon : 10 menit Surat Izin / Non lzin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

' Selesai '

telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala
Dinas.

DPMPTS P @

59

PROV.KALTIM




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/014/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu s RekoWan Kawasan Hutan Produksi
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapa nversi (HPK) melalui E-PTSP
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1

oLVXNOUNLWN

19
20
21

22
23
24

25

26
27

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-11/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan
Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOmor SK.8878/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021
Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Peta Indikatif dan Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;

2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;

3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP

067/014/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan

03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

06 Desember 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi
Yang Dapat Dikonversi (HPK) melalui E-PTSP

Dasar Hukum

28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan

29 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah

30 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non

31 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
32 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
33 Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner

4 Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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PELAKSANA

MUTU BAKU

KEGIATAN

Pemohon/
Pelanggan

OPD TEKNIS

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi)

untuk dapat melakukan

proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

p—

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka;
Setiap hari secara online melalui (E-

e e et e S et e e e e e e e e e e e e i ; .GO.ID);
a Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang 3 Deta pendukung lainnya. = FIEE IFALT!MPROV GO0
akan dimohonkan; Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
% 3 tentang Cipta Kerja;
) . L. Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
b Pemoh 1
e:;nzzn 2& engkapi persyaratan sesuai dengan jenis 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
P ya; Ej Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam dan_ Lam]?u:armya; ;
aplikasi E-PTSP; 5 Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
’ 31 tahun 2022 tentang Perubahan
d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi 2:1§ef;e;§;§rainTaF:?;'aigil ':t::pt:;ll?
i i fi ¥ i
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran Satu Pintu.
2 |Petugas FO akan melakukan pengecekan : Dokumen yang akan diupload| Sesuai kebutuhan
yang
a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E- terdiri atas : dan keperluan
PTSP; 1 Data administrasi umum; pemohon
—————————————————————————————————— B e 2 Data administrasi teknis;
b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat P
2 . ; 3 Data pendukung lainnya.
mengembalikan permohonan kepada pemochon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:
¢ Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;
d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonan| |
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan 1 Persetujuan Pemenuhan 1 Dapat dilakukan verifikasi lapangan
cara : terdiri atas : kebutuhan dan NSPK Persyaratan; 5 :")Pﬂb‘:ﬂ d-‘(Fi’FI:]‘:kEn o ) "
S . . . . apa ilakukan onfirmasi  atau
a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang 1 Data adm%n1stras¥ umu_m., masing OPD Telmis K kejelasan dan kelengkapan data langsung
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum; I le 2 Data administrasi tf:kms, 2 Surat eterar.'lga.n/.' kepada pemohon yang dapat dilakukan
b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila — 3 Data pendukung lainnya. Rekomenda51( Berita Acara/ secara online / offline
¢ diperlukan; Surat Persetujuan 3 Waktu proses perizinan di DPMPTSP
_ Melakukan penolakan/persetuiuan/pengembalian_ _____ | | | ____| | Pemenuhan Persyaratan akan berhenti waktu proses perizinan di
d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E FaE e e | e L e vt
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang E-FTSP. &c:::’hhkﬂri ' mrﬁe:ujﬁi%/:-zk:::(znrlasi/
kt‘emudian .akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari \ — pertimbangan/advis teknis dan waktu
dinas teknis; proses akan berlanjut kembali setelah
e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem / persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan

E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Ya

/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP

DPMPTS P @

62

PROV.KAL



PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ Bt
Pt OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
4 [Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang I Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : [zin validator serta pejabat

a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis
pada sistem E-PTSP;

b
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah

c dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya;

4 Surat Rekomendasi Teknis
atau Pertimbangan Teknis
dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

penandatangan berada ditempat

5 |Petugas BO akan : 10 s/d 30 menit Surat Izin / Non lzin yang
z z telah ditandatangani secara
a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem,; . .
.. — elektronik oleh Kepala Dinas
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.
6 |Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elektronik  oleh Kepala
telah terbit; Dinas;
b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum 2 Indeks Kepuasan
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.
7 |Pemohon : 10 menit Surat Izin / Non lzin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

‘ Selesai '

telah ditandatangani secara
elektronik  oleh Kepala
Dinas.
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Nomor SOP 067/015/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu S A
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

VOO HWN—

10

19
20
21

22
23
24

25

26
27

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penvelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-11/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan
Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628 /MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOmor SK.8878 /MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021
Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Peta Indikatif dan Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;

2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;

3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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Nomor SOP 067/015/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan
3 I 5 Nama SOP
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Hutan (PBPH) melalui E-PTSP

Dasar Hukum
28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan

29 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah

30 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non

31 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
32 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
33 Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan

Keterkaitan Peralatan/ perlen%kapan
/

1 Lembar Kerja encana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya

3 Komputer/Printer/Scanner

4 Jaringan Internet

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan| - Disimpan sebagai data manual dan elektronik
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur
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PELAKSANA

MUTU BAKU

KEGIATAN

Pemohon/
Pelanggan

OPD T

EKNIS

E-PTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

a Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis
perizinannya;

¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam
aplikasi E-PTSP;

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka;
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Petugas FO akan melakukan pengecekan :

a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E-
PTSP;

b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:

¢ Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;

d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonan
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.

—_—— e —_———

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai kebutuhan
dan keperluan
pemohon

OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan
cara :

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila

¢ diperlukan;

d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai dengan
kebutuhan dan NSPK
masing OPD Teknis

1 Persetujuan Pemenuhan
Persyaratan;

2 Surat Keterangan/

Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem
E-PTSP.

Dapat dilakukan verifikasi lapangan
apabila diperlukan

Dapat  dilakukan  konfirmasi  atau
kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline

Waktu proses perizinan di DPMPTSP|
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ Ket.
Pilan OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang I Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : [zin validator serta pejabat
a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai 1 Data administrasi umum; penandatangan berada ditempat
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis 2 Data administrasi teknis;
pada sistem E-PTSP; 3 Data pendukung lainnya;
b 4 Surat Rekomendasi Teknis
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah Tidak atau Pertimbangan Teknis

¢ dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

5 |Petugas BO akan : 10 s/d 30 menit Surat lzin / Non lzin yang
5 g y telah ditandatangani secara
a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem; 3 : "
2 e [ elektronik oleh Kepala Dinas
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.
6 |Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elektronik oleh Kepala
telah terbit; Dinas;
b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum 2 Indeks Kepuasan
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.
7 |Pemohon : 10 menit Surat Izin / Non lzin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon,

' Selesai '

telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala
Dinas.
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Nomor SOP 067/016/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi P N
Tanggal Efektif 06 Possinber 080

Disahkan oleh . . NBBMPTSP Prov. Kaltim

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu N SO Re? § // tujuan Penggunaan Kawasan
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan HutaiNREKOM-FPPKH) melalui E-PTSP
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 1 Minimal SLTA / Diploma IIl jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Hukum/ yang sesuai;
3 Undang—Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Urlda.ng—Undang Nomor 11 Tahun 2008 2 Memahami peramran pemndang_undangan dan Standar Operasional
4 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; Prosedur yang berlaku;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Memiliki X é ket ilan kh il bl belaksansaa
6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3 ein;ria;' T R S S P
7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; periz ? ikan k e : :
8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan; 4 Mampu mengoperasikan komputer (m_ex_na Aml.danmengnasal pengoptrasia
9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.

10 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
11 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
12 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha

16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan

17 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan

18 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-11/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan
Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan

19 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021

20 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021

21 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOmor SK.8878/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021
Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Peta Indikatif dan Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII;

22 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3 /2022

23 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis

24 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;

25 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

26 Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

27 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
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Nomor SOP 067/016/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu i aap Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Hutan (REKOM PPKH) melalui E-PTSP

Dasar Hukum
28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan

29 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah

30 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non

31 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
32 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
33 Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;

9 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner
4 Jaringan Internet

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan| - Disimpan sebagai data manual dan elektronik
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur
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KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon/
Pelanggan

OPD TEKNIS

E-PTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi)

untuk dapat melakukan

proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis
perizinannya,
Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam

aplikasi E-PTSP;

Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

L

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka;
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Petugas FO akan melakukan pengecekan :

a

Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E-

Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:

Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan

proses permohonan kepada Kepala Seksi,

Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonan
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai kebutuhan
dan keperluan
pemohon

3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan 1 Persetujuan Pemenuhan Dapat d_il-'iku]!ﬂ" verifikasi lapangan
cara : terdiri atas : kebutuhan dan NSPK Persyaratan; ;Pablla d‘gfi;t‘k:n onti . ta
s . . . . apal 1 ukan onlirmasi atau
a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang 1 Data adm%nl.stras.l umu?Tll, masing OPD Teknis 5 . kejelssant dan kelengkapan data langsung
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum; I le 2 Data administrasi t.ekms, urat eterar.'lga.n( kepada pemohon yang dapat dilakukan
b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila — 3 Data pendukung lainnya. Rekomendasi/Berita Acara/ secara online / offline

¢ diperlukan; Surat Persetujuan Waktu proses perizinan di DPMPTSP
— Melakukan penolakan/persetuivan/pengembalian_ 4| | ___d_______ L Fememuben, t srevaratan chiid e e
d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E yang diupload pada Sistem D:;SCS ‘bera:liih nkc d;nz;] tc::iqa “:f]fk
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang E-PTSP. E‘xcnrrbitkan pcmclujuan/rckor;lcndasi/
kfzmudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari '\\ il pertimbangan/advis teknis dan waktu
dinas teknis; Lo proses akan berlanjut kembali setelah

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem / persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan

E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Ya

/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP
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PELAKSANA MUTU BAKU
KEG! Ket.
. IATAN :E:h“’ OFPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output €
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang | Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
terdiri atas : Izin validator serta pejabat

akan :
a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai

dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis
pada sistem E-PTSP;
b
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah
¢ dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya;

4 Surat Rekomendasi Teknis
atau Pertimbangan Teknis
dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

penandatangan berada ditempat

Petugas BO akan :

a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem;
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.

10 s/d 30 menit

Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala Dinas

Petugas FO akan :

a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin
telah terbit;

b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit.

10 s/d 30 menit

1 Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara

elektronik oleh Kepala
Dinas;
2 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.

Pemohon :

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

‘ Selesai '

10 menit

Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala
Dinas.
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Nomor SOP 067/017/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 06 Dm
YA T

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nama SOP Rel dasi / bangan Tukar Menukar
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan KawaSay Hyiam ) melalui E-PTSP
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Hukum/ yang sesuai;
3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang | 2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
4 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; Prosedur yang berlaku;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Memilild I (’i ket Handdh dalam hal pelaksanaan
6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 3 erin}ria;r CHIAIIDUSL dan Keteramplan Kutsus.qa P
7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4 e ’ ikan k hami d . .
8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan; Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasal pengoperasian
9 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.

10 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
11 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
12 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha

16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan

17 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan

18 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-11/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan
Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan

19 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 Tanggal

20 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021

21 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOmor SK.8878/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021
Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Peta Indikatif dan Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII;

22 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022

23 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis

24 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;

25 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

26 Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

27 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
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Nomor SOP 067/017/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nama SOP Rekomendasi / Pertimbangan Tukar Menukar
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Kawasan Hutan (TMKH) melalui E-PTSP

Dasar Hukum
28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan

29 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi
30 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non

31 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
32 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
33 Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;

2 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner
4 Jaringan Internet

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan| - Disimpan sebagai data manual dan elektronik
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perckonomian di wilayah Kalimantan Timur
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PELAKSANA

MUTU BAKU

KEGIATAN

Pemohon/
Pelanggan

OPD TEKNIS

E-PTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis
perizinannya;
Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam

aplikasi E-PTSP;

Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

—— e e e e e

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka;
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Petugas FO akan melakukan pengecekan :

a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E-

Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:

Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;

Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonan
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.

Tidak

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai kebutuhan
dan keperluan
pemohon

3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan Persetujuan Pemenuhan Dapat  dilakukan  verifikasi  lapangan
cara : terdiri atas : kebutuhan dan NSPK Persyaratan,; " f[i)l’ﬂbll'ﬂ d‘gfir'lt‘ks;l i . »
o : X g : ! apa ilakukan onfirmasi  atau
a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang 1 Data adenEStraS{ urnu.m., masing OFD Teknis s K kejelasan dan kelengkapan data langsung
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum; | le 2 Data administrasi tfakms, urak eteral"lgan,f kepada pemohon yang dapat dilakukan
b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila — 3 Data pendukung lainnya. Rekomendam/_ Bt Acain secara online / offline

¢ diperlukan; Surat Persetujuan 3 Waktu proses perizinan di DPMPTSP
; 0 Pemenuhan Persyaratan akan berhenti waktu proses perizinan di
—M gla_l::_u &a;plzlglgkglyﬂq@mmaﬂlwgggmb_al_lém_______ ————————————————————————————— - ang diupload pada Sistem DPMPTSP akan berhenti pada saat
d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E yang diup oy Leistils e Ainns ikais, urtik
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang E-PTSP. E:encrbitkan persetujuan/rekomendasi/
kf:mudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari ’\ — pertimbangan/advis teknis dan waktu
dinas teknis; x proses akan berlanjut kembali setelah

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem / persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan

E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP
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PELAKSANA MUTU BAKU
KEG! Ket.
No BATAN. :“l alisii] OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang | Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat lzin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : [zin validator serta pejabat

a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis
pada sistem E-PTSP;

b
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah

¢ dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

Tidak

Ya

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya;

4 Surat Rekomendasi Teknis
atau Pertimbangan Teknis
dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

penandatangan berada ditempat

Petugas BO akan :

a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem;
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.

10 s/d 30 menit

Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala Dinas

Petugas FO akan :

a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin
telah terbit;

b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit.

10 s/d 30 menit

1 Surat Izin / Non Izin yang
telah ditandatangani secara

elektronik oleh Kepala
Dinas;
2 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.

Pemohon :

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

10 menit

Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala
Dinas.
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Nomor SOP

067/018/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan

03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Disahkan oleh

101998021001

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Periw Sektor Kehutanan
Lingkun (OSS-RBA)

Dan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang
Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 Tentang
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-11/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 Tanggal
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021

Hukum/ yang sesuai;
Prosedur yang berlaku;

perizinan;

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOmor SK.8878/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional

3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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Nomor SOP 067/018/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu e 8aP Perizinan Berusaha Sektor Kehutanan Dan

Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Lingkungan Hidup (OSS-RBA)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

33 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022
Tanggal 11 Maret 2022 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha,
Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada

Huitan Alam Primer dan Tahan Gamhnt Tahin 2022 Perinde T+ . . .
34 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis

35 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;

36 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

37 Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

38 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;

39 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan

40 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 — 2036;

41 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non
Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;

42 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

43 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

44 Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan
Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ OoPD Ket.
Pel 0SS RBA TEKNIS DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output
1 |a Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) ; Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan 1 NIB (perizinan berusaha| 1 Setiap hari kerja sesuai dengan jam
( mulal ) 1 Data administrasi umum, Senin-Kamis 08.00-15.00 yang tidak memerlukan pelayanan kantor secara tatap
b Mengisi data pelaku usaha dan data usahanya ke dalam sistem OSS 2 Data administrasi teknis; WITA persyaratan dasar); muka;
RBA. 3 Data pendukung lainnya. 2 Sertifikat standar  yang| 2 Setiap hari secara online melalui
O s e e e e e R | SN (I | (e (T T hea Juma't 08.00-11.00 WITA belum terverifikasi; 0ss.go.id;
¢ Memasukkan permohonan perizinan berusaha ke dalam sistem OSS 3 Perizinan berusaha yang Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
RBA sesuai dengan KBLI yang berlaku; belum terverifikasi; tentang Cipta Kerja;
4 Sertifikat standar terbit| 3 Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5

d Memilih kewenangan penerbitan sertifikat standar/perizinan berusaha dengan pernyataan mandiri. tahun 2021 tentang
sesuai dengan KBLI yang dipilih; Penyelenggaraan Perizinan
—_ 4 Berusaha Berbasis Resiko dan
¢ Melakukan upload persyaratan sebagaimana pada sistem OSS RBA; _)l: = Lampirannya;
5 Jenis Perizinan scsuai dengan
f Mengisi kembali pemenuhan persyaratan apabila permohonan Pergub 31 tahun 2022 tentang
tersebut dikembalikan oleh OPD teknis melalui sistem OSS RBA. Perubahan Atas Pergub 8 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2 |Sistem 0SS RBA akan menyimpan data permohonan pemohon. Sistem Dokumen yang akan diupload Sesuai kebutuhan dan 1 Data Pelaku Usaha;
0SS RBA akan : terdiri atas : keperluan pemohon 2 Data Bidang/Badan Usaha;
a Menyeleksi kriteria usaha; 1 Data administrasi umum; 3 Pernyataan Mandiri;
b Menyeleksi besaran modal; 2 Data administrasi teknis; 4 Sertifikat  Standar yang
¢ Menyeleksi kebutuhan PKKPR D/1; 3 Data pendukung lainnya. bCll.ll'..ﬂ terverifikasi;
d Menyeleksi kebutuhan izin lingkungan; Jj 5 Perizinan Berusaha yang
e Menyeleksi tingkat resiko; & = belum terverifikasi.
f Menyeleksi kewenangan sesuai dengan KBLI yang dipilih oleh
pemohon;
¢ Meneruskan permohonan ke OPD Teknis untuk diverifikasi
pemenuhan persyaratannya.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA dengan cara : Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan dan | 1 Persetujuan Pemenuhan| 1 Dapat dilakukan verifikasi
a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang diupload tlcrl;i;?aa;:?n:inisuaSi _— NSPK masing OPD Teknis Persyaratan, lapangan apabila diperlukan
b ;:,::}!;E; ;‘::onvizzizzim]?:p:;‘:: ﬂt?;hzc(i‘;;“’ permoiotian Apabil ‘rj 2 Data administrasi teknis; 2 Surat Keterangan /|2 Dgpai dilakukan konfirmasi atau
diperlukan; i H— 3 Data pendukung lainnya. Rekomendasi /Berita Acara kejelasan dan kelengkapan data
’ 2 / Surat Persetujuan langsung kepada pemohon yang
¢ Melakukan pengecekan dan persetujuan terhadap data persyaratan Ptisaiihag Persyaratan dapat dilakukan secara online /
yang diupload apabila pemenuhan persyaratan tidak sesuai; yang diupload pada Sistem offline
0SS RBA.
d Melakulan — penolakan]porsctujuany pengembatian  permoboman| | | 1 _ X | 11
apabila data upload pemenuhan persyaratan tidak sesuai; Tida
Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem OSS \
e RBA apabila permohonan perizinan berusaha tersebut disetujui. Ya
4 |DPMPTSP melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA terhadap data Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan 1 Surat keterangan| 1 Dapat mengikuti kegiatan verifikasi
pelaku usaha, data usaha dan permohonan yang masuk melalui 0SS terdiri atas : persetujuan pemenuhan / pemantauan lapangan

a Melakukan persetujuan permohonan sesuai dengan KBLI nya
berdasarkan surat persetujuan pemenuhan persyaratan yang diupload
oleh OPD teknis pada sistem OSS RBA;

b Memberikan catatan;

¢ Melakukan penolakan/ persetujuan/ pengembalian
apabila data upload pemenuhan persyaratan tidak sesuai;
d Melakukan penerbitan/verifikasi terhadap sertifikat standar/perizinan
berusaha;

e Melakukan upload dokumen
persyaratan apabila diperlukan.

permohonan

surat keterangan pemenuhan

1 Data administrasi umum,
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya;

4 Surat Rekomendasi Teknis
atau Pertimbangan Teknis dan
Berita Acara verifikasi

Lapangan dinas OPD Teknis
vang diupload pada sistem OSS
RBA.

persyaratan yang diupload
pada sistem 0SS RBA
(apabila diperlukan);

Persetujuan pemenuhan
Persyaratan;

Persetujuan Perizinan
Berusaha.

2

3

Mengkonfirmasi kembali
kewenangan penerbitan sertifikat
standar/ perizinan berusaha sesuai
dengan bidang usaha dan KBLI
vang dipilih oleh pemohon baik
kepada pemohon atau kepada OPD
Teknis

Membuat dokumen surat
keterangan Persetujuan
Permohonan persyaratan dan/atau
Penerbitan  Perizinan  Berusaha
apabila diperlukan
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No. KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon/ OPD
Pelanggan URE s TEKNIS

DPMPTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Setelah semua persyaratan telah dipenuhi dan disetujui maka sistem
secara otomatis akan :

a Menerbitkan NIB;

b Menerbitkan Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi sesuai dengan
KBLI dan tingkat resikonya;

¢ Menerbitkan Perizinan Berusaha;

d Menerbitkan Perizinan Penunjang lainnya.

10 s/d 30 menit

Nomor Induk Berusaha
(NIB);

Sertifikat Standar yang telah
terverifikasi;

Perizinan Berusaha yang
telah terverifikasi.

Pemohon :

a Mencetak Sertifikat Standar/ Izin melalui sistem OSS RBA melalui
akun pemohon;

b Wajib memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan pada sistem OSS
RBA.

]

' Selesai ’

10 menit

Nomor Induk Berusaha
(NIB);

Sertifikat Standar yang telah
terverifikasi;

Perizinan Berusaha yang
telah terverifikasi;
Perizinan berusaha
penunjang lainnya.
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Nomor SOP 067/019/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Pt et et et b e e e ek
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N NN
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23
24

25

26

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.
Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1 /7/2018 Tentang
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang
Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 Tentang

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan berusaha Berbasia Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1

2

Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /

Hukum/ yang sesuai;
Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional

Prosedur yang berlaku;
Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan

perizinan;
Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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Nomor SOP 067/019/DPMPTSP-LP2N/X1/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemenuhan Komitmen Lingkungan Hidup melalui
Nama SOP E-PTSP

Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Dasar Hukum
27 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah

MirmnAaan

28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
29 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
30 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Pelayanan

31 Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;

o Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner
4 Jaringan Internet

Pencatatan dan pendataan
- Disimpan sebagai data manual dan elektronik

Peringatan
Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan

pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman
modal di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat
mengganggu kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perckonomian di wilayah Kalimantan Timur
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ Ket.
e OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
1 |Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan — Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan Nomor Resi Pendaftaran Setiap hari kerja sesuai dengan jam
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP b 1 Data administrasi umum; 24 Jam x 5 hari kerja pelayanan kantor secara tatap muka;
2 Data administrasi teknis; (Senin - Jumat) Setiap hari secara online melalui (E-
e e s e P e e T T 3 Data pendukung lainnya. PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);
akan dimohonkan; Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;
b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
perizinannya; | tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
I—__L_—I Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam dan.L.am}?il:anny 8
aplikasi E-PTSP; Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran. Penyelt_anggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.
2 |Petugas FO akan melakukan pengecekan : Dokumen yang akan diupload| Sesuai kebutuhan
a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E- terdiri atas : dan keperluan
PTSP; 1 Data administrasi umum; pemohon
b Apabila_dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat gga:a ad"z“:‘"as‘] telenls;
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi ata pendukung antye.
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:
¢ Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;
d Kepala Seksi akan mgla_kzk_a; ;e?igk;.s: Earh;cﬁa; ;e_r.n:oi(;l;r?
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem [E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan Persetujuan Pemenuhan Dapat dilakukan verifikasi lapangan
cara 2 terdiri atas : kebutuhan dan NSPK Persyaratan; apabila diperlukan
Dapat dilakukan  konfirmasi  atau

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila

c diperlukan;

— Melakukan penolakan/persetujuan/pengembalian_ _ _ _ _ _ |

d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Ya

1 Data administrasi umum,
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

masing OPD Teknis

Surat Keterangan/
Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem
E-PTSP.

kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline
Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP

DPMPTIP @
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PELAKSANA MUTU BAKU
5 Ket.
o RESIALAN Peztohon/ OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
Pelanggan
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang ] Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat lzin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : Izin validator serta pejabat
a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai 1 Data administrasi umum; penandatangan berada ditempat
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis > 2 Data administrasi teknis;
pada sistem E-PTSP; 3 Data pendukung lainnya;
b 4 Surat Rekomendasi Teknis
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah Tidak atau Pertimbangan Teknis
¢ dibuat oleh Petugas BO; dan Berita Acara verifikasi
\ Ya Lapangan dinas OPD Teknis
Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi| yang diupload.
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;
3 Kepala dinos akan melakukan tanda tangan dlektronik. | | | [~
5 [Petugas BO akan : 10 s/d 30 menit Surat Izin / Non Izin yang
B ; telah ditandatangani secara
a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem,; o .
. f elektronik oleh Kepala Dinas
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.
6 |Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elektronik oleh Kepala
telah terbit; Dinas;
b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum 2 Indeks KePUES_an
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.
7 |Pemohon : 10 menit Surat Izin / Non lzin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala
Dinas.
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23

24

25

26

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2018 Tentang Kriteria
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2018 Tentang Pedoman
Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2019 Tentang Jenis
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 Tentang Pengaturan
Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan berusaha Berbasia Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Nomor SOP 067/020/ DPMP‘I‘SP-LPQN /X1/2022
Tanggal Pembuatan 03 Nove
AH
Tanggal Revisi y / W Pm\
Tanggal Efektif &5 ’
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu an ' De
i i i Hnmw OO0 dan/atau DPLH melalui E-PTSP
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan an/atau melalu
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hukum/ yang sesuai;
3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2 Memahami peraturan perunda_ng-undangan dan Standar Operasional
4 Undang-Undang Nomor 19 :I‘ahun 2016 Tentang P?mbaha‘n Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Prosedur yang berlaku;
5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. ) 3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
6 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. o
7 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. 4 }1\)/1 ean k " siakiaini dan merguasal perpoperasian
8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. ampu mengoperasikan komputer (me g pengop
Q Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
10 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
11 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan
13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen
15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Norma,
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067/020/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu o Sop Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup DELH
o dan/atau DPLH melalui E-PTSP

Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Dasar Hukum
27 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.

28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
29 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan

30 Peraturan Gubernur Kalimantan ‘Timur Nomor 08 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Pelayanan Satu Pintu

31 Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait

Keterkaitan

Peralatan/ perlen% pan

1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
9 Alat Tulis dan penunjang lainnya

3 Komputer/Printer/Scanner

4 Jaringan Internet

Pencatatan dan pendataan

Penngatan
Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan

pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik

DPMPTS P
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ Het.
X Output
rhepampne. OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu P
1 |Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan - Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan Nomor Resi Pendaftaran Setiap hari kerja sesuai dengan jam
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP ? ( MUhr'J— 1 Data administrasi umum; 24 Jam x 5 hari kerja pelayanan kantor secara tatap muka;
2 Data administrasi teknis; (Senin - Jumat) Setiap hari secara online melalui (E-

———————————————————————— —_—————— e e e e — — — — = = — = e === — 3 Data pendukung lainnya. PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

a S:tela; mehndalfatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang pe B ¥ Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
akan dimohonkan; tentang Cipta Kerja;

L h 1 3 i % Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
Pen_lo. on n'-lelengkam persyaratan sesuai dengan jenis tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
perizinannya; N Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
P Kk soy I: dan Lampirannya;

c e?_t)hc?n memasukkan permohonan perizinan kedalam i sl GEETERHD
aplikasi E-PTSP; 31 tahun 2022 tentang Perubahan

d Setelah i Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang

ete ah lengkap maka pem;honl bakap men;iapatkan resi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran. Satu Pintu.
2 |Petugas FO akan melakukan pengecekan : I:j Dokumen yang akan diupload| Sesuai kebutuhan

a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E- terdiri atas : dan keperhian
PTSP; 1 Data administrasi umum; pemohon

e e e e e e e e et e 2 Data administrasi teknis;

b Apabila dn"asa belum sesuai makan petugas FO. dapat.; 3 Data pendukung lainnya.
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:

¢ Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;

d T(e_pala Seksi akan melakukan verifikasi Eeﬁ'l;d_a; ;e;nToT'lo_n;rT
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.

3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan Persetujuan Pemenuhan Dﬂplfji_i! ;_ilaklutan verifikasi lapangan
: iri : ki NSPK Persyaratan; apabla diperiukarn
s terdiri atas : ebutuhan dan ersy; Dapat  dilakukan  konfirmasi atau

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila
¢ diperlukan;

— Melakukan penolakan/persetujivan/pengembalian_ _ _ _ __
d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke El
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Ya

1 Data administrasi umum,
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

masing OPD Teknis

Surat Keterangan/
Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem
E-PTSP.

kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline
Waktu proses perizinan di DPMPTSP]
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP

DPMPETS P
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ Ket.
B OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang | Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : Izin validator serta pejabat

a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis
pada sistem E-PTSP;

b
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah

c dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya;

4 Surat Rekomendasi Teknis
atau Pertimbangan Teknis
dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

penandatangan berada ditempat

5 [Petugas BO akan : 10 s/d 30 menit Surat Izin / Non lzin yang
a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem; ﬁ telah dlt-z»mdatangam PEuRs
Sk elektronik oleh Kepala Dinas
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.
6 [Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elektronik oleh Kepala
telah terbit; Dinas;
b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum 2 Indeks Kepuasan
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.
7 |Pemohon : 10 menit Surat [zin / Non lzin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

‘ Selesai '

telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala
Dinas.
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Nomor SOP 067/021/DPMPTSP-LP2N/XI1/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tanggal Efektif 06 Des%ﬁ/ﬁﬁﬁp ,9\

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

[ —
W=V AW~

NN~ = ==
— OO0~ W0 p

22
23
24

25

26

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2018 Tentang Norma,
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK /SETJEN/KUM.1/7 /2018 Tentang Kriteria
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2018 Tentang Pedoman
Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2019 Tentang Jenis Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 Tentang Pengaturan
Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan berusaha Berbasia Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

1

2

Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;

Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;

Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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Nomor SOP 067/021/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Naima SOP Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Hidup (PKPLH) melalui E-PTSP

Dasar Hukum

27 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.
28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan

29 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
30 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Pelayanan Satu

31 U'ndang—undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya

3 Komputer/Printer/Scanner

4 Jaringan Internet

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan| - Disimpan sebagai data manual dan elektronik
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur
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KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon/
Pelanggan

OPD TEKNIS

E-PTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

a Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis
perizinannya;

¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam
aplikasi E-PTSP;

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka;
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Petugas FO akan melakukan pengecekan :

a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E-
PTSP;

b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:

c Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan

proses permohonan kepada Kepala Seksi;

d Kepala Scksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonan|
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai kebutuhan
dan keperluan
pemohon

OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan
cara :

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila

¢ diperlukan;

d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Ya

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai dengan
kebutuhan dan NSPK
masing OPD Teknis

1 Persetujuan Pemenuhan
Persyaratan;

2 Surat Keterangan/

Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem
E-PTSP.

Dapat dilakukan verifikasi lapangan
apabila diperlukan

Dapat dilakukan konfirmasi atau
kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline

Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan  persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP
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PELAKSANA MUTU BAKU
KEG! Ket.
Ho LA Peishon/ OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
Pelanggan
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang | Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : [zin validator serta pejabat

a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis
pada sistem E-PTSP;

b
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah

¢ dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya;

4 Surat Rekomendasi Teknis
atau Pertimbangan Teknis
dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

penandatangan berada ditempat

Petugas BO akan :

a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem;
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.

10 s/d 30 menit

Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala Dinas

6 |Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elektronik  oleh Kepala
telah terbit; Dinas;

b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum 2 Indeks Kepuas.:-ar{
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yang diisi

oleh pemohon.
7 |Pemohon : 10 menit Surat Izin / Non lzin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

]

—— v ——— —

‘ Selesai '

telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala
Dinas.
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Nomor SOP 067/022/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi P N

Tanggal Efektif 06 De;{@}ié&(e\\

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

N\ 7 et
. . Pelayahady, Lingkungan Hidup - Surat
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu i KepZtus wﬁghngﬂ g et
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan melalui E-PTSP
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Hukum/ yang sesuai;
3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
; Engang—[l}lngang Eomor 191) iiun ;gg_l)g genzang Ef.:r;lbia(ha_n Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Prosedur yang berlaku;
ndang-Undang Nomor un entang Cipta Kerja. ;

6 Peratufan Presiien Nomor 97 Tahun 2014 TentgngpPenyeEenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 2 Mer-n}hlﬂ kemampuan dan keteampilan khusiis dalarm hal pelaksangsn
7 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. perisian, : g ; ;
8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. 4 Mampu mengoperasikan komputer (memahaml dan menguasai pengoperasian
9 Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.

10 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
11 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk Pelayanan

13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen

15 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2018 Tentang Norma,

16 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Kriteria

17 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada

18 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang

19 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan dan

20 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan

21 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2018 Tentang Pedoman
Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha

22 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2019 Tentang Jenis Rencana
Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

23 Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 Tentang Pengaturan
Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan

24 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi Secara Elektronik

25 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan
Perizinan berusaha Berbasia Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal

26 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
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Nomor SOP 067/022/DPMPTSP-LP2N/X1/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
: . Pelayanan Non Perizinan Lingkungan Hidup - Surat
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu il o Keputusan Kelayakan Linglkungan Hidup (SKKL)

Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

melalui E-PTSP

Dasar Hukum

27 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.

28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
29 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan
30 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terpadu Pelayanan Satu Pintu

31 Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner

4 Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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PELAKSANA

MUTU BAKU

KEGIATAN

OFPD TEKNIS

E-PTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

a Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis
perizinannya,

¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam
aplikasi E-PTSP;

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

Dokumen vang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka;
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Petugas FO akan melakukan pengecekan :

a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E-
PTSP;

b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO da;at
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:

c Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan

proses permohonan kepada Kepala Seksi;

d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonan|
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai kebutuhan
dan keperluan
pemohon

OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan
cara :

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila

¢ diperlukan;

d Apabila ditolak maka peno]akan akan diteruskan kembali ke Bl
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai dengan
kebutuhan dan NSPK
masing OPD Teknis

1 Persetujuan Pemenuhan
Persyaratan;

2 Surat Keterangan/

Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem
E-PTSP.

Dapat dilakukan verifikasi lapangan
apabila diperlukan

Dapat dilakukan  konfirmasi  atau
kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline

Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/ rekomendasi/ pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ Ket.
Pelnsggen OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang I Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : Izin validator serta pejabat

a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis
pada sistem E-PTSP;

b
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah

¢ dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya;

4 Surat Rekomendasi Teknis
atau Pertimbangan Teknis
dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

penandatangan berada ditempat

Petugas BO akan :

a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem;
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.

10 s/d 30 menit

Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala Dinas

Petugas FO akan :

a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin
telah terbit;

b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit.

10 s/d 30 menit

1 Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara

elektronik oleh Kepala
Dinas;
2 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.

Pemohon :

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

' Selesai '

10 menit

Surat Izin / Non Izin yang
telah ditandatangani secara
elektronik  oleh Kepala
Dinas.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/023.1/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Ih“—.—.—-ﬂ" 1\\

Nama SOP Perizinan b ektor ESDM (OSS-RBA)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

O 0 N0 U WK

19
20
21

22

23
24

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20009 Tentang Ketenagalistrikan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 20 tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk

Peraturan Menteri Energl dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.259.K/GL.01/MEM.G /2022 Tentang Penyelenggaraan
Izin Pengusahaan Air Tanah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem
Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;

2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;

3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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Nomor SOP 067/023.1/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
i Pintu
Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadn Satu Nama SOP Perizinan Berusaha Sektor ESDM (OSS-RBA)
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan
Dasar Hukum
25 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;
26 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
27 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan
29 Peraturan Daerah Prov.inS;Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
30 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
31 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
32 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan
di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;
33 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
34 Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan
Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.
Keterkaitan Peralatan/ perlen%kapan
1. SOP Rapaf Eksternal 1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner
4 Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan| - Disimpan sebagai data manual dan elektronik
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur
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PELAKSANA MUTU BAKU
No.| KEGIATAN Pemohon/ OPD Het.
Pe 0SS RBA TEXRIS DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output
1 |a Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) ; Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan 1 NIB (perizinan berusaha| 1 Setiap hari kerja sesuai dengan jam
( Muiai ) 1 Data administrasi umum; Senin-Kamis 08.00-15.00 yang tidak memerlukan pelayanan kantor secara tatap
b Mengisi data pelaku usaha dan data usahanya ke dalam sistem OSS 2 Data administrasi teknis; WITA persyaratan dasar); muka;
RBA. 3 Data pendukung lainnya. 2 Sertifikat  standar  yang| 2 Setiap hari secara online melalui
T U ey T sl s e el el e ) e e Juma’t 08.00-11,00 WITA belum terverifikasi; 088.20.id;
¢ Memasukkan permohonan perizinan berusaha ke dalam sistem OSS 3 Perizinan berusaha yang Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
RBA sesuai dengan KBLI yang berlaku; belum terverifikasi; tentang Cipta Kerja;
4 Sertifikat standar terbit| 3 Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
d Memilih kewenangan penerbitan sertifikat standar/perizinan berusaha dengan pernyataan mandiri. tahun 2021 tentang
sesuai dengan KBLI yang dipilih; Penyelenggaraan Perizinan
'—-l 4 Berusaha Berbasis Resiko dan
e Melakukan upload persyaratan sebagaimana pada sistem OSS RBA; _)E f\' Lampirannya,
5 Jenis Perizinan sesuai dengan
f Mengisi kembali pemenuhan persyaratan apabila permohonan Pergub 31 tahun 2022 tentang
tersebut dikembalikan oleh OPD teknis melalui sistem OSS RBA. Perubahan Atas Pergub 8 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2 |Sistem OSS RBA akan menyimpan data permohonan pemohon. Sistem Dokumen yang akan diupload Sesuai kebutuhan dan 1 Data Pelaku Usaha;
0SS RBA akan : terdiri atas : keperluan pemohon 2 Data Bidang/Badan Usaha;
a Menyeleksi kriteria usaha; 1 Data adm'!nistmsi umum; 3 Pcrnyataan Mandiri;
b Menyeleksi besaran modal; 2 Data administrasi teknis; 4 Sertifikat ?mnqar yang
¢ Menyeleksi kebutuhan PKKPR D/L; 3 Data pendukung lainnya. bclum terverifikasi;
d Menyeleksi kebutuhan izin lingkungan; J_—_l 5 Perizinan Berusaha yang
e Menyeleksi tingkat resiko; 1 belum terverifikasi.
f Menyeleksi kewenangan sesuai dengan KBLI yang dipilih oleh
pemohon;
g Meneruskan permohonan ke OPD Teknis untuk diverifikasi
pemenuhan persyaratannya.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA dengan cara : Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan dan | 1 Persetujuan Pemenuhan( 1 Dapat dilakukan verifikasi
a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yvang diupload terdiriafns . . NSPK masing OPD Teknis Persyaratan; Mipanigin dpatilla dipedulan
oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum; aiegoon admgngstrast iy 4 i
b Melakukan verifikasi lapangen terhadap permohonan apahila \lj 2 Data administrasi lenls; 2 Surat Kc.!.crang_an /]2 Dapat dilakukan konfirmasi atau
diperlukam; L 3 Data pendukung lainnya. Rekomendasi /Berita ‘"‘Fm kejelasan dan kelengkapan data
¢ Melakukan pengecekan dan persetujuan terhadap data persyaratan / Aurat Persctu-Juan Mngsung mpedn. penahon .yang
. : : feeee Pemenuhan Persyaratan dapat dilakukan secara online /
yang diupload apabila pemenuhan persyaratan tidak sesuai; yang diupload pada Sistem offline
0SS RBA.
d Melakukan  penolakan/ persetujuan/ pengembalian  permohonan| | | 1 % | |
apabila data upload pemenuhan persyaratan tidak sesuai; Tiday
Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem OSS \
e RBA apabila permohonan perizinan berusaha tersebut disetujui. Ya
4 |DPMPTSP melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA terhadap data Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan 1 Surat keterangan| 1 Dapat mengikuti kegiatan verifikasi
pelaku usaha, data usaha dan permohonan yang masuk melalui 0SS terdiri atas : persetujuan pemenuhan / pemantauan lapangan
a Melakukan persetujuan permohonan sesuai dengan KBLI nya 1 Data administrasi umum; persyaratan yang diupload Mengkonfirmasi kembali
berdasarkan surat persetujuan pemenuhan persyaratan yang diupload > 2 Data administrasi teknis; pada sistem OSS RBA| 2 kewenangan penerbitan sertifikat
oleh OPD teknis pada sistem OSS RBA; 3 Data pendukung lainnya; (apabila diperlukan); standar/ perizinan berusaha sesuai
b Memberikan catatan; 4 Surat  Rekomendasi  Teknis dengan bidang usaha dan KBLI
atau Pertimbangan Teknis dan 2 Persetujuan pemenuhan yang dipilih oleh pemohon baik
i I R e e A e e Resayaratan; b i iy
apabila data upload pemenuhan persyaratan tidak sesuai; . yang diupload pada sistem OSS 3 Persetujuan Perizinan| 3 Membuat dokumen surat
d Melakukan penerbitan/verifikasi terhadap sertifikat standar/perizinan RBA. Berusaha, keterangan Persetujuan
berusaha; Permohonan persyaratan dan/atau
e Melakukan uplf)ad ) dokumen surat keterangan pemenuhan N Tidak| Penerbitan Perizinan Berusaha
persyaratan apabila diperlukan. b apabila diperlukan
|
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PELAKSANA MUTU BAKU
No.| KEGIATAN Pemohon/ OPD Ket.
Kele an Waktu Output
i 0SS RBA PR DPMPTSP ngkap tpu
5 |Setelah semua persyaratan telah dipenuhi dan disetujui maka sistem 10 s/d 30 menit 1 Nomor Induk Berusaha
secara olomatis akan : (NIB);
a Menerbitkan NIB; ;
b Menerbitkan Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi sesuai dengan 2 Scruﬁ_l:_sz(;sg.zmdar o ekl
KBLI dan tingkat resikonya; I | terverifikasi;
¢ Menerbitkan Perizinan Berusaha; 3 Perizi Be h
d Menerbitkan Perizinan Penunjang lainnya. granan g tusana. yang
telah terverifikasi.
6 |Pemohon : 10 menit 1 Nomor Induk Berusaha
(NIB);

a Mencetak Sertifikat Standar/ Izin melalui sistem OSS RBA melalui
akun pemohon;

b Wajib memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan pada sistem OSS
RBA.

CJ

‘ Selesai '

b e e

Sertifikat Standar yang telah
terverifikasi;

Perizinan Berusaha yang
telah terverifikasi;
Perizinan berusaha|
penunjang lainnya.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP

067/023/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan

03 Noven/:lh_e.tzggz

Tanggal Revisi

\‘T}" AR Pr‘?\\

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

P Prov. Kaltim

06 Befytaber 2028/ \
(DPMpISP)”

!

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

JIATAN i
Izin Pen ir Tanah (SIPAT) melalui E-PTSP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

NN W=

19
20
21

22
23

24

25

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20009 Tentang Ketenagalistrikan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan
Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah,;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral,
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem
Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

perizinan;

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /

Hukum/ yang sesuai;
2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional

Prosedur yang berlaku;
3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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Nomor SOP 067/023/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
icas Penpmpuman Moda! tan beldyanan Terpada Suta Fluty Nama SOP Izin Pengeboran Air Tanah (SIPAT) melalui E-PTSP
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan
Dasar Hukum
26 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
27 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan
28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
29 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
30 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
31 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non
Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;
32 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
33 Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan
Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Rapat Eksiernal 1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner
4 Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan| - Disimpan sebagai data manual dan elektronik
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur
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KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon/
Pelanggan

OPD TEKNIS

E-PTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

%‘ Mulai }

_________________________________ e ——

a Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis
perizinannya;

¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam
aplikasi E-PTSP;

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka,
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Petugas FO akan melakukan pengecekan :

a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E-
PTSP;

b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:

c Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;

d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonan
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.

Tidak

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai kebutuhan
dan keperluan
pemohon

OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan
cara :

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila

¢ diperlukan;

— Melakukan penolakan/persetuivan/pengembalian_ _ _ _ _ _ |

d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai dengan
kebutuhan dan NSPK
masing OPD Teknis

1 Persetujuan Pemenuhan
Persyaratan;

2 Surat Keterangan/

Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem
E-PTSP.

Dapat dilakukan verifikasi lapangan
apabila diperlukan
Dapat  dilakukan  konfirmasi atau
kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline
Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP
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PELAKSANA MUTU BAKU
Ket.
Ho TATAN Eemohoun/ OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
Pelanggan
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang | Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat lzin atau Non|l Kcn:ldisi pejabat  verifikator ldan
akan : terdiri atas : [zin validator serta . pejabat
a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai 1 Data administrasi umum,; penandatangan berada ditempat
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis > 2 Data administrasi teknis;
pada sistem E-PTSP; 3 Data pendukung lainnya;
b 4 Surat Rekomendasi Teknis
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah Tidak atau Pertimbangan Teknis
¢ dibuat oleh Petugas BO, \ dan Berita Acara verifikasi
vi Lapangan dinas OPD Teknis
Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi yang diupload.
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;
d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik. | | ,
5 |Petugas BO akan : 10 s/d 30 menit Surat Izin / Non lzin yang
5 telah ditandatangani secara
a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem; — elektronik oleh Kepala Dinas
b Meneruskan proses perizinan kepada FO. | |
6 |Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non lzin yang

a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin
telah terbit;

b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit.

telah ditandatangani secara

elektronik  oleh Kepala
Dinas;
2 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.

Pemohon :

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

‘ Selesai '

10 menit

Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
elektronik  oleh Kepala
Dinas.

DPMP
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Nomor SOP 067/024/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 06 Desembet 2027 /.
= \\ - T

Disahkan oleh S pala D.

/ N

4 Prov. Kaltim

ISR

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 5 =

5.STP., M.Si
e 5081,01098021001
. BN Ty
Dinas Pel-lanaman Modal da'n .Pelayanan Terpac'lu' Satu Pintu Noiis SOP Iein Penkf& h (STPA) melalui E-PTSP
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan ANTA®

Kualifikasi pelaksana

Dasar Hukum
1 Minimal SLTA / Diploma IIl jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20009 Tentang Ketenagalistrikan; Hukum/ yang sesuai;
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Prosedur yang berlaku;
5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
6 Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal; perizinan;
7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha; 4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
9 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

10 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;

11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

14 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

15 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya

16 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk

18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha

19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

20 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

21 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

22 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;

23 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem
Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

24 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;

25 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
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Nomor SOP 067/024/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Pe]_]anaman Modal da.n _Pelayanan Terpat.lu e Nama SOP Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) melalui E-PTSP
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan
Dasar Hukum
26 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
27 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pajak Pengambilan dan
28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
29 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
30 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
31 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non
Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;
32 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
33 Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan
Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOFP Rapat Eksternal 1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
5 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner
4 Jaringan Internet
T’eringatan Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan| - Disimpan sebagai data manual dan elektronik
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEG et
IATAN Pemahon/ OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
Pelanggan
1 |Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan Nomor Resi Pendaftaran Setiap hari kerja sesuai dengan jam

proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

a Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis
perizinannya;
¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam

aplikasi E-PTSP;

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

—— s

1 Data administrasi umum,
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

pelayanan kantor secara tatap muka;
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

2 |Petugas FO akan melakukan pengecekan : Dokumen yang akan diupload| Sesuai kebutuhan
a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E- terdiri atas : dan keperluan
PTSP; 1 Data administrasi umum,; pemohon
e e e e e e N R A 2 Data administrasi teknis;
b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat ; :
; y . 3 Data pendukung lainnya.
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:
¢ Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;
d Kepala Seksi akan melakukan Verifikasi t-f:;l";&i; ;e.;nToTuc;'l;; TTTTTTTT
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan 1 Persetujuan Pemenuhan Dapat dilakukan verifikasi  lapangan
cara s terdiri atas : kebutuhan dan NSPK |  Persyaratan; apabila diperlukan )
Dapat  dilakukan  konfirmasi  atau

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila
¢ diperlukan;

d Apabila ditolak maka penolakan akan dlteruskan kembali ke E

PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem

E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Ya

1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

masing OPD Teknis

2 Surat Keterangan/

Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem
E-PTSP.

kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline
Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan  persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP
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PELAKSANA MUTU BAKU
Ket.
No KEGIATAN Pemohon/ OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
Pelanggan
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang I Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : Izin validator serta pejabat
a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai 1 Data administrasi umum; penandatangan berada ditempat
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis 2 Data administrasi teknis;
pada sistem E-PTSP; 3 Data pendukung lainnya;
b 4 Surat Rekomendasi Teknis
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah atau Pertimbangan Teknis
¢ dibuat oleh Petugas BO; dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi yang diupload.
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;
T Kepala dinas akan melakuken tanda tangen elektrontle. | | |
5 |Petugas BO akan : 10 s/d 30 menit Surat Izin / Non lzin yang
Melak 5y . telah ditandatangani secara
a Melakukan proses penc.et.akan izin secara sistem; — elektronik oleh Kepala Dinas
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.
6 |Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elektronik  oleh Kepala
telah terbit; Dinas;
b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum A [deks Kepuas?n.
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.
7 |Pemohon : 10 menit Surat Izin / Non lzin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

telah ditandatangani secara
elektronik  oleh Kepala
Dinas.
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Nomor SOP 067/025/DPMPTSP-LP2N /X1/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

/T""::-\
Tanggal Efektif 06 Desefrbed 8022 N\

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Disahkan oleh \:\%epala DRIIRTSP Prov. Kaltim

P

7
At ’Hﬁ’ S.STP., M.Si

P. 107908101998021001

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

PelapbfanUsaha Peitygdiaan Tenaga Listrik Untuk J
Nama SOP Kepent \Semditifampai Dengan Kapasitas 500
kW (SKTP) E-PTSP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

O~NO UL WK -

(o}

11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

22
23

24

25

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20009 Tentang Ketenagalistrikan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan
Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem
Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang

1

2

Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;

Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;

Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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Nomor SOP

067/025/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan

03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

06 Desember 2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk
Kepentingan Sendiri Sampai Dengan Kapasitas 500
kW (SKTP) melalui E-PTSP

Dasar Hukum

26 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
27 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan

29 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar

30 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan
di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;

31 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

32 Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan
Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Rapat Eksternal

1 Lembar Kerja /

encana Kerja dan Anggaran ;

2 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner
4 Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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PELAKSANA MUTU BAKU

KEGIATAN Pemohon/ Ket.
Pelanggan OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Qutput
Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan - Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan Nomor Resi Pendaftaran 1 Setiap hari kerja sesuai dengan jam
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP bl 1 Data administrasi umum,; 24 Jam x 5 hari kerja pelayanan kantor secara tatap muka;
i 2 Data administrasi teknis; (Senin - Jumat) Setiap hari secara online melalui (E-
iyt e gy g = e I A S A 3 Data pendukung lainnya. B o G
akan dimohonkan; o "
RS 3 tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
iad tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
rizinannya; = i ;
S . j Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

l___ dan Lampirannya;
Henias Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
aplikasi E-PTSP;
¥ 31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis 4

¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam 5

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi

permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran. Satu Pintu
Petugas FO akan melakukan pengecekan : I | Dokumen yang akan diupload| Sesuai kebutuhan
a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E- terdiri atas : dan keperluan

PTSP; 1 Data administrasi umum; pemohon
—————————————————————————————————— e el ——— 4 —— — =12 Data administrasi teknis;

b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:

¢ Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan

proses permohonan kepada Kepala Seksi;

3 Data pendukung lainnya.

d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonan
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.

OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan 1 Persetujuan Pemenuhan 1 Dapat dilakukan verifikasi lapangan

cara : terdiri atas : kebutuhan dan NSPK |  Persyaratan; ) ;Pabi:a di;’_‘;“];‘k:“ T

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang 1 Data admﬁnistraSIi umum; masing OPD Teknis k:jgalasan d‘ﬂi Ecl‘: Egkang g:::sl;ng::‘i:
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum; r‘z 2 Data administrasi tt_:kmS; 2 Surat Keteral.'!gan{ kepada pemohon yang dapat dilakukan

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila —" 3 Data pendukung lainnya. Rekomendasi/Berita Acara/ secara online / offline

c diperlukan; Surat Persetujuan 3 Waktu proses perizinan di DPMPTSP

_ Melakukan penolakan/persetujuan/pengembalian_ | | ___ | _ o Pemenuhan Persyaratan akan berhenti waktu proses perizinan di

T “Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke & | | | [ i yang diupload pada Sistem DPMPTSP akan berhenti pada saat
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang E-FISP. ngﬁ:bigfarihh ﬁclil:aai / :fig;ip;(ﬂ::/{
k‘emudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari 4 pertimbangﬂn['l:(:]vis Jn:knis dan .wakt‘u
dinas teknis; <\ i proses akan berlanjut kembali setelah

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem / persetujuan/rekomendasi/pertimbangan
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut Ya / advis teknis diterima oleh DPMPTSP
disetujui.

3
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ Ket.
Pulnnggns OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang | Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : [zin validator serta pejabat
a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai 1 Data administrasi umum; penandatangan berada ditempat
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis 2 Data administrasi teknis;
pada sistem E-PTSP; 3 Data pendukung lainnya;
b 4 Surat Rekomendasi Teknis
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah Tidak atau Pertimbangan Teknis

¢ dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

Petugas BO akan :

a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem;
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.

10 s/d 30 menit

Surat Izin / Non Izin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala Dinas

10 s/d 30 menit

1 Surat Izin / Non Izin yang

6 |Petugas FO akan :
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elektronik  oleh Kepala
telah terbit; Dinas;
b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum 2 Indeks Kepuasan
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.
7 |Pemohon : 10 menit Surat Izin / Non lzin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala
Dinas.
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Nomor SOP 067/026/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi e

Tanggal Efektif 06 Dgigmber26220\

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Disahkan oleh

SP Prov. Kaltim

to, S.STP., M.Si
$101998021001

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Reko W ctetapan Wilayah Usaha
Penye a Listrik Untuk Kepentingan

Umum (REKOM-WUPTL)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

O~ s WM~

O

11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

22
23

24

25

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 20009 Tentang Ketenagalistrikan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan
Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 Tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem
Perizinan Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang

1
Hukum/ yang sesuai;

2
Prosedur yang berlaku;

perizinan;

Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan

Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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Nomor SOP 067/026/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
. - Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu e A, Boirodieat Ainers Ttk Utukd Kapantingan

Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Umum (REKOM-WUPTL)

Dasar Hukum

26 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
27 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
28 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan

29 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar

30 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non
Perizinan di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;

31 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

32 Unééng—undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan
Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Rapat EKsternal

1 Lembar Kerja / encana Kerja dan Anggaran ;
5 Alat Tulis dan penunjang lainnya

3 Komputer/Printer/Scanner

4 Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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PELAKSANA MUTU BAKU
Ho KEGIATAN Pemohon/ Ket.
Pelanggan OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
1 |Besniblion. tosiiies SO (uateds eotlis dageat ekialan Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan Nomor Resi Pendaftaran Setiap hari kerja sesuai dengan jam

proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis
perizinannya;
¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam

aplikasi E-PTSP;

Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

pelayanan kantor secara tatap muka;
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

2 |Petugas FO akan melakukan pengecekan : Dokumen yang akan diupload| Sesuai kebutuhan
a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E- '——l terdiri atas : dan keperluan
PTSP; 1 Data administrasi umum, pemohon
b Apabila dirasa belum sesual makan petugas FO dapat] g e i et dmm—— e ——— 2 Data administrasi teknis;
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi 3 Data pendukung lainnya.
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:
¢ Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;
d Kepala Seksi akan melakukan Verifikasi E!ﬁ'lzd_a; ;e.r-'lr-l-oT'Lc;l;r:
dan apabila telah sesuai maka permochonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan 1 Persetujuan Pemenuhan Dapat dilakukan verifikasi lapangan
CRia terdiri atas : kebutuhan dan NSPK Persyaratan; apabila diperlukan ]
Dapat  dilakukan  konfirmasi atau

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang

diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;
b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila

¢ diperlukan;

— Melakukan penolakan/persetujuan/pengembalian_ _ _ _ _ _ |
d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E

PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem

E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Ya

1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

masing OPD Teknis

Surat Keterangan/
Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem
E-PTSP.

kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline
Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/ rekomendasi/ pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP

PRDV KALTIM
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ Ep
Dulai OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang ] Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : Izin validator serta pejabat
a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai 1 Data administrasi umum; penandatangan berada ditempat
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis 2 Data administrasi teknis;
pada sistem E-PTSP; 3 Data pendukung lainnya;
b 4 Surat Rekomendasi Teknis
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah Tidak atau Pertimbangan Teknis
¢ dibuat oleh Petugas BO, dan Berita Acara verifikasi
\ va Lapangan dinas OPD Teknis
Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi yang diupload.
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;
T Repaia Sines Sien melikaian wada g doonie T =
5 |Petugas BO akan : 10 s/d 30 menit Surat Izin / Non Izin yang
Melak 5 " : telah ditandatangani secara
a Melakukan proses penc.et‘akan izin secara sistem; — elektronik oleh Kepala Dinas
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.
6 |Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elektronik oleh Kepala
telah terbit; Dinas;
b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum 2 Indeks Kepuas‘e‘m.
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.
7 |Pemohon : 10 menit Surat Izin / Non lzin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

‘ Selesai .

telah ditandatangani secara
elektronik  oleh Kepala
Dinas.
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Nomor SOP 067/027/DPMPTSP-LP2N/X1/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi PZITI> N
Tanggal Efektif 06 D;,/s[ T 2022 0\

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Disahkan oleh

NIP. 19

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

7/!‘ p— )
Perizindy/ Beyusalla” Sektor Perindustrian (OSS-
Nama SOP RBA)

Kualifikasi pelaksana

Dasar Hukum
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Hukum/ yang sesuai; _
3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; PrOSe.d.u_r vang berlaku; .
5 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
6 Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal; perizinan;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di 4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-daerah Tertentu; perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
9 Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
10 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
11 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian ;
12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Pelayanan Terpadu dan Daerah;
13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu
14 Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;
15 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis
16 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan berusaha Berbasia Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;
17 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
18 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
20 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
21 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
22 Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP

067/027/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan

03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

06 Desember 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian (OSS-
RBA)

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 Lembar Kerja /

encana Kerja dan Anggaran ;

o Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner
a4

Jaringan Internet

T’eringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN
Pemohon/ OPD Ket.
0SS RBA PMPTSP aktn
Pelanggan TERNIS | D Kelengkapan w Output
a Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) ; Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan 1 NIB (perizinan  berusaha| 1 Setiap hari kerja sesuai dengan jam
& i 1 Data administrasi umum; Senin-Kamis 08.00-15.00 yang tidak memerlukan pelayanan kantor secara tatap
& Mul ’ )
b g;gg’m data pelaku usaha dan data usahanya ke dalam sistem OSS GD 2 Data administrasi teknis; WITA persyaratan dasar); muka;
: 3 Data pendukung lainnya. 2 Sertifikat standar yang| 2 Setiap hari secara online melalui
cT'l:——ik____——___—--_"-"""————""————'——---——————— L e ————————] Juma't 08.00-11.00 WITA belum terverifikasi; 0ss.80.id;
RB:\“""S“ 33 permohonan perizinan berusaha ke dalam sistem OSS 3 Perizinan berusaha yang| Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
sesuai dengan KBLI yang berlaku; belum terverifikasi; tentang Cipta Kerja;
d Memilih " i 4 Sertifikat standar terbit| 3 Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
emili kewenangan pener_bltan sertifikat standar/perizinan berusaha dengan pernyataan mandiri. tahun 2021 tentang
sesuai dengan KBLI yang dipilih; Penyelenggaraan Perizinan
L-—| 4 Berusaha Berbasis Resiko dan
¢ Melakukan upload persyaratan sebagaimana pada sistem OSS RBA; I< Lampirannya;
f Mengisi . 5 Jenis Perizinan sesuai dengan
engisi kembali pemenuban persyaratan apabila permohonan Pergub 31 tahun 2022 tentang
tersebut dikembalikan oleh OPD teknis melalui sistem OSS RBA. Perubahan Atas Pergub 8 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
CS;SS;':;IB?“S;(R?‘} akan menyimpan data permohonan pemohon. Sistem Dokumen yang akan diupload Sesuai kebutuhan dan 1 Data Pelaku Usaha;
an : terdiri atas : keperluan pemohon 2 Data Bidang/Badan Usaha;
Menyeleksi kriteria usaha; 1 Data administrasi umum; 3 Pernyataan Mandiri;
Menyeleksi besaran modal; 2 Data administrasi teknis; 4 Sertifikat  Standar  yang
Menyeleksi kebutuhan PKKPR D/L; 3 Data pendukung lainnya. belum terverifikasi;
5 Perizinan Berusaha yang

Menyeleksi kebutuhan izin lingkungan;

Menyeleksi tingkat resiko;

Menyeleksi kewenangan sesuai dengan KBLI yang dipilih oleh
pemohon;

g Meneruskan permohonan ke
pemenuhan persyaratannya.

—_a 0 oP

OPD Teknis untuk diverifikasi

belum terverifikasi.

OPD tekni P : o
teknis melakukan pengecekan pada sistem 0SS RBA dengan cara : Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan dan | 1 Persetujuan Pemenuhan| 1 Dapat dilakukan verifikasi
a N{c:kukm; verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang diupload t]cr];liri atﬁs P ) NSPK masing OPD Teknis Persyaratan; lapangan apabila diperlukan
oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum; ata administrasi umum;
b Melakukan verifikasi lapangan terhadap ’ permohonan  apabila o | ] 2 Data administrasi teknis; 2 Surat Keterangan /| 2 Dapat dilakukan konfirmasi atau
diperlukan; o) (- 3 Data pendukung lainnya. Rekomendasi /Berita Acara kejelasan dan  kelengkapan data
c Mclaku'kan pengecekan dan persetujuan terhadap data persyaratan / Surat Persetujuan langsung kepada pemohon yang
vang diupload apabila pemenuhan persyaratan tidak sesuai; Pcmen;ha;l " Pt(:irsy ;mna.n d;‘_ﬁ’,at dilakukan secara online /
yang diupload pada Sistem offline
Lo e o o oo e e e 0SS RBA.
d Melakukan  penolakan/persetujuan/pengembalian  permohonan ittt ninki i A A
apabila data upload pemenuhan persyaratan tidak sesuai; Tida
Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem OSS \
e RBA apabila permohonan perizinan berusaha tersebut disetujui. Y
DPMPT i ‘ 2 —
pel:aku 'ﬁ: a’;;m;“-;ka“ D;‘;"gﬂﬂﬂkﬂ" pada sistem OSS RBA terhadap data Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan 1 Surat keterangan| 1 Dapat mengikuti kegiatan verifikasi
o » Cata usana dan permohonan yang masuk melalui OSS terdiri atas : persetujuan pemenuhan| / pemantauan lapangan
a m‘;d kukan persetujuan .pcrmohonan sesuai dengan KBLI nya 1 Data administrasi umum; persyaratan yang diupload Mengkonfirmasi kembali
: hasarkan surat persetujuan pemenuhan persyaratan yang diupload 2 Data administrasi teknis; pada sistem OSS RBA|2 kewenangan penerbitan  sertifikat
b :42 ch[_Ltckms pada sistem OSS RBA; 3 Data pendukung lainnya; (apabila diperlukan); standar/ perizinan berusaha sesuai
mberikan catatan; 4 Surat Rekomendasi Teknis dengan bidang usaha dan KBLI
—_— atau Pertimbangan Teknis dan 2 Persetujuan pemenuhan yang dipilih oleh pemohon baik
c r:alill‘i]l-!k:l':a fcnolam/pmcmjuzn‘/;c;g;a'bagg-—p;n;;,;n;,:' o S e e e M S e gn’m g_cam opge?ﬁ::a;i Persyaratan; };;ﬁitli: pemohon atau kepada OPD
ila data upload pemenuhan persyaratan tidak sesuai; pangan dinas S . o
d 1!\]'Lclakukan penerbitan /verifikasi terhadap sertifikat standar/perizinan i’{?ﬁg diupload pada sistem OSS 3 g‘;‘g;:#;““ Perizinan| 3 Tci?rzlrllzatm dOkumenPcrseljj‘::I:
msaha; 3 .
e Melakukan upload dokumen surat keteran Permohonan persyaratan dan/atau
E gan menuhan 5 £
persyaratan apabila diperlukan. be Pcngl_';ltgp IPE;mman Berusaha
apabila diperlukan
[

TP
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PELAKSANA MUTU BAKU
Ket
Ho.| WEGLATAW Pemobon/ OrD Kele an Waktu Output .
e OSSRBA | oo | DPMPTSP ngkap
5 |Setelah semua persyaratan telah dipenuhi dan disetujui maka sistem 10 s/d 30 menit Nomor Induk Berusaha

secara otomatis akan :

a Menerbitkan NIB;

b Menerbitkan Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi sesuai dengan
KBLI dan tingkat resikonya;

¢ Menerbitkan Perizinan Berusaha;

d Menerbitkan Perizinan Penunjang lainnya.

(NIB);

Sertifikat Standar yang telah
terverifikasi;

Perizinan Berusaha yang
telah terverifikasi.

Pemohon :
a Mencetak Sertifikat Standar/ Izin melalui sistem OSS RBA melalui

akun pemohon;

b Wajib memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan pada sistem OSS
RBA.

C ]

‘ Selesai '

10 menit

Nomor Induk Berusaha

(NIB);

Sertifikat Standar yang telah
terverifikasi;

Perizinan Berusaha yang
telah terverifikasi;
Perizinan berusaha
penunjang lainnya.
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Nomor SOP 067/028/DPMPTSP-LP2N/X1/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi P N

Tanggal Efektif 06 Fegedibt B2

Disahkan oleh &Y Kepaln ’p{ VIPTSP Prov. Kaltim

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Sektor Perdagangan (OSS-RBA)

Kualifikasi pelaksana

Dasar Hukum

16

17
18

19

20
21
22

23

24

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian ;

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu
Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64 /M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Dan
Jumlah Tenaga Kerja Dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri;

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha

Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara

Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan

Peraturan Gubf:mur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan

1

2

kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait.

Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;
Memahami peraturan perundang-

Prosedur yang berlaku;
Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan

undangan dan Standar Operasional

perizinan;
Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian

perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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Nomor SOP 067/028 /DPMPTSP-LP2N/XI/2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 06 Desember 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP Perizinan Berusaha Sektor Perdagangan (OSS-RBA)

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
o Alat Tulis dan penunjang lainnya

3 Komputer/Printer/Scanner

4 Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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PELAKSANA MUTU BAKU
No.| KEGIATAN Pemohon/ OPD Ket.
Pel 0SS RBA TEKNIS DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output
1 |a Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) ; Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan 1 NIB (perizinan berusaha| 1 Setiap hari kerja sesuai dengan jam
Mulai 1 Data administrasi umum; Senin-Kamis 08.00-15.00 yang tidak memerlukan pelayanan kantor secara tatap
b Mengisi data pelaku usaha dan data usahanya ke dalam sistem OSS ( ) 2 Data administrasi teknis; WITA persyaratan dasar); muka;
RBA. 3 Data pendukung lainnya. 2 Sertifikat  standar vyang| 2 Setiap hari secara online melalui
| = R SR - [ ISP SURNUR (RN [ N Juma't 08.00-11.00 WITA belum terverifikasi; 088.g0.id;
Memasukkan permohonan perizinan berusaha ke dalam sistem OSS 3 Perizinan berusaha yang Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
RBA sesuai dengan KBLI yang berlaku; belum terverifikasi; tentang Cipta Kerja;
4 Sertifikat standar terbit| 3 Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
d Memilih kewenangan penerbitan sertifikat standar/ perizinan berusaha dengan pernyataan mandiri. tahun 2021 tentang
sesuai dengan KBLI yang dipilih; Penyelenggaraan Perizinan
— 4 Berusaha Berbasis Resiko dan
e Melakukan upload persyaratan sebagaimana pada sistem OSS RBA; _)I':___P’_ Lampirannya;
5 Jenis Perizinan sesuai dengan
f Mengisi kembali pemenuhan persyaratan apabila permohonan Pergub 31 tahun 2022 tentang
tersebut dikembalikan oleh OPD teknis melalui sistem OSS RBA. Perubahan Atas Pergub 8 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2 |Sistem OSS RBA akan menyimpan data permohonan pemohon. Sistem Dokumen yang akan diupload Sesuai kebutuhan dan 1 Data Pelaku Usaha,
0SS RBA akan : terdiri atas : keperluan pemohon 2 Data Bidang/Badan Usaha;
a Menyeleksi kriteria usaha; 1 Data administrasi umum; 3 Pernyataan Mandiri;
b Menyeleksi besaran modal; 2 Data administrasi teknis; 4 Sertifikat fStandlar yang
¢ Menyeleksi kebutuhan PKKPR D/L; 3 Data pendukung lainnya. bc]urln terverifikasi;
d Menyeleksi kebutuhan izin lingkungan; Ij 5 Perizinan I:_lems&_aha yang
¢ Menyeleksi tingkat resiko; g — belum terverifikasi.
f Menyeleksi kewenangan sesuai dengan KBLI yang dipilih oleh
pemohon;
g Meneruskan permohonan ke OPD Teknis untuk diverifikasi
pemenuhan persyaratannya.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA dengan cara : Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan dan | 1 Persetujuan Pemenuhan| 1 Dapat dilakukan verifikasi
a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang diupload terdiri atas :_ ) ) ] NSPK masing OPD Teknis Persyaratan; lapangan apabila diperlukan
oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum; 1;Data adml.nf:“maf umu.ru, - p .
b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila 2 Data administrasi l.lckms; 2 Surat Kc.tcrangan /2 Da.pm dilakukan konfirmasi atau
diperlukan; g 3 Data pendukung lainnya. Rekomsendas1 /Blcnla Acara ll.ccjclasa.n 1(;hm dkclungkagan data
% P jus angsun, epada mohon yan
¢ Melaku_ka.n pcngccttkan dan persetujuan tcrhafiap data persy aratan l/’cmcnu‘::r: :=:fv$iu1:2 da;;at dgilaku!l;in scpg?ara onli:):c :’;
yang diupload apabila pemenuhan persyaratan tidak sesuai; yang diupload pada Sistem offline
0SS RBA.
d Melakukan  penolakan/persetujuan/ pengembalian  permobonan| | | | %X | ||
apabila data upload pemenuhan persyaratan tidak sesuai; ﬁdag/
Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem OSS \
e RBA apabila permohonan perizinan berusaha tersebut disetujui. Ya
4 [DPMPTSP melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA terhadap data Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan 1 Surat keterangan| 1 Dapat mengikuti kegiatan verifikasi
pelaku usaha, data usaha dan permohonan yang masuk melalui OSS terdiri atas : persetujuan pemenuhan / pemantauan lapangan
a Melakukan persetujuan permohonan sesuai dengan KBLI nya 1 Data administrasi umum; persyaratan yang diupload| Mengkonfirmasi kembali
berdasarkan surat persetujuan pemenuhan persyaratan yang diupload > 2 Data administrasi teknis; pada sistem OSS RBA|2 kewenangan penerbitan sertifikat
oleh OPD teknis pada sistem 0SS RBA; 3 Data pendukung lainnya; (apabila diperlukan); standar/ perizinan berusaha sesuai
b Memberikan catatan; 4 Surat Rekomendasi Teknis dengan bidang usaha dan KBLI
atau Pertimbangan Teknis dan 2 Persetujuan pemenuhan yang dipilih oleh pemohon baik
______ vt i, ,,—_,— b 3 ; n N . 5
¢ Melakukan penolakan/persetujuan/pengembalian pcrmohonar; e aeare venﬁka\_ql S r‘[(-cEat-ia G0 B WS B0
; : s Lapangan dinas OPD Teknis e
apabila data uploat_i pcmen}]han_ persyaratan tidak sesuai; ) yang diupload pada sistem 0SS 3 Persetujuan Perizinan| 3 Membuat dokumen surat
d Melakukan penerbitan/verifikasi terhadap sertifikat standar/perizinan RBA. Berusaha. keterangan Persetujuan
berusaha; Permohonan persyaratan dan/atau
¢ Melakukan upload dokumen surat keterangan pemenuhan B Tidak Penerbitan  Perizinan  Berusaha

persyaratan apabila diperlukan.

apabila diperlukan
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No. KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon/

Pelanggan

OPD

0SS RBA TEKNIS

DPMPTSP

Kelengkapan

Waktu

Qutput

Ket.

5 |Setelah semua persyaratan telah dipenuhi dan disetujui maka sistem
secara otomatis akan :

a Menerbitkan NIB;

10 s/d 30 menit

Nomor Induk Berusaha

(NIB);

2 Sertifikat Standar yang telah
b Menerbitkan Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi sesuai dengan terverifikasi;
KBLI dan tingkat resikonya; =
¢ Menerbitkan Perizinan Berusaha; 3 Perizinan Berusaha yang
d Menerbitkan Perizinan Penunjang lainnya. telah terverifikasi.
i r Induk Berusaha
Pemohon : 10 mentt : l[“NOI‘;)(')
a Mencetak Sertifikat Standar/ Izin melalui sistem OSS RBA melalui E 2 Sertifikat Standar yang telah
akun pemohon; terverifikasi;
T e e e e o e et e e e e [ e e e S A e T T T T T 3 Perizinan Berusaha yang
b Wajib memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan pada sistem 0SS ‘ Selesai } telah terverifikasy;
RBA.
4 Perizinan berusaha

penunjang lainnya.
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Nomor SOP 067/029/DPMPTSP-LP2N /X1/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu %oLicop

Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Kualifikasi pelaksana

btk ek e et e ek
O A N PO~ DN U R W=

N NNNNNNNDND
QXTI EWON~O

Dasar Hukum

Undang- undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya
Undang-undang nomor 38 tahun 2004 tentang jalan

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tenang pajak daerah dan retribusi daerah
Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang sumber daya air

Undang -undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/Prt/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/Prt/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Perencanaan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Cara Perizinan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Carapelayanan
Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/Se/M/2011 Tentang Tata Cara Penyewaan Tanah Dan

1

2

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /

Hukum/ yang sesuai;
Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional

Prosedur yang berlaku;
Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan

perizinan;
Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasal pengoperasian

perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.

w
(=
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Nomor SOP 067/029/ DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Ter Sa int
S — Pa‘_l“_ tu Pintu Nama SOP Perizinan Berusaha Sektor PUPR (OSS-RBA)
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan
Dasar Hukum
31 Peraturan Daecrah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengelolaan Pencemaran Air
32 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan
33 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
34 Per:aturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin Dan Non
“P'er}mr_lan Di Bidang Penanaman Modal, Perindustrian, Pendidikan, Pertanian Dan Tanaman Pangan, Pertanahan,
35 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penvelenggaraan Pelavanan Terpadu Satu
36 Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam mengatur perizinan & nonperizinan di bidang teknis / sektor terkait.
Kete‘rkflitan ‘ Peralatan iperlen%kapan
1. SOP Rapat Eksternal 1 Lembar Kerja / Kencana Kerja dan Anggaran ;
9 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner
4 Jaringan Internet
P'eringatan_ Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan| - Disimpan sebagai data manual dan elektronik
pfelangg.a.n / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur
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PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN
';:ml o] 0SS RBA ‘I‘EO:I,:IS DPMPTSP Kelengkapan Walktu Output Ket.
1 |a Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) ; Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan 1 NIB (perizinan berusaha| 1 Setiap hari kerja sesuai dengan jam
. Mulai 1 Data administrasi umum, Senin-Kamis 08.00-15.00 yang tidak memerlukan pelayanan  kantor secara tlatap
b Mengisi data pelaku usaha dan data usahanya ke dalam sistem OSS 2 Data administrasi teknis; WITA persyaratan dasar); muka;
KB, 3 Data pendukung lainnya. 2 Sertifikat standar  yang| 2 Setiap hari secara online melalui
e e e e e D e e i Juma't 08.00-11.00 WITA belum terverifikasi; 0s8.g0.id;
Memasukkan permohonan perizinan berusaha ke dalam sistem OSS 3 Perizinan berusaha yang| Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
RBA sesuai dengan KBLI yang berlaku; belum terverifikasi; tentang Cipta Kerja;
4 Sertifikat standar terbit| 3 Jenis Perizinan scsuai dengan PP 5
d Memilih kewenangan penerbitan sertifikat standar/perizinan berusaha dengan pernyataan mandiri. tahun 2021 tentang
sesuai dengan KBLI yang dipilih; Penyelenggaraan Perizinan
Ll 4 Berusaha Berbasis Resiko dan
e Melakukan upload persyaratan sebagaimana pada sistem OSS RBA; _)E IS Lampirannya;
5 Jenis Perizinan sesuai dengan
f Mengisi kembali pemenuhan persyaratan apabila permohonan Pergub 31 tahun 2022 tentang
tersebut dikembalikan oleh OPD teknis melalui sistem OSS RBA. Perubahan Atas Pergub 8 Tahun|
2021 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2 |Sistem OSS RBA akan menyimpan data permohonan pemohon. Sistem Dokumen yang akan diupload Sesuai kebutuhan dan 1 Data Pelaku Usaha;
OSS RBA akan : terdiri atas : keperluan pemohon 2 Data Bidang/Badan Usaha;
a Menyeleksi kriteria usaha; 1 Data administrasi umum; 3 Pernyataan Mandiri;
b Menyeleksi besaran modal; 2 Data administrasi teknis; 4 Sertifikat  Standar  yang
¢ Menyeleksi kebutuhan PKKPR D/L; 3 Data pendukung lainnya. belum terverifikasi;
d Menyeleksi kebutuhan izin lingkungan; J_j 5 Perizinan Berusaha yang
e Menyeleksi tingkat resiko; | - belum terverifikasi.
f Menyeleksi kewenangan sesuai dengan KBLI yang dipilih oleh
pemohon;
g Meneruskan permohonan ke OPD Teknis untuk diverifikasi
pemenuhan persvaratannya.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA dengan cara : Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan dan | 1 Persetujuan Pemenuhan| 1 Dapat dilakukan verifikasi
a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang diupload terdiri atas:. ) ) NSPK masing OPD Teknis Persyaratan; lapangan apabila diperlukan
oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum; (1 Data administrasi umum, . ) )
b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila N 2 Data administrasi tfekms; 2 Surat Kt?lcranglan /2 Da‘pat dilakukan konfirmasi atau
diperlukan; 3 Data pendukung lainnya. Rekomendasi /Berita Af:a.ra kejelasan dan kelengkapan data
¢ Melakukan pengecekan dan persetujuan terhadap data persyaratan "', gurat i:crsctujuan 1angsung' kepada, ‘pemphon _yang
vang diupload apabila pemenuhan persyaratan tidak sesuai; I emcnghan Persyaratan dap.ﬂt dilakukan secara online /
' yang diupload pada Sistem offline
e e, S 0SS RBA.
q Wik~ peralaan] perschuan pengenbaian — permenenan] 1T KT T
apabila data upload pemenuhan persyaratan tidak sesuai; Tida
Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem 0SS \
¢ RBA apabila permohonan perizinan berusaha tersebut disetujui. Ya
4 |DPMPTSP melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA terhadap data Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan 1 Surat keterangan| 1 Dapat mengikuti kegiatan verifikasi
pelaku usaha, data usaha dan permohonan yang masuk melalui OSS terdiri atas : persetujuan pemenuhan / pemantauan lapangan
a Melakukan persetujuan permohonan sesuai dengan KBLI nya 1 Data administrasi umum; persyaratan yang diupload Mengkonfirmasi kembali
berdasarkan surat persetujuan pemenuhan persyaratan yang diupload 2 Data administrasi teknis; pada sistem OSS RBA|2 kewenangan penerbitan  sertifikat
oleh OPD teknis pada sistem OSS RBA; 3 Data pendukung lainnya; (apabila diperlukan); standar/ perizinan berusaha sesuai
b Memberikan catatan; 4 Surat Rekomendasi Teknis dengan bidang usabha dan KBLI
atau Pertimbangan Teknis dan 2 Persetujuan pemenuhan vang dipilih oleh pemohon baik
i iy iy e G e s I (N T LW RerapAmata KRN e, S Rerle HER
abila s 1e Aapan, inas ‘eleni £
P :11::: o l:iﬂar:a pEE::i?mp;;]:;?;]ﬁE;[;iﬁﬁ?:;a; :gl;li(q?c:;?d“/ Y. yang diupload pada sistem OSS 3 Persetujuan Perizinan| 3 Membuat dokumen sprat
U ’ e Aty pe RBA. Berusaha. keterangan Persetujuan
e Mclakuka’n upload  dok - idak Permohonan persyaratan dan/atau
pload  dokumen  surat keterangan  pemenuhan 1 Penerbitan  Perizinan  Berusaha
persyaratan apabila diperlukan. ke apabila diperlukan
[
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No. KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU
Pemohon/ OPD Kele an Waktu Output
Pianggin 0SS RBA TERNIS DPMPTSP ngkap

Ket.

Setelah semua persyaratan telah dipenuhi dan disetujui maka sistem
secara otomatis akan :

a Menerbitkan NIB;

10 s/d 30 menit

Nomor Induk Berusaha

(NIB);

. » ; g 2 Sertifikat Standar yang telah
b Menerbitkan Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi sesuai dengan — terverifikasi;
KBLI dan tingkat resikonya;
[ Mcnerbitkan Per?zinan Berusgha; ) 3 Perizinan Berusaha yang
d Menerbitkan Perizinan Penunjang lainnya. telah terverifikasi.
PR 10 menit 1 Nomor Induk Berusaha
fc (NIB);
a Mencetak Sertifikat Standar/ Izin melalui sistem OSS RBA melalui 2 Sertifikat Standar yang telah
akun pemohon; » 5
terverifikasi;
T e T 3 Perizinan Berusaha yang
b Wajib memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan pada sistem 0SS ( setesai ) telah terverifikasi;
RBA.
4 Perizinan berusaha

penunjang lainnya.
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Nomor SOP 067/030/DPMPTSP-LP2N/X1/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu g e e

Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

aatan Ruas Bekas Sungai
ewenangan Provinsi melalui

Kualifikasi pelaksana

1

L oOo~NOuh N

10

Dasar Hukum

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tenang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 Tentang penyelenggara Perizinan Di Daerah

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Cara Perizinan
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Carapelayanan
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengelolaan Pencemaran Air

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin Dan Non

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /

2

3

Hukum/ yang sesuai;
Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional

Prosedur yang berlaku;
Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan

perizinan; . .
Mampu mengoperasikan komputer {memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/030/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

06 Desember 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Pelayanan Izin Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai
Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi melalui
E-PTSP

Dasar Hukum

31 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
32 Undang-Undang Dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. S0P Rapat Eksternal

1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
9 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner

4 Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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PELAKSANA

KEGIATAN

Pemohon/
Pelanggan

OPD TEKNIS

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemochon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis
perizinannya;
¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam

aplikasi E-PTSP;

Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka;
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

2 |Petugas FO akan melakukan pengecekan : 'j Dokumen yang akan diupload| Sesuai kebutuhan
a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E- |: terdiri atas : dan keperluan
PTSP; 1 Data administrasi umum, pemohon
b Apabila dirasa belum sesuai r;aian_;e_urg;s_-ﬁo_ _d;};i? I A i E e Y R :ga:a adn’:jm;f.tras; t.ekms,
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi R =
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:
¢ Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;
d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi ;s;-h;d;p pc-;nToTlc;'lZn-
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan 1 Persetujuan Pemenuhan 1 Dapat dilakukan verifikasi lapangan
cara : terdiri atas : kebutuhan dan NSPK Persyaratan; apabila diperlukan .
B — . " 5 : 2 Dapat dilakukan konfirmasi  atau
a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang 1 Data adm%n{stras? uraLmy masing OPD Teknis kejelasan dan kelengkapan data langsung
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum; I le 2 Data administrasi teknis; 2 Surat Keteravgan/. kepada pemohon yang dapat dilakukan
b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila — 3 Data pendukung lainnya. Rekomendasi/Berita Acara/ secara online / offline
Surat Persetujuan 3 Waktu proses perizinan di DPMPTSP

¢ diperlukan;

— Melakukan penolakan/persetujvan/pengembalian____ _ _
d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permochonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Ya

Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem
E-PTSP.

akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan  persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/ rekomendasi/ pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP
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PELAKSANA MUTU BAKU
KEG! Ket.
e TN Pemahen] OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
Pelanggan
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang I Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
terdiri atas : Izin validator serta pejabat

akan :

a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis
pada sistem E-PTSP;

b
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah

¢ dibuat oleh Petugas BO,

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

Tidak

Ya

1 Data administrasi umum,

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya;

4 Surat Rekomendasi Teknis
atau Pertimbangan Teknis
dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

penandatangan berada ditempat

Petugas BO akan :

a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem;
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.

10 s/d 30 menit

Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala Dinas

Petugas FO akan :

a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin
telah terbit;

b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit.

10 s/d 30 menit

1 Surat I[zin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara

elektronik oleh Kepala
Dinas;
2 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.

Pemohon :

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

3

10 menit

Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
elektronik  oleh Kepala
Dinas.
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Nomor SOP 067/031/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Kualifikasi pelaksana

Dasar Hukum

1

O oo~N0uU P WN

Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati Dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tenang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Air Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 Tentang Pengusahaan Sumber Daya Air

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 Tentang penyelenggara Perizinan Di Daerah

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Cara Perizinan
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Carapelayanan
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
Peraturan Daerah No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengelolaan Pencemaran Air

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin Dan Non

1

2

Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /

Hukum/ yang sesuai;
Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional

Prosedur yang berlaku;
Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan

perizinan;
Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian

perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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Nomor SOP 067/031/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Izin Pengalihan Alur Sungai melalui E-

Nama SOP

Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan PTSP
Dasar Hukum
31 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
32 Undang-Undang Dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Rapat Eksternal 1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;

o Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner
4 Jaringan Internet

Peringatan Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan| - Disimpan sebagai data manual dan elektronik

pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur
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PELAKSANA

KEGIATAN

Pemohon/
Pelanggan

OPD TEKNIS

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

a Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

b Pemohon melengkapi sesuai

perizinannya;

persyaratan dengan jenis

¢ Pemohon memasukkan permohonan kedalam

aplikasi E-PTSP;

perizinan

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka;
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Sesuai kebutuhan

2 |Petugas FO akan melakukan pengecekan : Dokumen yang akan diupload
a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E- terdiri atas : den keperiian
PTSP; 1 Data administrasi umum; pemohon
e e e e e e e e e —— D inistrasi is;
b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat 2 Lodsoatiiipisias t(::kms
: 2 3 3 Data pendukung lainnya.
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:
¢ Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;
d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi ;:Fh;c‘l-;; ;e?nToTu;l;n Y
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan Persetujuan Pemenuhan Dapat dilakukan verifikasi  lapangan
earg terdiri atas : kebutuhan dan NSPK Persyaratan; apabila diperlukan .
Dapat  dilakukan  konfirmasi  atau

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila
¢ diperlukan;

d Apabila ditolak maka penolakan akan dlteruskan kembali ke E
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem

E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Ya

1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

masing OPD Teknis

Surat Keterangan/
Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
vang diupload pada Sistem
E-PTSP.

kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline
Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP
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PELAKSANA MUTU BAKU
Ket.
e EEGISTAN Pemohon/ OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
Pelanggan
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang | Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat lzin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : Izin validator serta pejabat
a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai 1 Data administrasi umum; penandatangan berada ditempat
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis 2 Data administrasi teknis;
pada sistem E-PTSP; 3 Data pendukung lainnya;
b 4 Surat Rekomendasi Teknis
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah atau Pertimbangan Teknis
¢ dibuat oleh Petugas BO; dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi yang diupload.
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;
T Repain Simen sk malaieuian nda wangan sekmorie ] T[T
5 [Petugas BO akan : 10 s/d 30 menit Surat Izin / Non lzin yang
i telah ditandatangani secara
a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem; = elektronik oleh Kepala Dinas
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.
6 |Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non Izin yang

a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin
telah terbit;

b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit.

telah ditandatangani secara

elektronik  oleh Kepala
Dinas;
2 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.

Pemohon :

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

10 menit

Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala
Dinas.
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Nomor SOP

067/032/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan

03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

/./f—’_——_"\:h\
06 DMQ\\

Disahkan oleh & Eg ERTSP Prov. Kaltim

A Cr
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR R u
* zwh-Hatjanto, S.STP., M.Si
7 50$101998021001
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Haia SOB Pehwnhan Jalan Milik Provinsi
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan melalu E
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang jalan;
4  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahhan
5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Kota;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan
10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/ M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi;
11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan
12 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
13 Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 622/K.295/2018 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut
14 Undang-Undang Dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan
Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Nonperizinan Di Bidang Teknis / Sektor Terkait;

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /

Hukum/ yang sesuai;

2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional

Prosedur yang berlaku;

3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan

perizinan;

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOF Rapat Eksternal

1 Lembar Kerja /

encana Kerja dan Anggaran ;

2 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner

4 Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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PELAKSANA

MUTU BAKU

KEGIATAN

Pemohon/
Pelanggan

OPD TEKNIS

E-PTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi)
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

untuk dapat melakukan

Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis
perizinannya;
Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam

aplikasi E-PTSP;

Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka;
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Petugas FO akan melakukan pengecekan :
a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E-

PISP;

Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:

Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;

Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonan
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai kebutuhan
dan keperluan
pemohon

OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan
cara :

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang

diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permochonan apabila
¢ diperlukan;

— Melakukan penolakan/persetujuan/pengembalian_ _ _ _ __ |
d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E

PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem

E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Ya

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai dengan
kebutuhan dan NSPK
masing OPD Teknis

1 Persetujuan Pemenuhan
Persyaratan;

2 Surat Keterangan/

Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
vang diupload pada Sistem
E-PTSP.

Dapat dilakukan verifikasi lapangan
apabila diperlukan
Dapat  dilakukan  konfirmasi  atau

kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline

Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan  persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ Ket.
Pelanggan OFD TERNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
4 |Apabila disetujui maka permochonan akan masuk ke BO yang | Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : Izin validator serta pejabat

a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis
pada sistem E-PTSP;

b
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft vang telah

c¢ dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya;

4 Surat Rekomendasi Teknis
atau Pertimbangan Teknis
dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

penandatangan berada ditempat

Petugas BO akan :

a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem;
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.

10 s/d 30 menit

Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala Dinas

Petugas FO akan :

a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin
telah terbit;

b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit.

10 s/d 30 menit

Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara

elektronik oleh Kepala
Dinas;
Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.

Pemohon :

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

10 menit

Surat Izin / Non Izin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala
Dinas.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/033/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

. S.STP., M.Si
NIP. 197968//01998021001

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

\ & 2
Perizwor Transportasi (OSS-RBA)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

e e
m_pwwHO\OCO“Q@(ﬂ-bOJI\JD—‘
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait.

perizinan;

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;
2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional

Prosedur yang berlaku;
3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan,
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Nomor SOP 067/033/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Hioms Feaananian Mads da.n Felayamamn Terpat-iu. D, u Nama SOP Perizinan Berusaha Sektor Transportasi (OSS-RBA)
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOF Rapat Eksternal

Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
Alat Tulis dan penunjang lainnya
Komputer/Printer/Scanner

Jaringan Internet

H WK~

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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PELAKSANA MUTU BAKU
No.| KEGIATAN Pemohon/ OPD Ket.
Pel 0SS RBA TEKNIS DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output
1 |a Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) ; Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan 1 NIB (perizinan berusaha| 1 Setiap hari kerja sesuai dengan jam
T 1 Data administrasi umum; Senin-Kamis 08.00-15.00 yang tidak memerlukan pelayanan kantor secara tatap

b Mengisi data pelaku usaha dan data usahanya ke dalam sistem 0SS ( ) 2 Data administrasi teknis; WITA persyaratan dasar); muka;

RBA. 3 Data pendukung lainnya. 2 Sertifikat  standar yang| 2 Setiap hari secara online melalui

R Ty ) [ | e ey (S Juma't 08.00-11.00 WITA belum terverifikasi; 0ss.go.id;

¢ Memasukkan permohonan perizinan berusaha ke dalam sistem OSS 3 Perizinan berusaha yang Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
RBA sesuai dengan KBLI yang berlaku; belum terverifikasi; tentang Cipta Kerja;

4 Sertifikat  standar  terbit| 3 Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5

d Memilih kewenangan penerbitan sertifikat standar/perizinan berusaha dengan pernyataan mandiri. tahun 2021 tentang
sesuai dengan KBLI yang dipilih; Penyelenggaraan Perizinan

H 4 Berusaha Berbasis Resiko dan

e Melakukan upload persyaratan sebagaimana pada sistem OSS RBA; _)EJ Lampirannya;

5 Jenis Perizinan sesuai dengan

f Mengisi kembali pemenuhan persyaratan apabila permohonan Pergub 31 tahun 2022 tentang
tersebut dikembalikan oleh OPD teknis melalui sistem OSS RBA. Perubahan Atas Pergub 8 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2 |Sistem OSS RBA akan menyimpan data permohonan pemohon. Sistem Dokumen yang akan diupload Sesuai kebutuhan dan 1 Data Pelaku Usaha;

0SS RBA akan : terdiri atas : keperluan pemohon 2 Data Bidang/Badan Usaha;

a Menyeleksi kriteria usaha; 1 Data administrasi umum; 3 Pcrn:yataan Mandiri;

b Menyeleksi besaran modal; 2 Data administrasi t-cknis; 4 Sertifikat fStand.ar yang

¢ Menyeleksi kebutuhan PKKPR D/L; 3 Data pendukung lainnya. belum terverifikasi;

d Menyeleksi kebutuhan izin lingkungan; Jj S Perizinan I.?erustIaha yang

e Menyeleksi tingkat resiko; belum terverifikasi.

f Menyeleksi kewenangan sesuai dengan KBLI yang dipilih oleh
pemohon;

g Meneruskan permohonan ke OPD Teknis untuk diverifikasi
pemenuhan persyaratannya.

3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA dengan cara : Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan dan| 1 Persetujuan Pemenuhan| 1 Dapat dilakukan verifikasi

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan vang diupload terdiriatas : . B NSPK maaing OFD'Teknis Pergyaratar; lapat e apabila. diperiukan
oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum; 1-Data adm*n*alrasl UL, - ”

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permobonan apabils >|j 2 Data administrasi l.ckms; 2 Surat theranglan /12 Da.pat dilakukan konfirmasi atau
diperlukan; L 3 Data pendukung lainnya. Rekomendasi /Berita Acara kejelasan dan kelengkapan data
Melak kan, kan d 5 hadap d 5 / Surat Persetujuan langsung kepada pemohon yang

£ e DeRgegsiar: GanpeIsciuyan. fexiadap ata persyaratan Pemenuhan Persyaratan dapat dilakukan secara online /
yang diupload apabila pemenuhan persyaratan tidak sesuai; yang diupload pada Sistem offline

0SS RBA.
d Melakukan penolakan/ persetujuan/pengembalian —pFrEJEanI - it i il S
apabila data upload pemenuhan persyaratan tidak sesuai; Tldak/
Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem OSS \
e RBA apabila permohonan perizinan berusaha tersebut disetujui. Ya
4 |DPMPTSP melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA terhadap data Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan 1 Surat keterangan| 1 Dapat mengikuti kegiatan verifikasi
pelaku usaha, data usaha dan permohonan yang masuk melalui OSS terdiri atas : persetujuan pemenuhan / pemantauan lapangan

a Melakukan persetujuan permohonan sesuai dengan KBLI nya 1 Data administrasi umum; persyaratan yang diupload| Mengkonfirmasi kembali
berdasarkan surat persetujuan pemenuhan persyaratan yang diupload 2 Data administrasi teknis; pada sistem OSS RBA| 2 kewenangan penerbitan sertifikat
oleh OPD teknis pada sistem OSS RBA; 3 Data pendukung lainnya; (apabila diperlukan); standar/ perizinan berusaha sesuai

b Memberikan catatan; 4 Surat Rekomendasi Teknis dengan bidang usaha dan KBLI

atau Pertimbangan Teknis dan 2 Persetujuan pemenuhan vang dipilih oleh pemohon baik

___________________ Y —— | —————— i (e | W g e s S [ B 2 5 B! s pada pemohon atau kepada OPD

¢ Melakukan penolakan/persetujuan/ pengembalian permohonan IB,(:;!&:?'igan 3:’:;: OPDV c‘.—;.g::ﬂ?; TR ;{‘Zﬁis = P
apabila data upload pemenuhan persyaratan tidak sesuai; yang diupload pada sistem OSS 3 Persetujuan Perizinan| 3 Membuat dokumen surat

d Melakukan penerbitan/verifikasi terhadap sertifikat standar/perizinan RBA Berusaha. keterangan Persetujuan
berusaha; ’ Permohonan persyaratan dan/atau

e Melakukan upload dokumen surat keterangan pemenuhan v Tidak Penerbitan  Perizinan Berusaha
persyaratan apabila diperlukan. N apabila diperlukan

[
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PELAKSANA MUTU BAKU
No.| KEGIATAN Pemohon/ oPD et
Kel an Waktu Output
e OSSRBA | ..o | DPMPTSP enghkap utpw
5 |Setelah semua persyaratan telah dipenuhi dan disetujui maka sistem 10 s/d 30 menit Nomor Induk  Berusaha
secara otomatis akan : (NIB);
a Menerbitkan NIB; 3
b Menerbitkan Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi sesuai dengan 3 :scruﬁ.l[c_a}:ﬂSEandar yanEIclan.
KBLI dan tingkat resikonya; II | SR
¢ Menerbitkan Perizinan Berusaha; Perizinan Berusaha yang
d Menerbitkan Perizinan Penunjang lainnya. telah terverifikasi.
6 {Pemohon : 10 menit Nomor Induk  Berusaha

a Mencetak Sertifikat Standar/ lzin melalui sistem OSS RBA melalui
akun pemohon;

b Wajib memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan pada sistem 0SS
RBA.

3

' Selesai '

(NIBY;

Sertifikat Standar yang telah
terverifikasi;

Perizinan Berusaha yang
telah terverifikasi;
Perizinan berusaha
penunjang lainnya.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/034/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 06 DeseTRar 3022

DREMPTSP Prov. Kaltim

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Disahkan oleh Kepals
S XN\
-~ )
= a ";I -
a, mi_w_gl arjanto, S.STP., M.Si
* —1975)8101998021001

RAaV3 Provinsi (KPIT) (Ferry
Peny anga elalui E-PTSP

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

OO0 U P WN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait.

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;

2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;

3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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PELAKSANA

MUTU BAKU

KEGIATAN

Pemohon/
Pelanggan

OPD TEKNIS

E-PTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

a Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis
perizinannya;
¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam

aplikasi E-PTSP;

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka;
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Petugas FO akan melakukan pengecekan :
a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E-

b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:

¢ Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;

d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonan

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai kebutuhan
dan keperluan
pemohon

dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan Tidak
diteruskan kepada dinas teknis.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan 1 Persetujuan Pemenuhan Dapat  dilakukan verifikasi lapangan
cara : terdiri atas : kebutuhan dan NSPK Persyaratan; apabila d‘PFrlukﬂn )
Dapat  dilakukan  konfirmasi  atau

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila

c diperlukan;

_ Melakukan penolakan/persetujuan/pengembalian_ . |

d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E

PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang

kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari

dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem

E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut

disetujui.

1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

masing OPD Teknis

2 Surat Keterangan/

Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem
E-PTSP.

kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline
Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan  persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP
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PELAKSANA MUTU BAKU
KEG Ket.
Ne WIAK Pedubion OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
Pelanggan
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang I Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
terdiri atas : Izin validator serta pejabat

akan :

a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis
pada sistem E-PTSP;

Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah
c dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

1 Data administrasi umum,;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya;

4 Surat Rekomendasi Teknis
atau Pertimbangan Teknis
dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

penandatangan berada ditempat

Surat Izin / Non lzin yang

5 |Petugas BO akan : 10 s/d 30 menit
ool . telah ditandatangani secara
a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem; — elektronik oleh Kepala Dinas
b Meneruskan proses perizinan kepada FO. 1 I
6 [Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin E]kanik oleh  Kepala
telah terbit; Dinas;
b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum 2 Indeks Kepuasiirf
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.
7 |Pemohon : 10 menit Surat Izin / Non lzin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon,

telah ditandatangani secara
elektronik  oleh Kepala
Dinas.
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Nomor SOP 067/035/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 06 Deﬁmﬁ\

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

) 01998021001
2 - -
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kartu A Trayek Kapal Angkutan
Nama SOP 2 )
Sungai da 1T) melalui E-PTSP

Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Kualifikasi pelaksana
Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /

Hukum/ yang sesuai;
2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional

Prosedur yang berlaku;

3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.

Dasar Hukum
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP

067/035/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan

03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

06 Desember 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Kartu Pengawasan Izin Trayek Kapal Angkutan
Sungai dan Danau (KPIT) melalui E-PTSP

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Rapat EKsternal

1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya

3 Komputer/Printer/Scanner
4

Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan 8 percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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PELAKSANA MUTU BAKU
N KEG! Ket.
5 IATAN Pemohosn/ OFD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output =
Pelanggan
1 |Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan - Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan Nomor Resi Pendaftaran 1 Setiap hari kerja sesuai dengan jam
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP Mu?a' 1 Data administrasi umum;, 24 Jam x 5 hari kerja pelayanan kantor secara tatap muka;
2 Data administrasi teknis; (Senin - Jumat) Setiap hari secara online melalui (E-
STl T e T T T 1T 3 Data pendulcung lainnys. B PYSFALISERLR GRIR)
akan dimohonkan: Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
: 3 tentang Cipta Kerja;
b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis Jenin Perizinan -sesual dengan FP 5
rizinannya; 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
= ’ Ej Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam dan.Lam]?n?annya; ;
aplikasi E-PTSP; 5 Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
’ 31 tahun 2022 tentang Perubahan
P 1
d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi Qtis el:rgub 8 '[‘aPl::; ai(fn ;::t::f
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran. . .nggaraan 4 B
Satu Pintu.
2 |Petugas FO akan melakukan pengecekan : Dokumen yang akan diupload| Sesuai kebutuhan
a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E- terdiri atas : dan keperluan
PTSP; 1 Data administrasi umum; pemohon
ot i e e ol o o ] —l——t——— 2 Data administrasi teknis;
pabila 11-'asa um sesuai makan petugas F j apatl 3 Data pendukung lainnya.
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:
¢ Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;
d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonan| |
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan 1 Persetujuan Pemenuhan 1 Dapat C!ilﬂkllkﬂﬂ verifikasi  lapangan
cara : terdiri atas : kebutuhan dan NSPK Persyaratan; . aDpabltla d‘é’;rrk:n T ) .
. . s . . . . 4 apa aKukan onfirmasi atau
a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang éDatﬂ adm{n&stras! urll:u-m.’ masing OPD Teknis - " kejelasan dan Kelengkspan data langsung
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum; | le Data administrasi tf’ 118, urat etera;:lgan{ kepada pemohon yang dapat dilakukan
b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila —-! 3 Data pendukung lainnya. Rekomendam{ Berita Acara/ secara online / offline
¢ diperlukan; Surat Persetujuan 3 Waktu proses perizinan di DPMPTSP)
Melakukan penolakan /persetuiuan/pengembalian Pemenuhan Persyaratan akan berhenti waktu proses perizinan di
d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E B 7 yang diupload pada Sistem DpMm& s;]:]ank t)::ili‘:::utﬂgfiga u:f;:
5SS T e ~
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang E-PTSP. E:;:::‘:buk ai‘ pcr;etujuan/rckumcndasi/
k§mudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari L\ Tatad pertimbangan/advis teknis dan waktu
dinas teknis; i proses akan berlanjut kembali setelah
e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem / persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut Ya / advis teknis diterima oleh DPMPTSP
disetujui.
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PELAKSANA MUTU BAKU
N KEGIAT. Ket.
& AN Pemohon/ OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output €
Pelanggan
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang I Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : Izin validator serta pejabat

a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis
pada sistem E-PTSP;

b
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah

¢ dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya;

4 Surat Rekomendasi Teknis
atau Pertimbangan Teknis
dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

penandatangan berada ditempat

Petugas BO akan :

a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem;
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.

10 s/d 30 menit

Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala Dinas

6 |Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elektronik  oleh Kepala
telah terbit; Dinas;

b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum 2 Indeks Kepuasan
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yang diisi

oleh pemohon.
7 |Pemohon : 10 menit Surat Izin / Non lzin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

‘ Selesai ’

telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala
Dinas.
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Nomor SOP 067/036/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi A
Tanggal Efektif epiper 20224,

Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
3 <
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu S e pehngemsah Izin Crossing /
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Perlinta elalui E-PTSP
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Hukum/ yang sesuai;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja; 2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan; Prosedur yang berlaku;
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Menajeman Rekayasa, Analisis Dampak Serta Menajemen | 3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
10 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Lalu
11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pedoman
14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi;
15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan
16 Peraturan Menteri Perhubungan 17 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
17 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
18 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan
19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
20 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
21 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Jalan
22 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
23 Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 622/K.295/2018 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan
24 Undang-Undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait.

3
4
5
6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik;
7
8
9
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP

067/036/DPMPTSP-LP2N/X1/2022

Tanggal Pembuatan

03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

06 Desember 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Pelayanan Perizinan Berusaha Izin Crossing /
Perlintasan Jalan melalui E-PTSP

Keterkaitan

Peralatan/perle kapan

1. SOF Rapat Eksternal

1 Lembar Kerja encana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya

3 Komputer/Printer/Scanner
4

Jaringan Internet

"Perillgatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perckonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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PELAKSANA

MUTU BAKU

KEGIATAN

Pemohon/
Pelanggan

OPD TEKNIS

E-PTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

a Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis
perizinannya;

¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam
aplikasi E-PTSP;

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka;
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5

4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya,

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Petugas FO akan melakukan pengecekan :

a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E-
PTSP;

b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:

¢ Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;

d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi E:h:;cap permohonan
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.

e e e e e e e e

Tidak

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai kebutuhan
dan keperluan
pemohon

OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan
cara :

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila
¢ diperlukan;

— Melakukan penplakan/persetujvan/pengembalian_
d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Ya

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai dengan
kebutuhan dan NSPK
masing OPD Teknis

1 Persetujuan Pemenuhan
Persyaratan;

2 Surat Keterangan/

Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem
E-PTSP.

Dapat dilakukan verifikasi lapangan
apabila diperlukan

Dapat  dilakukan konfirmasi atau
kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline

Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP
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PELAKSANA MUTU BAKU
KEG Ket.
N ATAN Peniohon/ OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
Pelanggan
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang I Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
terdiri atas : Izin validator serta pejabat

akan :
a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai

dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis
pada sistem E-PTSP;
b
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah
¢ dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya;

4 Surat Rekomendasi Teknis
atau Pertimbangan Teknis
dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

penandatangan berada ditempat

Petugas BO akan :

a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem;
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.

10 s/d 30 menit

Surat [zin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala Dinas

Petugas FO akan :

a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin
telah terbit;

b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit.

10 s/d 30 menit

1 Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara

elektronik  oleh Kepala
Dinas;
2 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.

Pemohon :

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

‘ Selesai '

10 menit

Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala
Dinas.
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Nomor SOP 067/037/DPMPTSP-LP2N/XI1/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi A D X
Tanggal Efektif emBer 2022,

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

) - =. _:,_1
NI “
N e
Nama SOP Penszktor Kesehatan Obat dan
Makanan (

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

Lo~ w; P Wi

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata naskah Dinas;
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait.

1

2

Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /

Hukum/ yang sesuai;
Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional

Prosedur yang berlaku;
Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan

perizinan;
Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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Nomor SOP 067/037/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 06 Desember 2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Naiia SOP Perizinan Berusaha Sektor Kesehatan Obat dan
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Makanan (OSS-RBA)
Keterkaitan Peralatan/perle nékapan

1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;

2 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner
4 Jaringan Internet

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan| - Disimpan sebagai data manual dan elektronik
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur
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PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Pemohon/ OPD Ket.
Kel
Pe 0SS RBA TEKNIS DPMPTSP elengkapan Waktu Output
1 |a Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) ; Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan 1 NIB (perizinan berusahal 1 Setiap hari kerja sesuai dengan jam
Mulai 1 Data administrasi umum, Senin-Kamis 08.00-15.00 yang tidak memerlukan pelayanan kantor secara tatap
b Mengisi data pelaku usaha dan data usahanya ke dalam sistem OSS 2 Data administrasi teknis; WITA persyaratan dasar); muka;
RBA. 3 Data pendukung lainnya. 2 Sertifikat  standar  yang| 2 Setiap hari secara online melalui
o ORI [N SR S | S Juma't 08.00-11.00 WITA belum terverifikasi; 0ss.g0.id;
Memasukkan permohonan perizinan berusaha ke dalam sistem OSS 3 Perizinan berusaha yang Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
RBA sesuai dengan KBLI yang berlaku; belum terverifikasi; tentang Cipta Kerja;
N 4 Sertifikat standar  terbit| 3 Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
d Memxl_lh kewenangan penerbitan sertifikat standar/perizinan berusaha dengan pernyataan mandiri. tahun 2021 tentang
sesuai dengan KBLI yang dipilih; Penyelenggaraan Perizinan
H 4 Berusaha Berbasis Resiko dan
e Melakukan upload persyaratan sebagaimana pada sistem OSS RBA; { I~ Lampirannya;
5 Jenis Perizinan sesuai dengan
f Mengisi kembali pemenuhan persyaratan apabila permohonan Pergub 31 tahun 2022 tentang
tersebut dikembalikan oleh OPD teknis melalui sistem OSS RBA. Perubahan Atas Pergub 8 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2 |Sistem 0SS RBA akan menyimpan data permohonan pemohon, Sistem Dokumen yang akan diupload Sesuai kebutuhan dan 1 Data Pelaku Usaha;
0SS RBA akan : terdiri atas : keperluan pemohon 2 Data Bidang/Badan Usaha;
a Menyeleksi kriteria usaha; 1 Data administrasi umum; 3 Pernyataan Mandiri;
b Menyeleksi besaran modal; 2 Data administrasi teknis; 4 Sertifikat ~ Standar  yang
¢ Menyeleksi kebutuhan PKKPR D/L; 3 Data pendukung lainnya. belum terverifikasi;
d Menyeleksi kebutuhan izin lingkungan; J_j 5 Perizinan Berusaha yang
e Menyeleksi tingkat resiko; L belum terverifikasi.
f Menyeleksi kewenangan sesuai dengan KBLI yang dipilih oleh
pemohon;
g Meneruskan permohonan ke OPD Teknis untuk diverifikasi
pemenuhan persyaratannya.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA dengan cara : Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan dan | 1 Persetujuan Pemenuhan| 1 Dapat dilakukan verifikasi
a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang diupload ’icr[;tm Btgs . . § BRELandgeliens Permyaraian; tapangen-apate;fipeCukan
e pemohonapalesh telascsuat atan belgny 4 St admmfsras{ s 2 Surat  Ketera /| 2 Dapat dilakukan konfirmasi atau
b Melakukan verifikasi la terhada, hon. abils ‘*rj 52 BPTIIILGAR E0 ) e £ nEgan o (tes {rmas
diperlukan; pangas = P pEmoneral Hpdiil g . 3 Data pendukung lainnya. Rekomendasi [Berita Acara kejelasan dan kelengkapan data
¢ Melakukan pengecekan dan persetujuan terhadap data persyaratan {, Sl;rﬂt f:c:rsc’lu_mt:n l;mgslm:;;.m:eiada pe‘mohnn li .
yvang diupload apabila pemenuhan persyaratan tidak sesuai; emenuban ersyaratan dapat di ukan secara online /
yang diupload pada Sistem offline
R 0SS RBA.
d Melakukan penolakan/ persetujuan/ pengembalian permohonan| YT I U
apabila data upload pemenuhan persyaratan tidak sesuai; Tldak/
Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem OSS \
e RBA apabila permohonan perizinan berusaha tersebut disetujui. Ya
4 |DPMPTSP melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA terhadap data Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan 1 Surat keterangan| 1 Dapat mengikuti kegiatan verifikasi
pelaku usaha, data usaha dan permohonan yang masuk melalui 0SS terdiri atas : persetujuan pemenuhan / pemantauan lapangan
a Melakukan persetujuan permohonan sesuai dengan KBLI nya 1 Data administrasi umum; persyaratan yang diupload|  Mengkonfirmasi kembali
berdasarkan surat persetujuan pemenuhan persyaratan yang diupload > 2 Data administrasi teknis; pada sistem OSS RBA|2 kewenangan penerbitan sertifikat
oleh OPD teknis pada sistem OSS RBA; 3 Data pendukung lainnya; (apabila diperlukan); standar/ perizinan berusaha sesuai
b Memberikan catatan; 4 Surat Rckomendasi Teknis dengan bidang usaha dan KBLI
atau Pertimbangan Teknis dan 2 Persetujuan pemenuhan yang dipilih oleh pemohon baik
o s o P G B S S S o o o SRV [N — A PE—— SR P P i ot : P aratan; kepada pemohon atau kepada OPD
¢ Melakukan  penolakan/persetujuan/pengembalian  permohonan i[j:::?lgan g;‘.:;: o [)"L?ﬁ:i: ersy ; Tci?‘lis pe pa
- . A . [ 1
" ;‘.{F::é;:}l:i fﬂ‘;‘d Uﬁi:é‘:‘g@mps;ﬂcn}fl_f;ﬂﬂ_?ﬂfyzmtal‘l Uf_lt?: Scsualc'l o vang diupload pada sistem 0SS 3 Persetujuan Perizinan| 3 Membuat dokumen surat|
e pe i verifikasi terhadap sertifikat standar/perizinan REA. Berusaha. keterangan Persetujuan
& Ttk ]ua; — N ) A Permohonan persyaratan dan/atau
e u ‘: upb&?IA L (]J }l:l'l'l(}l"l surat eterangan  pemenuhan o Penerbitan  Perizinan  Berusaha
persyaraltan apabila diperiukan. apabila diperlukan
[
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ OPD Ket.
Kel
Pel 0SS RBA TERNIS DPMPTSP engkapan Waktu Output
5 |Setelah semua persyaratan telah dipenuhi dan disetujui maka sistem 10 s/d 30 menit 1 Nomor Induk Berusaha
secara otomatis akan : (NIB);
a Menerbitkan NIB; . ) .
b Menerbitkan Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi sesuai dengan 2 i‘:ertlﬁ_l;?{;S}fmdﬂr Feng teizh
KBLI dan tingkat resikonya; j| ] rVertany
¢ Menerbitkan Perizinan Berusaha; 3 Perizi B he
d Menerbitkan Perizinan Penunjang lainnya. Trzinan. Scrusana. JHis
telah terverifikasi.
6 [Pemohon : 10 menit 1 Nomor Induk Berusaha
(NIB);

a Mencetak Sertifikat Standar/ Izin melalui sistem OSS RBA melalui
akun pemohon;

b Wajib memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan pada sistem OSS
RBA.

' Selesai ,

Sertifikat Standar yang telah
terverifikasi;

Perizinan Berusaha yang
telah terverifikasi;
Perizinan berusaha
penunjang lainnya.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/038/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

22
23
24

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait.

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;

2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;

3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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Nomor SOP 067/038/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 06 Desember 2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Hara OB Pelayanan Perizinan Berusaha Penutupan Izin
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Penyalur Alat Kesehatan (PAK) melalui E-PTSP
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya

3 Komputer/Printer/Scanner

4 Jaringan Internet

?'eringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan| - Disimpan sebagai data manual dan elektronik
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur
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PELAKSANA

MUTU BAKU

KEGIATAN

Pemohon/
Pelanggan

OPD TEKNIS

E-PTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

a Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis
perizinannya;

¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam
aplikasi E-PTSP;

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka;
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Petugas FO akan melakukan pengecekan :

a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E-
PTSP;

b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:

c Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;

d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap permoT-u;;;
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.

e e o e

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai kebutuhan
dan keperluan
pemohon

OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan
cara :

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila

c diperlukan;

— Melakukan penolakan/persetujuan/pengembalian_ _ _ _ _ _ |

d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Ya

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai dengan
kebutuhan dan NSPK
masing OPD Teknis

1 Persetujuan Pemenuhan
Persyaratan;

2 Surat Keterangan/

Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem
E-PTSP.

Dapat dilakukan verifikasi lapangan
apabila diperlukan

Dapat  dilakukan  konfirmasi atau
kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline
Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP
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PELAKSANA MUTU BAKU
KEG! Ket.
No AN Beiolion/ OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
Pelanggan
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang [ Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator .dan
akan : terdiri atas : [zin validator serta pejabat

a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis
pada sistem E-PTSP;

b
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah

¢ dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya;

4 Surat Rekomendasi Teknis
atau Pertimbangan Teknis
dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

penandatangan berada ditempat

Petugas BO akan :

a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem;
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.

10 s/d 30 menit

Surat Izin / Non Izin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala Dinas

6 |Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elf:ktronik oleh Kepala
telah terbit; Dinas;

b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum 2 Indeks Kepuasfm.
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yang diisi

oleh pemohon.
7 |Pemohon : 10 menit Surat Izin / Non lzin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

‘ Selesai '

telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala
Dinas.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/039/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

oo~ WN

10

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi
Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait.

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;

2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;

3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP

067/039/DPMPTSP-LP2N/X1/2022

Tanggal Pembuatan

03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

06 Desember 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Perizinan Berusaha Penutupan Izin

Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan O Pedagang Besar Farmasi (PBF) melalui E-PTSP
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner
4 Jaringan Internet
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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PELAKSANA MUTU BAKU
Ket.
No KEGIATAN :::zohon! OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
1 |Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan Nomor Resi Pendaftaran Setiap hari kerja sesuai dengan jam
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP M"';_j 1 Data administrasi umum; 24 Jam x 5 hari kerja pele.xyanan .kantor secara tatap mu.ka;
2 Data administrasi teknis; (Senin - Jumat) Setiap hari secara online melalui (E-
———————————————————————— ————————— e e — — 4 — — —— 1 —===13 Data pendukung lainnya. PTSP.KALTIMPROV.GO.1D);
a Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang ke £ " Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
akan dimohonkan; tentang Cipta Kerja;
4 ; Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
perizinannya; Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya,
¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
aplikasi E-PTSP; 31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran. Satu Pintu.
2 |Petugas FO akan melakukan pengecekan : Dokumen yang akan diupload| Sesuai kebutuhan
a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E- tlegh“ at‘:s L ) dan kepo}s,;rluan
PTSP; ata administrasi umum; pemohon
e e e e e e e e e e ] e ——— 2 Data administrasi teknis;
b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat 3 Data pendukung lainnya.
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:
c Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;
d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonan| |
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan 1 Persetujuan Pemenuhan aD;;t?illa cﬁﬁ:lﬁizz verifikasi  lapangan
: erdiri : Persy 3 ;
cara: terslici atas : kebutuihan dan NSER L Dapat  dilakukan  konfirmasi  atau

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila
¢ diperlukan;

— Melakukan penolakan/persetujuan/pengembalian_ _ _ _ _ _
d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permochonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

masing OPD Teknis

2 Surat Keterangan/

Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem
E-PTSP.

kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline
Waktu proses perizinan di DPMPTSP|
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan  persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ Bt
Pelan, OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
p j pe yang p
akan : terdiri atas : [zin validator serta pejabat
a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai 1 Data administrasi umum; penandatangan berada ditempat
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis 2 Data administrasi teknis;
pada sistem E-PTSP; 3 Data pendukung lainnya;
b 4 Surat Rekomendasi Teknis
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah Tidak atau Pertimbangan Teknis
¢ dibuat oleh Petugas BO; \ dan Berita Acara verifikasi
Ya Lapangan dinas OPD Teknis
Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi yang diupload.
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;
d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik. | | |  _+__
5 [Petugas BO akan : 10 s/d 30 menit Surat Izin / Non lzin yang
gy s telah ditandatangani secara
a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem; ﬁ elektronik oleh Kepala Dinas
b Meneruskan proses perizinan kepada FO. | | p
6 [Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non Izin yang
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elektronik  oleh Kepala
telah terbit; Dinas;
b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum 2 Indeks Kepuasan
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.
7 (Pemohon : 10 menit Surat Izin / Non lzin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

S S S S S S S S —————

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

‘ Selesai '

telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala
Dinas.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/040/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

L2V NO U s WN
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Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Sebagaimana Yang
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berbasis Risiko
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar Pelayanan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait.

1

2

Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;

Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;

Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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Nomor SOP 067/040/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SMA
. % i . o Nama SOP b
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Swasta melalui E-PTSP

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;

2 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner
4 Jaringan Internet

[Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan| - Disimpan sebagai data manual dan elektronik
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur
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PELAKSANA

MUTU BAKU

KEGIATAN

Pemohon/
Pelanggan

OPD TEKNIS

E-PTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

a Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis
perizinannya,
¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam

aplikasi E-PTSP;

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

Mulai ¥

\

e e e e

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka;
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Petugas FO akan melakukan pengecekan :
a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E-

b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:

¢ Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;

d T(;pala Seksi akan melakukan verifikasi E:rh:dap pe;r;c)?l;n;n-
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai kebutuhan
dan keperluan
pemohon

3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan 1 Persetujuan Pemenuhan Dapat qilakukan verifikasi lapangan
cara : terdiri atas : kebutuhan dan NSPK Persyaratan; apabila dlp_erlukan .
Dapat  dilakukan  konfirmasi atau

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila

¢ diperlukan;

— Melakukan penplakan/persetujuan/pengembalian_ _ _ _ _ _ |

d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem

E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut

disetujui.

Ya

1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

masing OPD Teknis

2 Surat Keterangan/

Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem
E-PTSP.

kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline
Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ Ket.
i OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang | Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : Izin validator serta pejabat

a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis
pada sistem E-PTSP;

b
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah

¢ dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

1 Data administrasi umum,;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya;

4 Surat Rekomendasi Teknis
atau Pertimbangan Teknis
dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

penandatangan berada ditempat

5 |Petugas BO akan : 10 s/d 30 menit Surat Izin / Non lzin yang
s i telah ditandatangani secara
a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem,; . .
.. [ elektronik oleh Kepala Dinas
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.
6 |Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elektronik  oleh  Kepala
telah terbit; Dinas;
b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum 2 Indeks Kepuasan
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.
7 |Pemohon : 10 menit Surat Izin / Non lzin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala
Dinas.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/041/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi e —

Tanggal Efektif 06 Desem

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

CoO~NO A W=

10

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berbasis
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait.

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;

2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;

3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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Nomor SOP 067/041/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 06 Desember 2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu S Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SMK
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Swasta melalui E-PTSP
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya

3 Komputer/Printer/Scanner

4 Jaringan Internet

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan| - Disimpan sebagai data manual dan elektronik
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur
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No

PELAKSANA

MUTU BAKU

KEGIATAN

OPD TEKNIS

E-PTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

a Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis
perizinannya;

¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam
aplikasi E-PTSP;

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomeor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka;
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya,

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Petugas FO akan melakukan pengecekan :

a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E-
PTSP;

b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:

¢ Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;

d T(epala Seksi akan melakukan verifikasi t_eaad-:-ap permohonan
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai kebutuhan
dan keperluan
pemohon

OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan
cara :

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila

¢ diperlukan;

_— Melakukan penolakan/persetujuan/pengembalian__ _ _ _ _ _ _|

d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yvang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai dengan
kebutuhan dan NSPK
masing OPD Teknis

1 Persetujuan Pemenuhan
Persyaratan,;

2 Surat Keterangan/

Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
vang diupload pada Sistem
E-PTSP.

Dapat dilakukan verifikasi lapangan
apabila diperlukan

Dapat  dilakukan  konfirmasi atau
kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline

Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ Ket.
plam OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang I Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : lzin validator serta pejabat

a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai

dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis|

pada sistem E-PTSP;
b

Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah
¢ dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya,

4 Surat Rekomendasi Teknis
atau Pertimbangan Teknis
dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

penandatangan berada ditempat

Petugas BO akan :

a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem;
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.

10 s/d 30 menit

Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala Dinas

1 Surat Izin / Non Izin yang

6 |Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elektronik oleh Kepala
telah terbit; Dinas;
b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum 2 Indeks Kepuasan
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.
7 [Pemohon : 10 menit Surat Izin / Non lzin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

telah ditandatangani secara
elektronik  oleh Kepala
Dinas.
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Nomor SOP

067/042/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan

03 November 2022

Tanggal Revisi

kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait.

Tanggal Efektif 06 y;@w X
Disahkan oleh ‘;‘}"" PTSP Prov. Kaltim
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR b PMR‘ \ 3
il Harifinto, S.STP., M.Si
*, NIP. 1979/)8101998021001
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pelaya PeriéMghh Berusaha Pendirian SLB
. . . . Nama SOP -
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Swaste ol P

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Hukum/ yang sesuai;

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Prosedur yang berlaku;

5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
6 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; perizinan; )
7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
8 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.

9 Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko;

10 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

11 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan,

14 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi

15 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berbasis

16 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara

17 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara

18 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

20 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
21 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
22 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
23 Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan
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Nomor SOP 067/042/DPMPTSP-LP2N/XI1/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 06 Desember 2022

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nama SOP Pelayanan Perizinan Berusaha Pendirian SLB
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Swasta melalui E-PTSP
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya

3 Komputer/Printer/Scanner

4 Jaringan Internet

'f'eringatan Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan| - Disimpan sebagai data manual dan elektronik

pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur
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PELAKSANA

MUTU BAKU

KEGIATAN

Pemohon/
Pelanggan

OPD TEKNIS

E-PTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

a Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis
perizinannya;
¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam

aplikasi E-PTSP;

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka;
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

2 |Petugas FO akan melakukan pengecekan : Ej Dokumen yang akan diupload| Sesuai kebutuhan
a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E- terdiri atas : dan keperluan
PTSP; 1 Data administrasi umum; pemohon
e e e e e ] —_—_—_———_—_— e ——— 2 Data administrasi teknis;
b Apabila du.'asa belum sesuai makan petugas Fq dapat 3 Data pendukung lainnya.
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:
c Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;
d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonan
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan 1 Persetujuan Pemenuhan Dapat dilakukan verifikasi lapangan
cara : terdiri atas : kebutuhan dan NSPK Persyaratan; apabila diperlukan .
Dapat  dilakukan  konfirmasi atau

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila

c diperlukan;

d Apabila dltolak maka penolakan akan dlteruskan kembali ke E
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Ya

1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

masing OPD Teknis

Surat Keterangan/
Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem
E-PTSP.

kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline

Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP
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PELAKSANA MUTU BAKU
N KEGIAT. Ket.
° o Petntistf OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output =
Pelanggan
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang ] Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : Izin validator serta pejabat

a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis
pada sistem E-PTSP;

b
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah

¢ dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya;

4 Surat Rekomendasi Teknis
atau Pertimbangan Teknis
dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

penandatangan berada ditempat

Petugas BO akan :

a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem;
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.

10 s/d 30 menit

Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala Dinas

6 |Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non lzin vang
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elektronik oleh Kepala
telah terbit; Dinas;

b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum 2 Indeks Kepuasan
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yang diisi

oleh pemohon.
7 |Pemohon : 10 menit Surat [zin / Non lzin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

‘ Selesai '

telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala
Dinas.
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Nomor SOP 067/043/DPMPTSP-LP2N/X1/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi m

Tanggal Efektif 06 Deseffiler-2022~T0 N\

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

)
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu i sap PerizinsN@l&ﬁ/Mr Pariwisata (OSS-RBA)
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Hukum/ yang sesuai;
3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang [ 2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Prosedur yang berlaku;
5 Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, 3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
6 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; perizinan;
7 Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko; 4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
8 Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
9 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;

10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk

11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

12 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Jasa Boga;

13 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

14 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan

15 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan

16 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis

17 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara

18 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara

19 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

20 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan

21 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar

22 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

23 Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam mengatur perizinan & nonperizinan di bidang teknis / sektor terkait.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/043/DPMPTSP-LP2N/X1/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 06 Desember 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata (OSS-RBA)

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya

3 Komputer/Printer/Scanner

4 Jaringan Internet

T’_eringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Pemohon/ OPD Ket.
Pe 0SS RBA TEKNIS DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output
1 |a Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) ; Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan 1 NIB (perizinan berusaha| 1 Setiap hari kerja sesuai dengan jam
( Mukai ) 1 Data administrasi umum; Senin-Kamis 08.00-15.00 yang tidak memerlukan pelayanan kantor secara tatap
b Mengisi data pelaku usaha dan data usahanya ke dalam sistem OSS 2 Data administrasi teknis; WITA persyaratan dasar); muka;
RBA. 3 Data pendukung lainnya. 2 Sertifikat standar yang| 2 Setiap hari secara online melalui
i i - ——e— e e e e Juma't 08.00-11.00 WITA belum terverifikasi; 088.g0.id;
¢ Memasukkan permohonan perizinan berusaha ke dalam sistem 0SS 3 Perizinan berusaha yang Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
RBA sesuai dengan KBLI yang berlaku; belum terverifikasi; tentang Cipta Kerja;
4 Sertifikat standar terbit| 3 Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
d Memilih kewenangan penerbitan sertifikat standar/perizinan berusaha dengan pernyataan mandiri. tahun 2021 tentang
sesuai dengan KBLI yang dipilih; Penyelenggaraan Perizinan
—. 4 Berusaha Berbasis Resiko dan
¢ Melakukan upload persyaratan sebagaimana pada sistem OSS RBA; { 2 Lampirannya;
5 Jenis Perizinan sesuai dengan
I Mengisi kembali pemenuhan persyaratan apabila permohonan Pergub 31 tahun 2022 tentang
tersebut dikembalikan oleh OPD teknis melalui sistem OSS RBA. Perubahan Atas Pergub 8 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2 |Sistem OSS RBA akan menyimpan data permohonan pemohon. Sistem Dokumen yang akan diupload Sesuai kebutuhan dan 1 Data Pelaku Usaha;
0SS RBA akan : terdiri atas : keperluan pemohon 2 Data Bidang/Badan Usaha;
a Menyeleksi kriteria usaha; 1 Data adminislrasi umurm; 3 Pernyataan Mandiri;
b Menyeleksi besaran modal; 2 Data administrasi teknis; 4 Sertifikat _Sland_ar yang
¢ Menyeleksi kebutuhan PKKPR D/L; 3 Data pendukung lainnya. bclum terverifikasi;
d Menyeleksi kebutuhan izin lingkungan; Jj 5 Perizinan Berusaha yang
e Menyeleksi tingkat resiko; i - belum terverifikasi.
f Menyeleksi kewenangan sesuai dengan KBLI yang dipilih oleh
pemohon;
g Meneruskan permohonan ke OPD Teknis untuk diverifikasi
pemenuhan persyaratannya.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA dengan cara : Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan dan | 1 Persetujuan Pemenuhan| 1 Dapat dilakukan verifikasi
a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang diupload tenlivtative 5 3 NEPK insing OPL Teknis Feraystatin; pspanapabils dipecinkes
oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum; 1 Data adm?“@'ras{ o ; :
b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila J’j 2 Data administrasi t.ckms; 2 Surat K(?tcmng.an /]2 Dr{pal dilakukan konfirmasi atau
diperlukan; g S8 3 Data pendukung lainnya. Rekomendasi /B::nta Af:ara kejelasan dan kelengkapan data
¢ Melakukan pengecekan dan persetujuan terhadap data persyaratan / Sl:at I)ersemjuan gmg:sungz llqua(ada pemohanr_v fmg
yang diupload apabila pemenuhan persyaratan tidak sesuai Pcmem.! an Persy a.mta.n al?dt ARiEkE S Jates it
yang diupload pada Sistem offline
0SS RBA.
d Melakukan penolakan/persclujuaxﬁp{:;g-c-rr_n.b;lﬁn___pe_n;l;l&;n"- S e P e e e
apabila data upload pemenuhan persyaratan tidak sesuai; ﬁdag/
Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem OSS \
¢ RBA apabila permohonan perizinan berusaha tersebut disetujui. Ya
4 |DPMPTSP melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA terhadap data Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan 1 Surat keterangan| 1 Dapat mengikuti kegiatan verifikasi
pelaku usaha, data usaha dan permohonan yang masuk melalui OSS terdiri atas : persctujuan pemenuhan / pemantauan lapangan
a Melakukan persetujuan permohonan sesuai dengan KBLI nya 1 Data administrasi umum; persyaratan yang diupload Mengkonfirmasi kembali
berdasarkan surat persetujuan pemenuhan persyaratan yang diupload 2 Data administrasi teknis; pada sistem OSS RBA|2 kewenangan penerbitan sertifikat
oleh OPD teknis pada sistem 0SS RBA; 3 Data pendukung lainnya; (apabila diperlukan); standar/ perizinan berusaha sesuai
b Memberikan catatan; 4 Surat Rekomendasi  Teknis, dengan bidang usaha dan KBLI
atau Pertimbangan Teknis dan 2 Persetujuan pemenuhan yang dipilih oleh pemohon baik
= a . - ) . 7 )
= Ve _pc-nzlaszn-/p_er-s-e_lu_'u;n-j]Tc;g?nTb;]i-;; - —pa_;(;‘a_l:; | e ey i | Berita Acara verifikasi Persyaratan; ']l“cgﬂ"!“ pemohon atau kepada OPD
" i . Lapangan dinas OPD Teknis| €knis
el Aok uploa{l D s han.pcrs_yaralan tu’]ak e - vang diupload pada sistem 0SS 3 Persetujuan Perizinan| 3 Membuat dokumen surat
d Melakukan penerbitan/verifikasi terhadap sertifikat standar/perizinan RBA. Berusaha. keterangan Persetujuan

berusaha;
Melakukan  upload dokumen
persyaratan apabila diperlukan.

surat

[}

keterangan  pemenuhan

Permohonan persyaratan dan/atau
Penerbitan  Perizinan  Berusaha
apabila diperlukan
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PELAKSANA MUTU BAKU
No.| KEGIATAN Pemohon/ OPD Ket.
Kel Waktu Output
Pe 0SS RBA TEKNIS DPMPTSP engkapan pu
5 |Setelah semua persyaratan telah dipenuhi dan disetujui maka sistem 10 s/d 30 menit 1 Nomor Induk Berusaha
secara otomatis akan : (NIB);
a Menerbitkan NIB; .
i 5 St lah
b Menerbitkan Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi sesuai dengan ! 2 i:erl;};!::(’;;(ta&;;fmdar yang teia.
KBLI dan tingkat resikonya; II I o
¢ Menerbitkan Perizinan Berusaha; < h
d Menerbitkan Perizinan Penunjang lainnya, 9 JDenizinan Berusaha yang
i = telah terverifikasi.
6 |Pemohon : 10 menit 1 Nomor Induk Berusaha
(NIB);

a Mencetak Sertifikat Standar/ Izin melalui sistem OSS RBA melalui
akun pemohon;

b Wajib memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan pada sistem OSS
RBA.

C ]

‘ Selesai ’

Sertifikat Standar yang telah
terverifikasi;

Perizinan Berusaha yang
telah terverifikasi;
Perizinan berusaha
penunjang lainnya.

PPMPTS P

PROV.KALTIM

@ 182




PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/044/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

, [
i sahe(Stktor Ketenagakerjaan (OSS-
Nama SOP RBA) W

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

0o~ U, W

10

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Usaha Dan/Atau Produk
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait.

1

2

Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;

Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;

Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomeor SOP 067/044/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 06 Desember 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Perizinan Berusaha Sektor Ketenagakerjaan (OSS-

Nama SOP REA)

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
o Alat Tulis dan penunjang lainnya

3 Komputer/Printer/Scanner

4 Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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PELAKSANA MUTU BAKU
No. KE et.
GIATAN !l:"”h"”’ 0SS RBA T:;:m DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output "
1 |a Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) ; Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan 1 NIB (perizinan berusaha| 1 Setiap hari kerja sesuai dengan jam
( Mulai ) 1 Data administrasi umum; Senin-Kamis 08.00-15.00 vang tidak memerlukan pelayanan kantor secara tatap
b Mengisi data pelaku usaha dan data usahanya ke dalam sistem OSS 2 Data administrasi teknis; WITA persyaratan dasar); muka;
RBA. 3 Data pendukung lainnya. 2 Sertifikat  standar yang| 2 Setiap hari secara online melalui
____________ P S W TSRy | YT | SR | ——————| ——— || Juma't 08.00-11.00 WITA belum terverifikasi; 0ss.go.id;
¢ Memasukkan permohonan perizinan berusaha ke dalam sistem OSS 3 Perizinan berusaha yang Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
RBA sesuai dengan KBLI yang berlaku; belum terverifikasi; tentang Cipta Kerja;
4 Sertifikat  standar  terbit| 3 Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
d Memilih kewenangan penerbitan sertifikat standar/perizinan berusaha dengan pernyataan mandiri. tahun 2021 tentang
sesuai dengan KBLI yang dipilih; Penyelenggaraan Perizinan
LL 4 Berusaha Berbasis Resiko dan
e Melakukan upload persyaratan sebagaimana pada sistem OSS RBA; {_[‘- Lampirannya;
5 Jenis Perizinan sesuai dengan
f Mengisi kembali pemenuhan persyaratan apabila permohonan Pergub 31 tahun 2022 tentang
tersebut dikembalikan oleh OPD teknis melalui sistem OSS RBA. Perubahan Atas Pergub 8 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2 |Sistem OSS RBA akan menyimpan data permohonan pemohon. Sistem Dokumen yang akan diupload Sesuai kebutuhan dan 1 Data Pelaku Usaha;
0SS RBA akan : terdiri atas : keperluan pemohon 2 Data Bidang/Badan Usaha;
a Menyeleksi kriteria usaha; 1 Data adml:n?strasi umu.m; 3 l’ernly&taan Mandiri;
b Menyeleksi besaran modal; 2 Data administrasi teknis; 4 Sertifikat .Stancllar vang
¢ Menyeleksi kebutuhan PKKPR D/L; 3 Data pendukung lainnya. bclum terverifikasi;
d Menyeleksi kebutuhan izin lingkungan; J_j 5 Perizinan l?c““*_‘ha yang
¢ Menyeleksi tingkat resiko; T belum terverifikasi.
f Menyeleksi kewenangan sesuai dengan KBLI yang dipilih oleh
pemohon;
g Meneruskan permohonan ke OPD Teknis untuk diverifikasi
pemenuhan persyaratannya.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA dengan cara : Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan dan | 1 Persetujuan Pemenuhan| 1 Dapat dilakukan verifikasi
a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang diupload sl atas . > NSEKmASIE QFD TS Persyaratan; inpezprysapsbils dipedeion
oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum,; . LDaty ﬂdml.m.suasf ua, . v : :
b Melalukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila Jj 2 Data administrasi tgkms; 2 Surat thcrang‘an /|2 Da.pat dilakukan konfirmasi atau
diperlukan; | M 3 Data pendukung lainnya. Rekomscndam / B]fma Acara tcc_]clasan :an dke]engka;)an data
’ ersetujuan angs mohon yan
c Melakdtfkan pengecc}can dan persetujuan terhﬂ:.:lap data' E&crsyaratan l{'cmenu‘;fr: P:::;LL:‘J;an dafatur:igilak::]}])ca:lna ss:am unligc %
yang diupload apabila pemenuhan persyaratan tidak sesuai; yang diupload pada Sistem offline
0SS RBA.
d Melakukan  penolakan/ persetujuan/ pengembalian  permohonan| | AR (M AN R
apabila data upload pemenuhan persyaratan tidak sesuai; Ttda;/
Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem OSS \
¢ RBA apabila permohonan perizinan berusaha tersebut disetujui. Ya
4 |DPMPTSP melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA terhadap data Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan 1 Surat keterangan| 1 Dapat mengikuti kegiatan verifikasi
pelaku usaha, data usaha dan permohonan yang masuk melalui OSS terdiri atas : persetujuan pemenuhan / pemantauan lapangan
a Melakukan persetujuan permohonan sesuai dengan KBLI nya 1 Data administrasi umum; persyaratan yang diupload|  Mengkonfirmasi kembali
berdasarkan surat persetujuan pemenuhan persyaratan yang diupload > 2 Data administrasi teknis; pada sistem OSS RBA|2 kewenangan penerbitan sertifikat
oleh OPD teknis pada sistem OSS RBA; 3 Data pendukung lainnya; (apabila diperlukan); standar/ perizinan berusaha sesuai
b Memberikan catatan; 4 Surat Rekomendasi Teknis dengan bidang usaba dan KBLI
atau Pertimbangan Teknis dan 2 Persetujuan pemenuhan vyang dipilih oleh pemohon baik
e s s s s s G s e e S s e S S i St et G e o e i S oo P e e e e e s s i 3 { Persyars 3 2 au kepada OPD
¢ Melakukan penolakan/ persetujuan/pengembalian permohonan E:::rllgan ‘;::r?;: OPSCI:;\E:::?S[ PR 'T‘ZE?:: PR Al o
apabila data upload pemenuhan persyaratan tidak sesuai; . yang diupload pada sistem 0SS 3 Persetujuan Perizinan| 3 Membuat dokumen surat
d Melakukan penerbitan/verifikasi terhadap sertifikat standar/perizinan RBA. Berusaha. keterangan Persetujuan
berusaha; Permohonan persyaratan dan/atau
e Melakukan wupload dokumen surat keterangan pemenuhan . Tidak Penerbitan  Perizinan Berusaha

persyaratan apabila diperlukan.

apabila diperlukan
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PELAKSANA MUTU BAKU
No. KEGIATAN Pemohon/ OPD Ket.
Kele an Waktu Output
P 0SS RBA i DPMPTSP ) ngkap tpu
5 |[Setelah semua persyaratan telah dipenuhi dan disetujui maka sistem 10 s/d 30 menit 1 Nomor Induk Berusaha
secara otomatis akan : (NIB);
a Menerbitkan NIB; ; 2
b Menerbitkan Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi sesuai dengan J 2 ?emﬁ:l:_a;;S.t‘andar vang teiah
KBLI dan tingkat resikonya; | erverifikasi;
¢ Menerbitkan Perizinan Berusaha; 3 Perizi B h
d Menerbitkan Perizinan Penunjang lainnya. erizinan  Berusana - yang
telah terverifikasi.
6 |Pemohon : 10 menit 1 Nomor Induk Berusaha

a Mencetak Sertifikat Standar/ lzin melalui sistem OSS RBA melalui
akun pemohon;

b Wajib memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan pada sistem OSS
RBA.

3

o e o e e e e e

(NIB);

Sertifikat Standar yang telah
terverifikasi;

Perizinan  Berusaha yang
telah terverifikasi;
Perizinan berusaha
penunjang lainnya.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/045/DPMPTSP-LP2N/X1/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi m

Tanggal Efektif 06 Dgleiyber 2028.0,\

Disahkan oleh ~ ala DPJIPYSP Prov. Kaltim

Pug ianto, S.STP., M.Si
7,\_ NIP. 19720§101998021001

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

el
Nama SOP PerizWWktor Sosial (OSS-RBA)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

WO b WK

10

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan,
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara dan Persyaratan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2018 Tentang
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.38/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 Tentang
Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 Tentang
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 718/Menhut-11/2014 Tanggal 29 Agustus 2014 Tentang Kawasan Hutan
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.698 /MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 Tanggal
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6628/MENLHK-PKTL/REN/PLA.2/10/2021
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NOmor SK.8878 / MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/12/2021
Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Peta Indikatif dan Perhutanan Sosial (PIAPS) Revisi VII;

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;

2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;

3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP

067/045/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan

03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

06 Desember 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Perizinan Berusaha Sektor Sosial (OSS-RBA)

33

34
35

36
37
38
39
40
41
42

43
44

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8878/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022
Tanggal 11 Maret 2022 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berbasis
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara
Pelayanan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2016 - 2036;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penataan Pemberian Izin dan Non Perizinan
di Bidang Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Timur;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Undang-undang dan Peraturan Terkait Lainnya Baik Dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Sesuai Dengan
Kewenangannya Dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.

Keterkaitan

1 Lembar Kerja

Peralatan/ perle%kapan
)

encana Kerja dan Anggaran ;

2 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner
4 Jaringan Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu

kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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PELAKSANA MUTU BAKU
No.| KEGIATAN Pemohon/ OPD Ret.
P 0SS RBA TEKNIS DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output
1 |a Membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) ; Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan 1 NIB (perizinan berusaha| 1 Setiap hari kerja sesuai dengan jam
RaE 1 Data administrasi umum; Senin-Kamis 08.00-15.00 vang tidak memerlukan pelayanan  kantor secara  latap
b Mengisi data pelaku usaha dan data usahanya ke dalam sistem OSS ( ) 2 Data administrasi teknis; WITA persyaratan dasar); muka;
RBA. 3 Data pendukung lainnya. 2 Sertifikat  standar vyang| 2 Setiap hari secara online melalui
e e g e e e ) e ey e e s e b o [ (P SRS S Juma't 08.00-11.00 WITA belum terverifikasi; 055.£0.id;
¢ Memasukkan permohonan perizinan berusaha ke dalam sistem OSS 3 Perizinan berusaha yang Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
RBA sesuai dengan KBLI yang berlaku; belum terverifikasi; tentang Cipta Kerja;
4 Sertifikat standar terbit| 3 Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
d Memilih kewenangan penerbitan sertifikat standar/perizinan berusaha dengan pernyataan mandiri. tahun 2021 tentang
sesuai dengan KBLI yang dipilih; Penyelenggaraan Perizinan
L—-l 4 Berusaha Berbasis Resiko dan
e Melakukan upload persyaratan sebagaimana pada sistem OSS RBA; {_]‘ Lampirannya;
5 Jenis Perizinan sesuai dengan
f Mengisi kembali pemenuban persyaratan apabila permohonan Pergub 31 tahun 2022 tentang
tersebut dikembalikan oleh OPD teknis melalui sistem OSS RBA. Perubahan Atas Pergub 8 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2 |Sistem OSS RBA akan menyimpan data permohonan pemohon. Sistem Dokumen yang akan diupload Sesuai kebutuhan dan 1 Data Pelaku Usaha;
0SS RBA akan : terdiri atas : keperluan pemohon 2 Data Bidang/Badan Usaha;
a Menyeleksi kriteria usaha; 1 Data administrasi umum; 3 Pernyataan Mandiri;
b Menyeleksi besaran modal; 2 Data administrasi teknis; 4 Sertifikat ..'E‘:tand.ar yang
¢ Menyeleksi kebutuhan PKKPR D/L; 3 Data pendukung lainnya. belum terverifikast;
d Menyeleksi kebutuhan izin lingkungan; q S Perizinan !3.ems:?ha yang
e Menyeleksi tingkat resiko; L belum terverifikasi.
f Menyeleksi kewenangan sesuai dengan KBLI yang dipilih oleh
pemohon;
g Meneruskan permohonan ke OPD Teknis untuk diverifikasi
pemenuhan persyaratannya.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA dengan cara : Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan dan | 1 Persetujuan Pemenuhan| 1 Dapat dilakukan verifikasi
a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang diupload Seidirl A s . ) NSPK masing OPD Teknis Persyaratan; apengan g bl dlpedikan
oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum; ,] Data admfn@rmﬂ umu.m_’ . 2 D dilakukan konfi i at
& Melihukan verfilssi lpeman lohedey ponmobomen  apdbi Jj 2 Data administrasi l.f:kms, 2 Surat Kc_tt_rang_an / a.pal ilakukan konfirmasi atau
diperlukan; g — 3 Data pendukung lainnya. Rekomendasi /Berita A_ca:a kejelasan dan kelengkapan data
Mclakukan’ kan d tui TP e i / Surat Persetujuan langsung kepada pemohon _yang
E: ? prngroe A1 peIciijuan fehlacen ca8 porsyamian Pemenuhan Persyaratan dapat dilakukan secara online /
vang diupload apabila pemenuhan persyaratan tidak sesuai; yang diupload pada Sistem offline
0SS RBA.
3 Ml — Dol sers st Pt PR | —— N D N
apabila data upload pemenuhan persyaratan tidak sesuai; Tldag/
Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem 0SS \
¢ RBA apabila permohonan perizinan berusaha tersebut disetujui. Ya
4 [DPMPTSP melakukan pengecekan pada sistem OSS RBA terhadap data Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan kebutuhan 1 Surat keterangan| 1 Dapat mengikuti kegiatan verifikasi
pelaku usaha, data usaha dan permohonan yang masuk melalui OSS terdiri atas : persetujuan pemenuhan / pemantauan lapangan
a Melakukan persetujuan permohonan sesuai dengan KBLI nya 1 Data administrasi umum; persyaratan yang diupload|  Mengkonfirmasi kembali
berdasarkan surat persetujuan pemenuhan persyaratan yang diupload > 2 Data administrasi teknis; pada sistem OSS RBA|2 kewenangan penerbitan sertifikat
oleh OPD teknis pada sistem OSS RBA; 3 Data pendukung lainnya; (apabila diperlukan); standar/ perizinan berusaha sesuai
b Memberikan catatan; 4 Surat Rekomendasi Teknis dengan bidang usaha dan KBLI
atau Pertimbangan Teknis dan 2 Persetujuan pemenuhan yang dipilih oleh pemohon (l;a];:[l;
R I A R pe ] s s I i = e e e e
apabilasiata uploaq pcmcnuhanlpersyarata.n tidak seaua; yang diupload pada sistem OSS 3 Persetujuan Perizinan| 3 Membuat dokumen surat
d Melakukan penerbitan/verifikasi terhadap sertifikat standar/perizinan RBA. Berusaha. keterangan Persetujuan
berusaha; Permohonan persyaratan dan/atau
¢ Melakukan upload dokumen surat kelerangan pemenuhan Vi Tidak| Penerbitan  Perizinan Berusaha

persyaratan apabila diperlukan.

apabila diperlukan
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PELAKSANA MUTU BAKU
No.| KEGIATAN Pemohon/ OPD Ket.
Kel Waktu Output
Pelanggan 0SS RBA TEKNIS DPMPTSP elengkapan tpu
5 |Setelah semua persyaratan telah dipenuhi dan disetujui maka sistem 10 s/d 30 menit 1 Nomor Induk Berusaha
secara otomatis akan : (NIB);
a Menerbitkan NIB; .
5 y h
b Menerbitkan Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi sesuai dengan 2 3::;&}](;:;Eitfmdar yang tela
KBLI dan tingkat resikonya; ll | .-
¢ Menerbitkan Perizinan Berusaha; A
d M bitkan Perizinan Penunjang lainnya 3 Perlzinan. Berusaha . yang
GREL SHE HERE SRR, telah terverifikasi.
6 |Pemohon : 10 menit 1 Nomor Induk Berusaha
(NIB);

a Mencetak Sertifikat Standar/ Izin melalui sistem OSS RBA melalui
akun pemohon;

b Wajib memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan pada sistem 0SS
RBA.

C ]

T

Sertifikat Standar yang telah
terverifikasi;

Perizinan Berusaha yang
telah terverifikasi;
Perizinan berusaha
penunjang lainnya.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/046 /DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Co~NOUNhWN =~

24

25

26

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin;

Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atas Undian;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 Tentang Izin Undian;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 Tentang Penerbitan Penyelenggaraan Undian;

Keputusan Menteri Sosial Nomor 73 /HUK/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar

Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengelenggaraan Terpada Pelayanan Satu

Pintu;
Undang-undang dan Peraturan Terkai Lainnya Baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan
Kewenangannya dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;
2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional

Prosedur yang berlaku;

3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/046/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 06 Desember 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang

_ Nama SOP )
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan melalui E-PTSP
Keterkaitan Peralatan/perle nikapan
1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner
4 Jaringan Internet
f‘eringata.n Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik

PPMPT
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PELAKSANA

MUTU BAKU

KEGIATAN

OFD TEKNIS

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

a Setelah mendapatkan akun, Pemohon memilih jenis izin yang
akan dimohonkan;

b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis
perizinannya;
¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam

aplikasi E-PTSP;

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka,;
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Petugas FO akan melakukan pengecekan :

a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E-
PTSP;

b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:

c Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;

d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhada; pe';rr'l_o?lon;rt
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.

Dokumen yang akan diupload
terdiri atas :

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya.

Sesuai kebutuhan
dan keperluan
pemohon

3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan 1 Persetujuan Pemenuhan Dapat d'ﬂ-'ikllkﬂn verifikasi  lapangan
cara : terdiri atas : kebutuhan dan NSPK Persyaratan; apabila diperlukan
Dapat  dilakukan  konfirmasi  atau

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila

c diperlukan;

d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Ya

1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

masing OPD Teknis

2 Surat Keterangan/

Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem
E-PTSP.

kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline

Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setclah
persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP

PEMPTS P
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN Pemohon/ Ket.
Pelanggan OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang l Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : Izin validator serta pejabat
a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai 1 Data administrasi umum; penandatangan berada ditempat
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis 2 Data administrasi teknis;
pada sistem E-PTSP; 3 Data pendukung lainnya;
b 4 Surat Rekomendasi Teknis
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah atau Pertimbangan Teknis
c dibuat oleh Petugas BO; dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi yang diupload.
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;
d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik. | | |
5 |Petugas BO akan : 10 s/d 30 menit Surat Izin / Non lzin yang
) ; ]
a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem; |_1 v du.:andatangam sef:ara
-2 elektronik oleh Kepala Dinas
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.
6 |Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non Izin yang
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elektronik oleh Kepala
telah terbit; Dinas;
b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum 2 Indeks Kepuasan
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) vang diisi
oleh pemohon.
7 |Pemohon : 10 menit Surat Izin / Non lzin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala
Dinas.
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Nomor SOP 067/047/DPMPTSP-LP2N/XI/2022
Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu N iacoe
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

24

25
26

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang;
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 Tentang Tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir
Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atas Undian;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Jenis dan Tarif PNBP yang Berlaku pada Kementerian
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja untuk
Peraturan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/2005 Tentang Izin Undian;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Undian Gratis Berhadiah;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang;
Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 Tentang Penerbitan Penyelenggaraan Undian;

Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengelenggaraan Terpada Pelayanan Satu
andangﬁundang dan Peraturan Terkai Lainnya Baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan
Kewenangannya dalam Mengatur Perizinan & Non Perizinan di Bidang Teknis / Sektor Terkait.

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /
Hukum/ yang sesuai;

2 Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;

3 Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan
perizinan;

4 Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor SOP 067/047/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan 03 November 2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif 06 Desember 2022

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah melalui E-

R . . Nama SOP
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan PTSP

Keterkaitan Peralatan/ perlen%kapan
1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner
4 Jaringan Internet

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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PELAKSANA MUTU BAKU

KEGIATAN Pemohon/ Ket.
— OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output
Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan P— Dokumen yang terdiri atas : Jam Pelayanan Nomor Resi Pendaftaran 1 Setiap hari kerja sesuai dengan jam
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP S F 1 Data administrasi umum; 24 Jam x 5 hari kerja pelayanan kantor secara tatap muka;
f 2 Data administrasi teknis; (Senin - Jumat) Setiap hari secara online melalui (E-
2 Sételah mendapatian akan, Permonon memiin jenis fan vang| | ||~ 177717 eSO 2 RSB
akan dimohonken: esuai t?ngan l.JU 11 un 2020
3 tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
L tah.url 2021 tentang Penye]e_nggara.an

E:I Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis 4
¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam
aplikasi E-PTSP; 5

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

Satu Pintu.
Petugas FO akan melakukan pengecekan : E:I Dokumen yang akan diupload| Sesuai kebutuhan
a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E- terdiri atas : dan keperluan
PTSP; 1 Data administrasi umum; pemohon
s e e 5 e e e S . S G S S S s e e e e e o et e e e e e F———=—12 Data administrasi teknis;
b Apabila dirasa belum sesuai makan petugas FO dapat 3D {
y : i ata pendukung lainnya.
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas /
teknis: Tidak
c Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;
d Kepala Scksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonan| | | | =
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan Tidak
diteruskan kepada dinas teknis.
OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan 1 Persetujuan Pemenuhan 1 Dapat dilakukan verifikasi lapangan
cara : terdiri atas : kebutuhan dan NSPK Persyaratan; apabila dig‘i”“kﬂ" "
3 : . : ; 2 Dapat ilakuk konfirmasi  atau
a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang 1 Data admf“fs’tmsf Hmam; masing OPD Teknis kejslasan Ao kel?z?xgkup:n tiam langsung|
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum; I I‘L «Dala primiristrss] t,EkmS; 4 ‘Surat Kemrm_]gan{ kepada pemohon yang dapat dilakukan
b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila 3 Data pendukung lainnya. Rekomendasn{f Berita Acara/ secara online / offline
¢ diperlukan; Surat Persetujuan 3 Waktu proses perizinan di DPMPTSP
_ Melakukan penolakan/persetujuan/pengembalian Pemenuhan Persyaratan akan berhenti waktu proses perizinan di
a Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E yang diupload pada Sistem DPMPTSP  akan berhenti pada saat
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang E-PTSP. &T:fbiggihhpe:ﬂi}ﬁi /;iz::m:z:;?;
kt.emudlarl lakan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari ’\ _— pertimbangan/advis teknis dan waktu
dinas teknis; proses akan berlanjut kembali setelah
e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem 7 / persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut A / advis teknis diterima oleh DPMPTSP
disetujui.
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN P h §
Feml : on/ OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output Ket
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang | Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat lzin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : [zin validator serta pejabat
a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai 1 Data administrasi umum; penandatangan berada ditempat
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis 2 Data administrasi teknis;
pada sistem E-PTSP; 3 Data pendukung lainnya;
b 4 Surat Rekomendasi Teknis
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah atau Pertimbangan Teknis
¢ dibuat oleh Petugas BO; dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi yang diupload.
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;
d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik. | | ]
5 |Petugas BO akan : 10 s/d 30 menit Surat Izin / Non Izin yang
a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem; — tTliT dlr..in(:a}t]anganll s[(;(.:ara
b Meneruskan proses perizinan kepada FO. | I elektronik oleh Kepala Dinas
6 |Petugas FO akan : 10 s/d 30 menit 1 Surat Izin / Non lzin yang
telah ditandatangani secara
a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin elektronik oleh Kepala
telah terbit; Dinas;
b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum 2 Indeks Kepuasan
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit. Masyarakat (IKM) yvang diisi
oleh pemohon.
7 |Pemohon : 10 menit Surat Izin / Non Izin yang

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala
Dinas.
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Nomor SOP

067/048/DPMPTSP-LP2N/XI/2022

Tanggal Pembuatan

03 November 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Izin B o/ Simpan Pinjam / Unit
. 3 4 Nama SOP ?
Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan Simpan P E-PTSP
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam
Oleh Koperasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
02/PER/M.KUKM/III/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
15/PER/M.KUKM/IX /2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi;

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 /PER/M.KUKM/XII/2017 tentang
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi;

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha
Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Undang-undang dan peraturan terkait lainnya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya dalam mengatur perizinan & non perizinan di bidang teknis / sektor terkait.

N WN

9

10
11

12

13
14

Hukum/ yang sesuai;
2

perizinan;

1 Minimal SLTA / Diploma III jurusan Ekonomi / Informatika / Teknik /

Memahami peraturan perundang-undangan dan Standar Operasional
Prosedur yang berlaku;
Memiliki kemampuan dan keterampilan khusus dalam hal pelaksanaan

Mampu mengoperasikan komputer (memahami dan menguasai pengoperasian
perangkat lunak / aplikasi sistem perizinan.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

4 Jaringan Internet

1 Lembar Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran ;
2 Alat Tulis dan penunjang lainnya
3 Komputer/Printer/Scanner

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dijalankan secara sesuai, maka dapat terjadi keterlambatan proses, kesalahan administrasi, ketidakpuasan
pelanggan / pemohon yang dapat mengakibatkan terhambatnya proses birokrasi perizinan dalam bidang penanaman modal
di Provinsi Kalimantan Timur, hal ini akan berdampak negatif terhadap imej kemudahan usaha & dapat mengganggu
kesempatan perkembangan & percepatan pembangunan perekonomian di wilayah Kalimantan Timur

- Disimpan sebagai data manual dan elektronik
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KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pemohon/
Pelanggan

OPD TEKNIS E-PTSP

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket.

Pemohon membuat akun (pribadi) untuk dapat melakukan
proses permohonan izin pada aplikasi E-PTSP

akan dimohonkan;

b Pemohon melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis
perizinannya;
¢ Pemohon memasukkan permohonan perizinan kedalam

aplikasi E-PTSP;

d Setelah lengkap maka pemohon akan mendapatkan resi
permohonan yang gunanya sebagai bukti pendaftaran.

Dokumen yang terdiri atas :
1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

Jam Pelayanan
24 Jam x 5 hari kerja
(Senin - Jumat)

Nomor Resi Pendaftaran

Setiap hari kerja sesuai dengan jam
pelayanan kantor secara tatap muka;
Setiap hari secara online melalui (E-
PTSP.KALTIMPROV.GO.ID);

Sesuai dengan UU 11 tahun 2020
tentang Cipta Kerja;

Jenis Perizinan sesuai dengan PP 5
tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
dan Lampirannya;

Jenis Perizinan sesuai dengan Pergub
31 tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Pergub 8 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

2 |Petugas FO akan melakukan pengecekan : Dokumen yang akan diupload| Sesuai kebutuhan
a Kelengkapan persyaratan yang telah diupload pada sistem E- I::] terdiri atas : dan keperluan
PTSP; 1 Data administrasi umum; pemohon
e e et e e e S e e B ot e e ] e e e e s e e o e et e e s s e e e e e e 2 Data administrasi teknis;
b Apabila du.'asa belum sesuai makan petugas Fq dapat_ 3 Data pendukung lainnya.
mengembalikan permohonan kepada pemohon agar dilngkapi
kembali sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh dinas
teknis:
¢ Apabila telah lengkap maka petugas FO akan meneruskan
proses permohonan kepada Kepala Seksi;
d Kepala Seksi akan melakukan verifikasi terhadap permohonan
dan apabila telah sesuai maka permohonan tersebut akan
diteruskan kepada dinas teknis.
3 |OPD teknis melakukan pengecekan pada sistem E-PTSP dengan Dokumen yang akan diupload Sesuai dengan 1 Persetujuan Pemenuhan Dapat dilakukan verifikasi lapangan
cara : terdiri atas : kebutuhan dan NSPK Persyaratan; apabila dip.erlukan i
Dapat  dilakukan  konfirmasi  atau

a Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang
diupload oleh pemohon apakah telah sesuai atau belum;

b Melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan apabila

¢ diperlukan;

— Melakukan penolakan/persetujuan/pengembalian_ _ _ _ _ _ |

d Apabila ditolak maka penolakan akan diteruskan kembali ke E
PTSP pada akun petugas BO dan diteruskan kepada Kasi yang
kemudian akan melakukan penolakan sesuai pernyataan dari
dinas teknis;

e Membuat rekomendasi teknis kemudian diupload pada sistem
E-PTSP apabila permohonan perizinan berusaha tersebut
disetujui.

Tidak

-
a

1 Data administrasi umum;
2 Data administrasi teknis;
3 Data pendukung lainnya.

masing OPD Teknis

2 Surat Keterangan/

Rekomendasi/Berita Acara/
Surat Persetujuan
Pemenuhan Persyaratan
yang diupload pada Sistem
E-PTSP.

kejelasan dan kelengkapan data langsung
kepada pemohon yang dapat dilakukan
secara online / offline

Waktu proses perizinan di DPMPTSP
akan berhenti waktu proses perizinan di
DPMPTSP akan berhenti pada saat
proses beralih ke dinas teknis untuk
menerbitkan persetujuan/rekomendasi/
pertimbangan/advis teknis dan waktu
proses akan berlanjut kembali setelah
persetujuan/rekomendasi/ pertimbangan
/ advis teknis diterima oleh DPMPTSP
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PELAKSANA MUTU BAKU
No KEGIATAN P Ket.
P:Lam::g,mn’ OPD TEKNIS E-PTSP Kelengkapan Waktu Output ¢
4 |Apabila disetujui maka permohonan akan masuk ke BO yang I Dokumen yang akan diupload 7 Hari Kerja 1 Draft Surat Izin atau Non|l Kondisi pejabat verifikator dan
akan : terdiri atas : lzin validator serta pejabat

a Petugas BO akan membuat draft izin / rekomendasi izin sesuai
dengan persetujuan teknis yang diupload oleh dinas teknis
pada sistem E-PTSP;

b
Kasi akan melakukan verifikasi terhadap draft yang telah

¢ dibuat oleh Petugas BO;

Kasi akan meneruskan draft kepada Kabid untuk divalidasi
dan apabila disetujui akan diteruskan ke Kepala Dinas;

d Kepala dinas akan melakukan tanda tangan elektronik.

1 Data administrasi umum;

2 Data administrasi teknis;

3 Data pendukung lainnya;

4 Surat Rekomendasi Teknis
atau Pertimbangan Teknis
dan Berita Acara verifikasi
Lapangan dinas OPD Teknis
yang diupload.

penandatangan berada ditempat

Petugas BO akan :

a Melakukan proses pencetakan izin secara sistem;
b Meneruskan proses perizinan kepada FO.

10 s/d 30 menit

Surat lzin / Non Izin yang
telah ditandatangani secara
elektronik oleh Kepala Dinas

Petugas FO akan :

a Menginformasikan kepada pemohon bahwa izin dan non izin
telah terbit;

b Menginformasikan kepada pemohon agar mengisi IKM sebelum
melakukan pencetakan izin dan non izin telah terbit.

10 s/d 30 menit

1 Surat Izin / Non Izin yang

telah ditandatangani secara

elektronik oleh Kepala
Dinas;
2 Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM) yang diisi
oleh pemohon.

Pemohon :

a Mengisi survey IKM pada sistem E-PTSP;

b Mendownload dan mencetak izin dan non izin yang telah
diterbitkan melalui akun pemohon.

' Selesai '

10 menit

Surat Izin / Non lIzin yang
telah ditandatangani secara
elektronik  oleh Kepala
Dinas.
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